





A. Penelitian Terdahulu 
1. Menurut Anggita Ersyandi (2017) dalam Penelitiannya tentang Perilaku 
prososial pada mahsiswa menjelaskan bahwa prososial Membentuk sifat 
natural yang melekat pada individu manusia. Sifat saling membantu, 
menyayangi dan melengkapi serta menolong  menjadi sebab mengapa 
manusia kemudian saling berinteraksi membantu Manusia yang lain. 
Dengan interaksi tersebut, manusia memerlukan orang lain dalam rangka 
mengejawantahkan perilaku prososial tersebut. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengeksplorasi dan melakukan pemahaman terhadap perilaku 
prososial pada mahasiswa, yang dilakukan pada 40 mahasiswa aktivis dan 
40 mahasiswa non aktivis di Fakultas Psikologi dan Fakultas Teknik. 
Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif 
deskripstif. Hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa 
norma sosial menjadi penyebab bentuk perilaku prososial yang paling 
sering terjadi di antaranya perilaku menolong, alasan mahasiswa aktivis 
maupun non aktivis melakukan perilaku prososial, mahasiswa aktivis dan 
non aktivis sering melakukan perilaku prososial seorang diri, orang-orang 
yang sering ditolong dalam perilaku prososial pada mahasiswa aktivis 
maupun non aktivis merupakan orang-orang yang masih dalam lingkup 
pertemanan dengan mahasiswa tersebut. 
13 
 
2. Penelitian yang dilakukan Ibnu Munfaridz mengambil judul Perbedaan 
Perilaku Prososial Terhadap Suku Lain Antara Suku Jawa Dan Suku Bugis 
(2016) dalam penelitiannya dijelaskan bahwa bangsa Indonesia adalah 
bangsa  majemuk yang mempunyai varian kemajemukan agama, Bahasa, 
ras, budaya dan suku, kendatipun demikian nilai-nilai pancasila dan 
Bhineka Tungga Ika memiliki makna walaupun berlainan akan tetapi   satu 
jua. Suku besar di Indonesia  adalah Jawa dan Bugis, yang sangat beragam 
nilai-nilai budayanya. Penelitian ini memotret apakah terdapat differensiasi 
tindakan pro sosial antara suku Jawa dan suku Bugis akan  suku yang lain. 
penelitian  menggunakan subjek sebanyak tujuh puluh lima orang Jawa dan 
tujuh puluh lima orang Bugis dengan pembatasan umur 21 tahun. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling (sampel 
bertujuan) di mana subjek penelitian sudah diketahui dan sesuai dengan 
karakteristik yang ada. Model skala Likert digunakan dalam Pengambilan 
data. Metode analisa data menggunakan komparatif Independent sample t-
test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai (t hitung= 1,464 (sig >0,05) 
yang artinya tidak terdapat perbedaan perilaku prososial terhadap suku lain 
antara suku Jawa dan suku Bugis. Dengan demikian bahwa budaya tidak 
mempengaruhi perilaku prososial. 
3. Penelitian lain dilakukan oleh A.A. Gd Putra Sastra Pradnyana dan Made 
Diah Lestari Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran, Universitas 
Udayana (2016) dengan judul Peran Perilaku Prososial, Efikasi Diri dan 
Empati pada Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 
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di Bali. Membantu ialah tindakan prososial yang dilakukan seseorang 
terhadap orang lain. Tindakan prososial ialah tugas pokok dan fungsi 
melekat, diketahui di mana BPBD menangani di bidang penanggulangan 
bencana yang berkaitan job kemanusiaan dalam melaksanakan pekerjaan 
sudah digariskan pada UU No. 24 Tahun 2007. Untuk  melaksanakan job 
yang menanggung resiko dan menantang, pegawai harus meyakini dirinya 
mampu untuk meaplikasikan berbasis kekuatan diri. Individu yang 
memiliki empati memperkokoh tindakan membantu sebagai tindakan 
prososial. Tujuan penelitian untuk menggambarkan peran tindakan 
prososial, kepercayaan diri, dan empati pada pegawai Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Bali. Subjek dalam penelitian 
ini adalah pegawai BPBD yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil 
(PNS), dengan jumlah 96 orang. Pendekatan yang digunakan adalah 
pendekatan kuantitatif. Skala perilaku prososial merupakan alat ukur yang 
digunakan dalam penelitian ini termasuk juga  skala efikasi diri serta skala 
empati. Metode analisis regresi berganda digunakan dalam penelitian ini. 
B. Perilaku Prososial 
Perilaku prososial diartikan terdapatnya keberpihakan kepada orang lain 
apapun pendorongnya. Bagi Baron & Byrne (2005) mengungkapkan  perilaku 
prososial merupakan perbuatan yang mendatangkan keuntungan terhadap 
seseorang tanpa memperhatikan profit dari subjek yang melakukan perbuatan 
itu, mungkin bahkan orang yang menolong tidak mengindahkan resiko apa yang 
akan dialaminya. Gerungan (2000) mengungkapkan tindakan prososial meliputi 
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tindakan yang memberi profit kepada seseorang yang memiliki kontribusi yang 
signifikan sampai menguatkan nilai-nilai kemaslahatan lahir dan batin. 
Abraham dan Shanley (1997) menerangkan bahwa pengaruh sosial dan 
orang lain pada situasi darurat yang lebih mungkin menyebabkan perbuatan 
keputusan untuk menolong. Pendapat  Dayakisni & Hudaniah (2003) yang 
mendefinisikan tindakan prososial dengan tindakan untuk mampu merubah 
perilaku baik mental maupun fisik. Dari sisi material maupun psikologis secara 
intensif untuk menjadikan yang kurang baik menjadi baik. 
Berdasarkan dari beberapa definisi maka perilaku prososial dapat 
didefinisikan sebagai tindakan yang ditujukan kepada orang lain, baik secara 
fisik maupun psikis yang memberikan manfaat positif bagi orang yang dikenai 
tindakan itu, walaupun tindakan itu sebenarnya tidak mempunyai manfaat dan 
keuntungan yang jelas bagi individu yang melakukannya dan tindakan itu 
dilakukan sesuai dengan norma masyarakat yang berlaku. 
Menurut Mussen (2003), ditemukan beberapa macam aspek-aspek 
perilaku prososial. Adapun aspek-aspek perilaku prososial sebagai berikut: (1) 
Menolong (helping), yaitu kesediaan memberikan bantuan atau pertolongan 
kepada orang lain yang sedang mengalami kesusahan, baik berupa moril 
maupun materiil. Menolong meliputi membantu orang lain atau menawarkan 
sesuatu yang menunjang berlangsungnya kegiatan orang lain. (2) Berbagi 
(sharing), yaitu bersedia untuk berbagi perasaan dengan orang lain dalam 
suasana suka maupun duka, (3) Kerjasama (cooperating), yaitu kesediaan untuk 
bekerja sama dengan orang lain demi tercapainya suatu tujuan. Cooperating 
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biasanya saling menguntungkan, saling memberi, saling menolong dan 
menenangkan. (4) Berderma (donating), yaitu kesediaan untuk memberikan 
secara sukarela sebagian barang miliknya kepada orang yang memerlukan. (5) 
Jujur (honesty), yaitu kesediaan untuk melakukan sesuatu seperti apa adanya, 
tidak berbuat curang terhadap orang lain. 
Selanjutnya Eisenberg, et.al. (1989) menyatakan ada tiga indikator yang 
menjadi aspek-aspek perilaku prososial yaitu (1) Tindakan itu berakhir pada 
dirinya dan tidak menuntut keuntungan pada pihak pelaku. (2) Tindakan itu 
dilahirkan secara sukarela. (3) Tindakan itu menghasilkan kebaikan. Sikap 
yang mengemuka pada diri individu selalu ada yang melatarbelakanginya, 
begitu juga bila seseorang melakukan perilaku prososial. Menurut Staub dalam 
Dayakisni dan Hudaniah (2003) faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 
prososial yaitu: (1) Self-gain: seseorang berharap untuk memperoleh atau 
menghindari kehilangan sesuatu, misalnya keinginan memperoleh pengakuan, 
pujian atau takut dikucilkan. (2) Personal values and norms: terdapat nilai-nilai 
dan norma sosial yang diinternalisasikan oleh individu selama mengalami 
sosialisasi dan sebagian nilai-nilai serta norma tersebut berkaitan dengan 
tindakan prososial, seperti berkewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan 
serta adanya norma reciprocal. (3) Empathy: kemampuan seseorang untuk ikut 
merasakan perasaan atau pengalaman orang lain. 
Sears (2003) mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi 
perilaku prososial dengan lebih spesifik. Antara lain:  (1) Situasional dalam 
bentuk melibatkan presensi orang; seseorang di mana seorang diri memiliki 
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kecenderungan menimbulkan reaksi bila dalam situasi emergensi daripada kalau 
terdapat individu lain yang mengenal situasi itu. Makin banyak yang lain datang, 
makin sedikit orang yang sungguh-sungguh menolong. Sebab tersebut dikenal 
sebagai bystander effect. Seseorang yang hanya dia melihat yang lain menemui 
kesusahan, maka seseorang tersebut memiliki tanggung jawab sepenuhnya 
bereaksi dalam situasi itu. (2) Lingkungan.  Kondisi dasar lingkungan 
mempengaruhi juga kerelaan untuk menolong seperti faktor kondisi cuaca, 
ukuran kota, dan derajat kebisingan. (3) Tekanan Deadline memunculkan efek 
yang signifikan dalam membantu. Seseorang terpaksa  karena deadline 
mengabaikan pertolongan yang diberikan penolong, meliputi: Faktor 
Kepribadian yakni adanya ciri kepribadian tertentu yang mendorong individu 
untuk memberikan pertolongan dalam beberapa jenis situasi dan tidak dalam 
situasi yang lain. Misalnya, individu memiliki kekhasan memberi donasi  bagi 
kepentingan  amal ibadah yang mempunyai tingkat kebutuhan tinggi untuk 
diterima secara sosial, tetapi hanya jika orang lain menyaksikannya. Individu 
tersebut didorong oleh keinginan untuk memperoleh pujian dari orang lain 
sehingga berperilaku lebih prososial hanya bila tindakan itu diperhatikan. 
Suasana Hati, seseorang makin termotivasi menyediakan pertolongan jika mood 
nya yang baik, lain kata, suasana perasaan positif yang dapat menaikkan kerelaan 
bertindak prososial. Perasaan Bersalah; upaya menjauhkan  tindakan-tindakan 
yang merugikan atau membahayakan orang lain  dan menggantikannya dengan 
tindakan yang baik. Minat meminimalkan perasaan bersalah dapat merubah 
seseorang membantu individu yang merasa rugi. Distres dan Rasa Empatik, 
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Distres diri (personal distress) merupakan respon personal individu pada 
kesusahan seseorang, misal shock, ketakutan, kecemasan, keprihatinan, 
ketidakberdayaan, atau merasakan apa saja yang menimpa. Lain lagi, perasaan 
empati (empathic concern) ialah perasaan untuk memberi perhatian kepada 
seseorang, terutama dalam sharing pengetahuan dan tidak terabaikan ikut 
mencarikan solusi terhadap kesusahan orang lain. 
Distres diri ditujukan pada diri yakni diri terdorong meminimalkan rasa 
gelisah dengan memberi pertolongan bagi yang memerlukan, selain itu bisa 
melaksanakannya dengan mengabaikan kondisi itu maupun tidak 
memperdulikan kesusahan di sekitarnya. 
Menurut Bordens and Horowitz (2008: 403) mengatakan: 
There are two types of motives for behaviors such as Irene Opdykeʼs. 
Sometimes we help because we want to relieve a personʼs suffering. 
Behavior motivated by the desire to relieve a victimʼs suffering is called 
altruism. Other times we help because we hope to gain something from it 
for ourselves. We may give to a charity to get a tax deduction, for 
example, or we may give because we think it makes us look good. Often, 
we experience personal satisfaction and increased self-esteem after 
helping. When we give help with an eye on the reward we will get, our 
behavior is not really altruistic. It falls into the category of behaviors 
known simply as helping behavior 
Ada dua jenis motif untuk perilaku. Terkadang kita membantu karena kita 
ingin meringankan penderitaan orang lain. Perilaku yang didorong oleh 
keinginan untuk meringankan korban yang menderita penyakit ini disebut 
altruism. Lain kali kita membantu karena kita berharap untuk 
mendapatkan sesuatu dari itu untuk diri kita sendiri. Kita dapat 
memberikan kepada amal untuk mendapatkan pengurangan pajak, 
misalnya, atau kita dapat memberikan karena kita pikir itu membuat kita 
terlihat baik. Sering kali, kita mengalami kepuasan pribadi dan 
meningkatkan harga diri setelah membantu. Ketika kita memberikan 
bantuan maka pahala yang akan kita dapatkan, perilaku tersebut 
sebenarnya tidak altruistik. Ini termasuk dalam kategori perilaku yang 
hanya dikenal sebagai perilaku membantu (helping behavior). 
 
Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan 
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prososial memiliki keberpihakan pada orang lain dalam hal pertolongan, 
kerjasama, berbagi, kedermawanan hingga kejujuran, yang mendatangkan nilai 
positif sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku prososial 
antara lain, Self-gain, Empathy, Personal Values and Norms, penolong, 
situasional, rasa bersalah, suasana hati. Namun demikian, dalam hal perilaku 
prososial altruism berbeda dengan helping behavior. 
1. Hubungan antara Konsep Diri dan Perilaku Prososial 
Self-concept  adalah standar perilaku, sebagaimana dikemukakan Stangor 
(2014), self-concept  merupakan asas keseluruhan perilaku, Self-concept  akan 
mengarahkan perilaku seseorang masa kini dan ke depan juga mengarahkan 
pengambilan keputusan serta berbagai aspirasi seseorang untuk masa yang akan 
datang.  
Rasa individu sendiri akan melibatkan kesadaran mental dan atribut 
fisik, serta peran sosial. Kesadaran diri semacam itu mendefinisikan citra diri 
dan mulai berkembang pada usia dini. Simultan dengan pengembangan self-
image adalah self-ideal, yang merupakan puncak individu karakteristik 
diinginkan, standar, perilaku dan keterampilan. Ukuran relatif antara citra diri 
dan ideal-diri mencerminkan harga diri individu. Self-esteem pada gilirannya 
dapat ditampilkan melalui tingkat keyakinan individu, kepuasan keseluruhan, 
dan motivasi untuk pengalaman dan tantangan baru. Oleh karena itu, dalam 
konteks pendidikan misalnya, membangun siswa dari diri sendiri mungkin 
memiliki implikasi penting pada pengalaman belajar. (Alpay, 2018: 2)  
Seperti yang disebutkan di atas, self-image adalah kesadaran individu 
20 
 
akan atribut pribadi. Ini dikembangkan pada usia dini melalui pengaruh orang 
tua atau wali. Misalnya, peran stereotip oleh orang tua, serta umpan balik atau 
berlebihan Karakteristik pribadi, dapat menetapkan awal self-image dan citra 
tubuh pada anak. Proses ini berlanjut di tahun sekolah melalui pengalaman baru 
dan pengaruh (yaitu dilihat pendapat) dari orang lain yang signifikan, seperti 
teman sebaya dan guru. Self-image oleh karena itu dapat dianggap untuk 
mengembangkan melalui "melihat kaca", yang mengacu pada formasi gambar 
melalui umpan balik dari orang lain. Namun, perkembangan kognitif individu 
juga akan memungkinkan refleksi pada pengalaman, dan dengan demikian 
pembentukan citra sebagai respon dari lingkungan, dan refleksi pada 
lingkungan; (Lihat Lawrence, 1996).  
Jumlah total dari seseorang yang dirasakan dan diinginkan karakteristik 
mental dan fisik, serta orang yang dirasakan kelayakan dari ini, sering disebut 
sebagai konsep diri. Dengan demikian, konsep self dapat dipandang sebagai 
"payung" istilah (Lawrence, 1996) yang meliputi citra diri, ideal-diri dan harga 
diri individu. Ketika seorang individu diminta untuk secara berulang-ulang 
menjawab pertanyaan "Siapakah aku?", individu tersebut kemungkinan akan 
mengungkapkan citra diri, seperti usia dan atribut fisik, diikuti oleh aspek ideal-
diri dan harga diri, seperti aspirasi dan dirasakan kekuatan dan kelemahan. 
Dengan demikian, konsep diri dapat dipandang sebagai interpretasi 
keseluruhan dari "Siapakah aku?". 
Bagi anak, perkembangan self simitris pada perkembangan umur anak, 
sebagaimana ditegaskan Colwell and Pollard, (2015: 115), temuan terkait self 
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telah diinisiasi di waktu anak-anak, akan tetapi sesuatu yang sadar terkait self 
dari segi kognitif dan perasaan baru timbul di saat seseorang menggapai usia 
remaja. Di usia remaja, Self-concept bentuknya telah memadai, meskipun 
frekuensinya direview karena terdapatnya prososial dan personal yang baru, 
bermakna condong pada sebagian self-concept  yang konstan, tidak berubah 
maupun memiliki format relatif tidak berubah. Akan tetapi semakin 
bepengalaman dalam hidupnya berikutnya, umur dan kedewasaan mampu 
mengubah self-concept  individu di waktu tertentu. 
Produk prososial dibentuk dari interaksi prososial, berikutnya 
mengalami evolusi berkembang lewat interaksi prososial pula. Di antara 
pekerjaan berat perkembangan pemuda yaitu berkaitan tindakan prososial yaitu 
persahabatan seusia di dalam perkumpulan. Kalau pemuda melakukan 
pemahaman dari variasi kenyataan mengenai dirinya, pasti ia akan melakukan 
pengembangan Self-concept  yang besar untuk menjadi pemuda yang mandiri, 
aktif dan percaya diri. 
Self-concept menurut Aditomo dan Retnowati (2004) menjelaskan 
perubahan sikap pemuda dalam keseharian, pemuda dengan self-concept 
menurun memiliki kecenderungan bertingkah laku negatif dan merasa tidak 
diapresiasi, tidak diterima dan dianggap kurang baik oleh yang lain, sebaliknya 
pemuda yang memiliki self-concept  meninggi memiliki perilaku positif dalam 
tindakannya, seseorang bisa meletakkan self-esteem, diterima dan dianggap 
memadai oleh yang lain. Dalam hubungan dengan prososial, self-concept  
dibutuhkan supaya pemuda dapat menerapkan tindakan yang berani berkorban 
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(ikhlas) untuk menolong yang lain senada dengan keinginan semuanya. 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku prososial 
berkaitan erat dengan keadaan diri individu, yakni seberapa besar  evaluasi 
positif dan negatif tentang dirinya sebagai manifestasi konsep diri. Dengan 
demikian, perilaku prososial mempunyai sifat yang universal sesuai motif yang 
berperan dalam memunculkan perilaku tersebut. Seseorang yang memiliki 
konsep diri positif akan berusaha mencari aspek-aspek yang positif dalam suatu 
keadaan dan dalam hidupnya, serta timbulnya perilaku baik dan berbuat baik 
terhadap orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa aspek positif dalam hidup 
seseorang dan adanya perilaku baik terhadap orang lain merupakan wujud dari 
moralitas yang tinggi dan perilaku prososial yang tinggi. 
2. Pengertian tentang Makna  
Definisi tentang makna dalam teori Sosiologi bisa ditelusuri dari beberapa 
teori. Salah satunya adalah dari teori Fenomenologis.  Fenomenologi pada 
awalnya adalah sebuah studi dalam bidang filsafat yang mempelajari manusia 
sebagai sebuah fenomena. Ilmu fenomonologi dalam filsafat biasa dihubungkan 
dengan ilmu hermeunetik, yaitu ilmu yang mempelajari arti daripada suatu 
fenomena. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Johann Heinrich Lambert 
(1728 - 1777), seorang filsuf Jerman. Dalam bukunya Neues Organon (1764). 
ditulisnya tentang ilmu yang tak nyata. 
  Dalam pendekatan sastra, fenomenologi memanfaatkan pengalaman 
intuitif atas fenomena, sesuatu yang hadir dalam refleksi fenomenologis, sebagai 
titik awal dan usaha untuk mendapatkan fitur-hakekat dari pengalaman dan 
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hakekat dari apa yang kita alami. G.W.F. Hegel dan Edmund Husserl adalah dua 
tokoh penting dalam pengembangan pendekatan filosofis ini. Fokus Penelitian 
Fenomenologi adalah apa yang disebut Textural description, yaitu  apa yang 
dialami subjek penelitian tentang sebuah fenomena. Yang kedua adalah 
Structural description, yaitu bagaimana subjek mengalami dan memaknai 
pengalamannya (Denzin dan Lincoln, 2009: 335)  
 Dalam pendekatan fenomenologis, yang bersifat interpretatif memiliki 
sederetan asumsi subyektif tentang hakekat pengalaman nyata dan tatanan sosial, 
sebagaimana yang telah dilakukan oleh Albert Schutz dikutip Spurling  (2014: 
117) dalam membangun fenomenologi sosial yang mengaitkan sosiologi dengan 
filsafat fenomenologi Edmund Husserl (1970), yang penting dalam pemikiran 
Husserl adalah bahwa sesuatu yang bersifat pengalaman adalah fondasi 
pengetahuan. Dalam hal ini relasi obyek-obyek persepsi bukan pasif. Bagi 
Husserl suatu kesadaran yang bersifat aktif memuat obyek-obyek pengalaman. 
Sebuah Prinsip pada akhirnya merupakan suatu kutipan bagi setiap penelitian 
kualitatif  tentang realitas yang dibentuk oleh perilaku. Dalam kehidupan sosial, 
setiap anggota meredesain dan mereformulasi alam kehidupan mereka sehari-
hari. Dalam proses tersebut, kesadaran dan interaksi para anggota masyarakat 
bersifat saling membentuk. 
 Selanjutnya Schutz menjelaskan bahwa sosial sains seharusnya 
menekankan perhatiannya pada dunia eksperiansal, yaitu suatu pengalaman yang 
diterima, dialami dan diciptakan  begitu saja oleh setiap anggota masyarakat 
dalam kehidupan bersama. Perspektif subyektif tersebut adalah bergaransi yang 
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perlu dikelola untuk supaya dunia fiktif tidak mengganti realitas sosial yang 
sering diproduksi oleh para peneliti. Dengan  hal ini pendekatan fenomenologi 
bertujuan untuk menformulasi ilmu sosial yang mampu melakukan interpretasi 
dan menyebutkan tindakan dan gagasan manusia dengan cara membangun 
struktur dasar realitas yang kasat “nyata” di mata sebagian individu yang 
diterima secara alamiah. Sebagai suatu pendekatan interpretatif, fenomenologi 
memusatkan perhatiannya pada meaning dan subjective experience sehari-hari, 
sehingga berguna untuk menjelaskan bagaimana obyek dan pengalaman 
terlahirkan  secara penuh arti dan dijelaskan dalam kehidupan sehari-hari 
(Denzin dan Lincoln, 2009: 335-337). 
Prosocial behaviour (altruism) merupakan kategori yang luas 
dari helping  behavior.  Prosocial behavior didefinisikan oleh beberapa segmen 
yang signifikan dari masyarakat atau kelompok sosial yang secara umum 
menguntungkan bagi orang lain. Penner et.al. dalam Mercer dan Debbie 
(2011:93) membagi prosocial literature dalam tiga kategori, yaitu: 
Meso level, Tindakan menolong ditinjau dari segi tingkat interpersonal 
(contoh : spesifikasi dan situasi tindakan prososial di antara seseorang dengan 
lawannya). Faktor-faktor yang dikatakan dapat menghambat maupun 
meningkatkan perilaku prososial sebagai berikut; Who need help. Kita akan 
lebih membantu teman dengan cepat dibandingkan membantu orang lain yang 
tidak dikenal. Similarity. Kita akan lebih senang membantu orang yang terlihat 
sama atau mirip dengan kita. (Contoh : ras, gender) Attribution of the cause of 
the distress. Kita akan kurang membantu orang yang sudah seharusnya 
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bertanggung jawab atas insiden secara personal. (Contoh : Pemabuk yang 
terjatuh di jalanan).  Alcohol, Alkohol dapat mengurangi ketegangan situasi yang 
diakibatkan oleh orang-orang di sekitarnya, sehingga pada saat orang minum, 
mereka menunjukkan tingkat kecenderungan ingin membantu dikarenakan 
mereka  tidak terpengaruh oleh kepanikan yang terjadi di sekitarnya. Weighing 
up the costs and benefits Sebagai bagian dari decision-making process 
menyarankan bahwa agar para individu mempertimbangkan antara beban 
(waktu) yang dipakai jika membantu dengan beban (perasaan bersalah) jika 
tidak membantu. 
Micro level, Terdapat dua pendekatan asal usul kecenderungan prosocial 
behavior yaitu: evolutionary theory  dan  social norm. Pertama, 
pendekatan evolutionary theory ini berpendapat bahwa kita secara biologis 
cenderung untuk membantu mereka yang berbagi gen yang sama dengan kita. 
Hal ini dikenal sebagai inclusive fitness (kemampuan inklusif) yang merupakan 
kemampuan langsung dari keturunan. Kedua, Gouldner dalam Mercer dan 
Debbie (2011:98) mengatakan bahwa norma timbal 
balik atau reciprocity merupakan bagian dari genetik bersama dan menyarankan 
bahwa norma timbal balik adalah norma budaya bersama. Nilai helping 
behavior dalam segi social psychology disebut sebagai social norm. Social 
norm adalah kepercayaan atau jenis perilaku yang dianggap normal dan dapat 
diterima dalam kelompok tertentu atau masyarakat. Melalui proses sosialisasi, 
menjadi keyakinan normatif yang secara internal diadakan yang dapat memiliki 
efek yang kuat terhadap cara kita berperilaku. 
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Berkowitz juga mengatakan bahwa beberapa orang 
akan membantu orang yang membutuhkan serta tidak mengekspetasikan pujian 
atau rasa terima kasih dari orang lain. Ini dikatakan memiliki relasi dengan 
norma dari social responsibility yang dikatakan membantu orang lain 
merupakan hal yang harus kita lakukan, baik tidak tergantung pada imbalan di 
masa yang akan datang maupun orang tersebut pernah membantu kita. 
Macro level Volunteering merupakan tipe yang beda dari helping 
behavior karena direncanakan, biasanya berjangka panjang, dan dianggap 
kurang karena lebih cenderung merupakan rasa kewajiban pribadi. Clary et. al. 
dalam Mercer dan Debbie (2011:101) mengembangkan Volunteering Functions 
Inventory (VFI) dalam enam dimensi, sebagai berikut; Nilai-nilai (Values) 
Untuk mengekspresikan atau bertindak dalam nilai yang penting (Contoh : 
paham kemanusiaan atau humanitarianism). Pemahaman (Understanding) 
Untuk belajar lebih mengenai dunia atau melatih skill yang sering tidak dipakai. 
Inventory enhancement, untuk meningkatkan dan mengembangkan 
psikologis pribadi (Contoh: terlibat dalam kegiatan sukarela). Social Untuk 
memperkuat relasi sosial. Career Untuk mendapatkan pengalaman yang 
berkaitan dengan karir. Protective Untuk mengurangi perasaan negatif (Contoh: 
rasa bersalah, kesepian) atau untuk mengatasi masalah pribadi. 
Dari konsep di atas,  dalam konteks makna tindakan prososial aktivis 
dalam melakukan pendampingan hukum digunakan konsep Macro level 
Volunteering di antaranya adalah nilai-nilai kemanusiaan, pemahaman, suka 
rela, relasi sosial, karir dan protektif. 
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3. Pengertian tentang Kemiskinan 
Selama bertahun-tahun, kemiskinan didefinisikan dengan tidak 
memiliki uang. Banyak negara hanya mengukur kemiskinan berdasarkan 
pendapatan, konsumsi, atau akses atas pelayanan kesehatan. Bahkan saat ini, 
salah satu definisi kemiskinan yang paling terkenal saat ini adalah definisi 
dari Bank Dunia yaitu berpedapatan 1 $ per hari. Bank Dunia terus 
menggunakan definisi ini untuk perbandingan kemiskinan global (World 
Bank 2000/01, 2002). Tentu saja uang penting, uang dapat digunakan untuk 
membeli makanan. Namun kemiskinan secara mendasar merupakan problem 
yang mengakar dan beragam. Oleh karena itu dipandang dari berbagai sudut 
pandang ilmu akan mengalami intersubjektivitas. 
Konsep kemiskinan dalam dimensi umum adanya kemungkinan 
mereduksi struktur kata yang berkaitan dengan terpenuhinya keperluan 
mendasar (sandang, pangan dan papan). Batasan ini mengukur peningkatan 
sekunder dan  tertier, fasilitas umum yang semakin lengkap contohnya 
edukasi, sehat dan market  (Suhardianto, 1999). Terutama kekayaan diukur 
dari lemahnya pemasukan, pemakaian, kepemilikan barang baik tidak 
bergerak atau bergerak, jumlah modal dan persediaan. Angka minimal 
pendapatan keluarga kurang mampu ialah rendah dari 1920 kg seharga 
beras/keluarga/tahun (van Oostenbrugge, van Densen & Machiels, 2004).  
semakin besar pemasukan diduga semakin bagus asupan nutrisi.  
Kurang mampu seringkali didefinisikan dalam berbagai cara. 
Beberapa ahli mendefinisikannya ke dalam angka-angka, sementara yang lain 
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berpendapat bahwa perlu didefinisikan lebih kualitatif. Saat ini para ahli 
ekonomi dan sosial mendefinisikan kemiskinan dalam dua cara. Para ahli 
sosial mendefinisikan kemiskinan sebagai kurangnya faktor-faktor seperti 
makanan, pakaian, air, dan tempat tinggal-kebutuhan untuk hidup dengan 
layak. Uni Eropa (29 dan 30 November 2002) dalam, ‘Deklarasi Copenhagen’ 
mendiskripsikan kemiskinan sebagai “ suatu kondisi yang berciri kekurangan 
yang sangat parah atas kebutuhan pokok hidup manusia, termasuk pakaian, 
air minum bersih, sanitasi, fasilitas, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, 
dan informasi”  Ketika orang tidak punya makanan, tidak mampu sekolah, 
atau tidak memiliki akses kesehatan, mereka bisa dikatakan sebagai orang 
miskin, tanpa memperhitungkan berapapun besarnya penghasilan mereka. 
Untuk menghitung kemiskinan secara statistik tampaknya terasa lebih kaku.  
Secara statistik, salah satu metode alternatif untuk mengukur 
kemiskinan adalah dengan mengukur ketidaksamaan distibusi penghasilan. 
Ini bisa membantu untuk mengukur perbedaan antara orang paling kaya dan 
paling miskin. Meskipun demikian, cara ini tidak dapat menunjukan siapa 
yang sebenarnya dalam masyarakat yang paling kaya dan siapa yang paling 
miskin dengan standar internasional, cara ini bisa menunjukan siapa yang 
sebenarnya paling kaya dibandingkan dengan yang lain dalam masyarakat. 
Cara ini sama dengan yang digunakan oleh Uni Eropa dan Organization for 
Economic Cooperation and Development (OECD). Menurut Uni Eropa  garis 
kemiskinan adalah ditetapkan sebagai 60% dari penghasilan rumah tangga 
rata-rata. Ini berarti di Inggris, misalnya penghasilan rumah tangga rata-
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ratanya adalah $ 33, 734, dengan demikian penghasilan yang kurang dari $ 
20, 240 akan dianggap sebagai miskin. Dengan jelas bisa dilihat bahwa 
kemiskinan orang di Inggris sangat jauh lebih ringan dari pada  orang di 
Afrika yang berpenghasilan satu dolar perhari. Meskipun demikian, garis 
kemiskinan ini bisa digunakan dalam negara-negara kaya, karena ini bisa 
menunjukkan siapa yang miskin dalam negara tersebut. Bank Dunia dalam 
Poverty Manual, All, JH Revision of August 8, 2005 garis  kemiskinan dapat 
dengan  the gini coeffient dan decile dispersion ratio.  
Definisi lain dari kemiskinan adalah kemiskinan relatif. Pengukuran 
kemiskinan relatif adalah cara-cara yang paling sederhana untuk menentukan 
tingkatan kemiskinan pada negara-negara individu. Dengan metode ini, 
seluruh populasi di urutkan berdasarkan pendapatan per kapita. Yang paling 
bawah adalah 10% (atau berapapun persen yang dipilih pemerintah) akan 
dianggap miskin. Cara ini bermanfaat  untuk mengukur kemiskinan dalam 
suatu negara, namun tidak efektif apabila digunakan secara global. Misalnya 
dalam negara-negara industri seperti Amerika, dan negara sub-Sahara akan 
memiliki rasio 10% kemiskinan, meskipun kondisi kemiskinan di Afrika jauh 
lebih buruk dengan kondisi kemiskinan di Amerika. Karena alasan ini 
pengukuran kemiskinan absolut lebih sering digunakan untuk mengukur 
kemiskinan pada tingkat global.  
Untuk bisa mengukur kemiskinan absolut, peneliti pertama-tama  
harus menentukan apakah mereka ingin mengukur jumlah pendapatan atau 
jumlah konsumsi. Pendapatan mengacu pada jumlah uang yang dihasilkan 
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oleh seseorang, sementara pengeluaran mengacu pada benda-benda 
berdasarkan nilai uang yang dikonsumsi seseorang. Jika mereka 
menghasilkan $ 4 sehari, tapi pengeluarannya $ 5  per hari maka 
penghasilannya akan $ 1,440 pertahun, dan pengeluaranya $ 1,860. 
Perbedaannya akan sangat siginifikan karena tergantung pada situasinya. 
Orang miskin mungkin dapat mendapatkan barang-barang yang lebih murah. 
Maskipun sekilas pendapatan dan penghasilannya terlihat sama, penelitian 
lebih dekat mengungkapkan bahwa pendapatan adalah hanyalah salah satu 
faktor, walaupun ini adalah faktor yang besar yang menentukan konsumsi 
seseorang, 
Menurut Simon Maxwel (1999) dalam The Meaning and 
Measurement of Poverty, kemiskinan absolut mengukur garis kemiskinan 
pada jumlah pendapatan atau pengeluaran tertentu per tahun, berdasarkan 
perkiraan nilai-nilai “a basket goods” (makanan, tempat tinggal, air, dan lain-
lain) yang dibutuhkan untuk kehidupan sejahtera.  Misalnya, jika $ 5  sehari 
ditentukan sebagai pendapatan garis kemiskinan dalam suatu negara, maka 
seseorang yang berpendapatan $ 1860 akan dianggap miskin. Jika garis 
kemiskinan berdasarkan konsumsi barang-barang, seseorang yang 
mengkonsumsi barang dengan nilai uang kurang dari $ 1, 860 akan dianggap 
miskin.  
Yang paling umum digunakan untuk mendefinisikan kemiskinan 
adalah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Bank Dunia (1990). 
Kemiskinan ditetapkan dengan penghasilan $ 2  atau kurang perhari, dan 
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kemiskinan ekstrim ditetapkan sebagai $ 1 atau kurang per hari. Garis 
kemiskinan ini pertama kali dipublikasi oleh Bank Dunia pada tahun 1990 
ketika Bank Dunia menerbitkan Laporan Perkembangan Dunia ditemukan 
bahwa kebanyakan negara berkembang menetapkan garis kemiskinannya $ 1 
perhari. $ 2  per hari ditetapkan untuk negara-negara berkembang yang lebih 
maju dari pada tetangganya. Untuk negara-negara maju dipersilahkan untuk 
menetapkan garis kemiskinannya sendiri. Akan tidak logis apabila di 
Amerika, Jepang, atau Inggris menetapkan garis kemiskinannya $ 1  Di 
negara-negara maju tersebut biasanya $ 14,40. Faktor lain yang banyak 
digunakan oleh para ahli saat mereka mendiskusikan kemiskinan adalah 
empowerment (pemberdayaan). Pemberdayaan mengacu pada kemampuan 
seseorang untuk membuat pilihan berkenaan dengan hidupnya. Seringkali 
orang tidak diberdayakan, mereka dipaksa untuk bekerja pada pekerjaan 
tertentu atau melakukan hal-hal tertentu lain, dan sering, kondisi seperti ini 
dikaitkan dengan kemiskinan, ketika seseorang tidak diberdayakan, berulang-
ulang kali. Menurut Economic And Social Commission For Asia And The 
Pacific (UNESCAP 2000), salah satu kunci mengatasi kemiskinan adalah 
dengan, 1) motivasi, 2 meningkatkan kesadaran dan pemberian pelatihan, 3) 
mobilisasi sumber daya.  
Kemiskinan diberi batasan dengan low standard living, yaitu adanya 
kekurangan materi menjadi standar yang berbeda dengan masyarakat 
kebanyakan. Terbatasnya sumber daya dan permodalan dalam 
mengembangkan usaha dan pengembangan ekonomi untuk kesejahteraan. 
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Banyak hal yang menjadi faktor penyebab kemiskinan, di antaranya 
pendidikan, keterampilan, produktivitas, pendapatan, nilai tukar produksi dan 
peran serta dalam masyarakat ini ditunjukkan dengan grafik rendah. Dengan 
hasil rendahnya faktor pendorong keluar dari garis kemiskinan maka 
penduduk miskin tidak berdaya (Mubyarto, 1997) kelemahan orang miskin 
karena struktur sosial ekonomi tidak memberi peluang mereka untuk keluar 
dari garis kemiskinan. 
Untuk membangun strategi penanggulangan kemiskinan, Komite 
Penanggulangan Kemiskinan dikutip oleh Ananta (2005: 166) menyatakan 
pendekatan hak merupakan upaya strategis yang dilakukan. Masyarakat 
miskin pada dasarnya memiliki sejumlah hak asasi yang menjadi bagian 
penting dalam meningkatkan martabat. Baik laki-laki maupun perempuan 
memiliki hak yang setara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. Dalam mengembangkan kehidupan. Hak-hak asasi menjadi 
pengakuan bagi masyarakat miskin di tengah-tengah kesulitan. Kemiskinan 
tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidak mampuan ekonomi, tetapi juga 
kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang 
atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. 
Kemiskinan absolut, diartikan sebagai suatu keadaan di mana tingkat 
pendapatan dari seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya 
seperti sandang, pangan, permukiman, kesehatan, dan pendidikan. Ukuran ini 
terkait dengan batasan pada kebutuhan pokok atau kebutuhan minimum. 
Sajogyo (1977) menyatakan bahwa untuk daerah perkotaan kebutuhan 
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minimal perkapta setara dengan 420 kg beras per tahunnya, dan untuk daerah 
perdesaan 320 kg. 
Kemiskinan relatif berkaitan dengan distribusi pendapatan yang 
mengukur ketidakmerataan. Dalam kemiskinan relatif, seseorang yang telah 
mampu memenuhi kebutuhan minimumnya belum tentu disebut tidak miskin, 
karena apabila dibandingkan dengan penduduk sekitarnya ia memiliki 
pendapatan yang lebih rendah. 
Kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan kompleks, oleh 
karena itu pengertian/definisi kemiskinan sangat beragam sesuai evolusi ilmu 
pengetahuan atau perkembangan ilmu sosial. Tanpa mengurangi makna 
konsep kemiskinan yang sudah dipakai selama ini, maka definisi kemiskinan 
lebih mengikuti pemikiran konvensional yakni mereduksi masalah 
kemiskinan kepada terpenuhinya kebutuhan dasar (sandang, pangan dan 
papan). Definisi ini diperluas ke dalam ukuran pemenuhan kebutuhan 
sekunder dan  tertier yang terus meningkat, tersedianya fasilitas umum seperti 
pendidikan, kesehatan dan pasar (Suhardianto, 1999). Secara spesifik 
kesejahteraan dinilai dari kekurangan pendapatan, konsumsi, pemilikan harta 
benda baik diam maupun bergerak, aset modal dan stok. Nilai mininum 
penghasilan rumah tangga miskin adalah kurang dari 1920 kg setara beras per 
rumah tangga per tahun (van Oostenbrugge, van Densen & Machiels, 2004). 
Makin tinggi pendapatan diasumsikan makin baik konsumsi kalori dan gizi.  
Bagi Chambers (1983), deprivasi sosial menjadi hal yang sangat 
bertautan dengan kemiskinan, akses untuk pemenuhan sumberdaya seperti 
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air, tempat tinggal, layanan kesehatan dan sanitasi, pendidikan serta 
transportasi. Akar masalah kemiskinan adalah ketergantungan, isolasi, 
ketidakberdayaan (vulnerability) dan rendahnya harapan hidup. Oleh karena 
itu kemiskinan mempunyai banyak sisi: ekonomi, sosial dan politik (Harris-
White, 2005). segi ekonomi penduduk miskin tidak mempunyai apa-apa yang 
dimiliki oleh mereka yang kaya (having nothing), segi sosial mereka tidak 
akan bisa menjadi orang yang dibanggakan (being nothing), dan segi politik 
mereka tidak memiliki hak dan sering menjadi warga yang sering disalahkan 
(having no rights and being wrong).  
Kemiskinan  pada dasarnya memiliki empat konsep yang sudah 
popular di sepanjang sejarah manusia: konsep yang dibentuk dari kemiskinan 
absolut dan relatif sampai kepada konsep kemiskinan objektif dan subjektif. 
Konsep Kemiskinan absolut dan relatif adalah konsep standar kelayakan 
hidup yang cenderung mengarah kepada the owner atau kepemilikan barang 
maupun materi. Dalam arti memiliki tingkat komparasi yang mencolok dari 
segi perbedaan pendapatan. Secara substansi konsep kemiskinan absolut 
diukur dengan angka-angka faktual, sementara kemiskinan relatif, didasarkan 
pada komparasi tingkat kesejahteraan antar penduduk. Adapun konsep 
kemiskinan dari sudut objektif dan subjektif berhubungan dengan 
perkembangan pendekatan kualitatif-partisipatoris. Pemenuhan kalori adalah 
pendekatan objektif, sedangkan kemiskinan subjektif lebih menekankan 
pemahaman pada konsep kemiskinan dari sudut pandang masyarakat miskin. 
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Menurut Soerjani (1987), kearifan lokal adalah sumberdaya yang kaya 
akan konsep pencegahan (preventing) maupun juga mengurangi angka 
kemiskinan karena terjadi pelestarian sumber daya yang bisa memberikan 
manfaat kesejahteraan dan ekonomi, bagi generasi selanjutnya ini yang 
menjadi dasar pemikiran ke arah tatanan kemajuan. Local wisdom meliputi 
norma dan nilai-nilai sosial yang mengelola bagaimana semestinya mengatur 
balance antara keperluan manusia dan daya dukung alam.  
Kemiskinan merupakan masalah kompleks. Pada dasarnya ada dua 
cara untuk mengukur kemiskinan. Saat ini para ahli ekonomi mendefinisikan 
kemiskinan dengan dua cara, yaitu menyajikannnya dalam bentuk statistik 
misalnya dengan mengukur ketidaksamaan pendapatan sedangkan para  ahli 
sosial mendefinikan kemiskinan sebagai kurangnya faktor-faktor seperti 
makanan, pakaian, air, dan tempat tinggal-kebutuhan untuk hidup dengan 
layak. 
4. Pola Interaksi Sosial  
Interaksi sosial (social  interaction) secara sederhana dapat diartikan 
sebagai proses di mana seseorang bertindak dan bereaksi antar individu yang 
satu dengan yang lainya. Interaksi sosial juga dapat dimaknai sebagai 
hubungan antara dua atau lebih individu manusia, di mana perilaku individu 
yang satu mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki perilaku individu 
yang lain atau sebaliknya. Menurut Gillin and Gillin (1954 ) adalah “social 
interaction is social relations are dynamic concerning the relationship 
between individuals, between groups, or individuals with human groups”. 
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(Interaksi sosial sebagai hubungan-hubungan yang dinamis, yang 
menyangkut hubungan antara orang-perorangan, antara kelompok-kelompok 
manusia, maupun antara orang-perorangan dengan kelompok manusia).  
Selanjutnya Gillin dan Gillin (1954)  membagi proses sosial terkait 
dengan interaksi sosial yakni “ processes of association “ dan “ prosesses of 
dissociation “Proses yang asosiatip menggambarkan bentuk interaksi yang 
berupa kerja sama atau kerukunan, baik kooperatif, akomodatif maupun 
asimilatif, sedangkan proses dissosiatif menggambarkan bentuk interaksi 
yang berupa kompetisi dan konflik. Sedangkan menurut Soekanto (2002:70), 
interaksi sosial itu dapat berupa kerja sama (cooperation), persaingan 
(competition) dan bahkan dapat berbentuk pertentangan (conflict)  (Soekanto, 
2002:70).     
Aktivitas atau pekerjaan yang berafiliasi dengan  orang lain dalam 
rangka memenuhi keperluan pokok bagi manusia dalam kerangka sosialisasi, 
sebagai suatu proses, maka karakter perseorangan dan sosialita menjelma 
dalam satu wujud sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia senantiasa 
berkelit-kelindan dengan perdebatan  yang mewujud dalam 3 tahap atau 3 
bentuk asasi yakni externalization, objectivation, dan internalization (Berger 
& Luckmann, 1990: 51). Dari segi eksternalisasi, orang menggerakkan diri 
secara kontinyu ke dalamnya baik jasmani maupun rohani. Objectifation 
adalah produk dari kegiatan fisik dan mental, berikutnya kelihatan di depan 
pengolahnya buah kegiatan jasmani yang berbeda dengan kondisi asal. 
Internalisasi ialah reformulasi kenyataan yang serupa, menggantinya satu kali 
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lagi dari susunan alam objektif ke susunan alam realita. Lewat externalisation 
manusia adalah olahan manusia. Melalui objectification komunitas jadi 
sebuah kenyataan faham yang langka, dan lewat internalisation maka manusia 
adalah olahan komunitas. 
Interaksi sosial kemunculannya berproses dan dari aspek psikologi 
sosial sebab akibat dari beberapa faktor dan timbul pada varian formasi, 
selanjutnya untuk diketahui lebih mendalam pada proses interaksi sosial 
tersebut bagaimana faktor-faktor yang melandasi berlangsungnya interaksi 
sosial, dan bagaimana tipe atau formasi interaksi sosial yang terjadi. Bagi  
Soekanto (1996: 69) terjadinya interaksi sosial disebabkan sejumlah faktor, 
yakni imitasi, sugesti, simpati, dan identifikasi. Interaksi sosial berlangsung 
dimotori oleh empat faktor tersebut, tidak bisa diputus pula dari terdapatnya 
jarak sosial (social distancing)  subjek yang melakukan interaksi. Dari kaitan 
interaksi sosial, social distancing memberi kontribusi yang lumayan tinggi. 
Makin dekat social distancing yang ada, makin tinggi intensitas interaksi yang 
dilaksanakan, begitu seterusnya. Jika social distancing seseorang lebih jauh 
dengan yang lain, maka akan ada sinyal akan kendurnya harmonisasi relasi-
relasi sosial. Dalam kenyataannya, jarak sosial dapat dibedakan menjadi dua, 
yaitu jarak sosial fisik-geografis dan jarak sosial psikis. Jarak sosial fisik-
geografis adalah jauhnya tempat tinggal seseorang dengan orang lainnya. 
Sementara, yang dimaksud jarak sosial psikis adalah longgar tidaknya 
hubungan batiniyah antara seseorang dengan orang lainnya. 
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Di antara aspek-aspek yang mempengaruhi interaksi sosial adalah 
adanya kontak sosial, dan adanya komunikasi (Soekanto, 1996: 71). Secara 
fisik, kontak baru terjadi apabila terjadi hubungan badaniah, oleh karena 
orang dapat mengadakan hubungan dengan pihak lain tanpa menyentuhnya, 
misalnya berkomunikasi melalui telepon, telewicara, telekonferen, dan lain 
sebagainya. Dengan perkembangan teknologi komunikasi seperti sekarang 
ini, maka menyentuh secara badaniah bukan menjadi syarat utama terjadinya 
kontak sosial. Kontak sosial dapat bersifat primer dan skunder. Kontak sosial 
primer terjadi apabila hubungan langsung bertemu dan face-to-face antara dua 
orang atau lebih yang mengadakan kontak sosial. Sementara yang dimaksud 
kontak sosial sekunder apabila kontak sosial dimaksud memerlukan perantara 
(medium). 
Menurut Santosa (2011), interaksi sosial adalah hubungan timbal balik 
antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dan antara 
kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial merupakan proses komunikasi 
di antara orang-orang untuk saling mempengaruhi perasaan, pikiran dan 
tindakan. Interaksi sosial akan berlangsung apabila seorang individu 
melakukan tindakan dan dari tindakan tersebut menimbulkan reaksi individu 
yang lain. Interaksi sosial terjadi jika dua orang atau lebih saling berhadapan, 
bekerja sama, berbicara, berjabat tangan atau bahkan terjadi persaingan dan 
pertikaian.  Interaksi sosial merupakan suatu proses yang dapat memberikan 
pola interaksinya. Pola interkasi sosial merupakan bentuk jalinan interaksi 
yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan 
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kelompok dengan kelompok yang bersifat dinamis dan mempunyai pola 
tertentu. Bentuk-bentuk interaksi sosial meliputi proses asosiatif  dan 
disosiatif. Yang berbentuk asosiatif atau integratif adalah cooperation, 
akomodasi, dan asimilasi. 
Interaksi sosial adalah kunci daripada kehidupan sosial, interaksi sosial 
itu merupakan bentuk umum daripada proses sosial, bahkan proses sosial juga 
dapat dinamakan interaksi sosial (Soekanto, 2006:61). Bentuk interaksi sosial 
bisa berupa kerja sama (cooperation), persaingan (competition) bahkan dapat 
pula berbentuk pertikaian (conflict). Gillin dan Gillin mengklasifikasi 
menjadi dua bentuk, pertama  asosiatif yang terbagi ke dalam bentuk 
kooperasi, akomodasi dan asimilasi; kedua bentuk disosiatif yang terbagi 
menjadi persaingan (kompetisi) dan pertentangan (konflik) ( Soekanto, 
2006:70). 
Proses cooperation  merupakan perwujudan minat dan perhatian orang 
untuk bekerja bersama-sama dalam suatu kesepahaman, meskipun motifnya 
sering dan bisa tertuju kepada kepentingan diri sendiri. Untuk merealisasikan 
cooperation itu antara lain dilakukan dengan cara tawar- menawar 
(bargaining) yang merupakan bagian dari proses pencapaian kesepakatan 
untuk pertukaran barang atau jasa. Sedangkan proses akomodasi itu 
merupakan kerja sama antar pihak yang mau tidak mau harus bekerja sama, 
sekalipun mereka masing-masing memiliki paham yang berbeda atau 
bertentangan.  Melalui akomodasi, perbedaan pendapat tidak akan ditiadakan. 
Dalam proses akomodasi, masing-masing pihak tetap saja memegang teguh 
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pediriannya dalam sitasi “kesepakatan untuk saling tak sepakat”, atas dasar 
toleransi pada perbedaan itu mereka tetap mempertahankan interaksi 
sosialnya. Adapun pada proses asimilasi tejadi proses peleburan kebudayaan, 
sehingga pihak-pihak atau warga dari kelompok yang sedang berasimilasi 
akan merasakan adanya kebudayaan tunggal yang dirasakan sebagai milik 
bersama. Asimilasi akan berakibat lenyapnya perbedaan (Narwoko dan 
Suyanto, 2011: 58-62).    
C. Perspektif Teori 
1. Pola Interaksi Sosial Integratif dalam Perspektif Teori Pertukaran 
Sosial 
 
Teori pertukaran sosial ini berpijak dari behaviorisme yang pertama kali 
dirumuskan oleh J.B. Watson dan kemudian disempurnakan oleh B.F.Skinner. 
Behaviorisme ini diperlakukan sebagai anak tiri di dalam psikologi dan ilmu-
ilmu sosial lainnya (Giddens 1987:85). Ide pengembangan Paradigma Perilaku 
Sosial sejak awal nampak untuk menyerang dua paradigma yang lain 
(Paradigma Fakta Sosial dan Paradigma Definisi Sosial), karena itu tak 
mengherankan apabila ada perbedaan pandangan antara Paradigma ini dengan 
kedua Paradigma yang lain (Ritzer, 2009: 7).   Giddens dan Turner (1987: 127) 
menyatakan bahwa, saya yakin semua mazhab akhirnya menemukan bahwa 
mereka telah menggunakan prinsip-prinsip psikologi behaviorial, dapat dalam 
bentuk tersamar atau mengakomodasi secara lugas temuan-temuan 
eksperimennya. Siapapun akan menyadari kalau di antara teori-teori sosiologis 
yang berbeda-beda itu sebenarnya memiliki hubungan kekerabatan amat kental 
lebih daripada yang pernah dibayangkannya. 
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Cara pandang  social facts, social definition dan social behavior 
memang berbeda subject matter-nya, namun sesungguhnya saling memperkaya 
analisis.  Meski masing-masing ketiga paradigma yang ada itu menjelaskan 
satu tingkat realitas sosial tertentu, bisa saja dimunculkan paradigma integratif 
yang berusaha menjelaskan semua tingkat, bahwa dalam satu cabang ilmu 
pengetahuan dimungkinkan terdapatnya beberapa paradigma  (Ritzer, 2009). 
Namun kelemahan pada paradigma integratif  terletak pada tingkat kedalaman 
analisisnya. Paradigma integratif dalam menjelaskan tingkat realitas tidak 
sedalam analisis pada masing-masing paradigma yang ada. Untuk itu, dalam 
menentukan suatu paradigma ditentukan dari fokus pertanyaan penelitian yang 
diajukan. Hal ini berarti bahwa tidak semua masalah sosiologi memerlukan 
pendekatan integratif, namun bisa juga fokus pada salah satu paradigma. 
Prinsip behavioristik menurut Johnson (1990: 54) menyatakan bahwa,  
orang-orang berteman diharapkan untuk saling memperhatikan dan saling 
prihatin terhadap kepentingan sesama. Mereka diharapkan untuk berbuat 
sesuatu bagi semuanya, saling membantu apabila dibutuhkan, dan saling 
memberikan dukungan sosial. Memiliki teman itu ada manfaatnya, orang akan 
senang mendengar bahwa teman dekat kita sangat memperhatikan kita. Tidak 
semua persahabatan itu putus karena kurangnya kesempatan untuk saling 
berinteraksi. Mereka yang berteman karib mungkin saja memiliki pengalaman 
yang berharga dalam interaksinya meskipun interaksinya itu tidak berjalan 
sering dan secara langsung, mereka tetap berhasil mengembangkan dan 
memelihara persahabatannya itu. Sebaliknya mereka yang sering berinteraksi 
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secara langsung gagal mengembangkan persahabatannya itu. Analisa mengenai 
hubungan sosial ini berdasarkan prinsip cost and reward, hal ini merupakan ciri 
khas dari teori pertukaran sosial. 
George Homans membangun teori pertukaran sosial  adalah seorang 
ahli sosiologi yang berbasis behavioristik. Secara substantif, Homans 
mengungkapkan bahwa inti sosiologi terletak di kajian tingkah laku individu 
yang berinteraksi. Homan tidak menfokuskan kajiannya terhadap kesadaran 
atau bermacam-macam struktur maupun lembaga besar membuat fokus 
perhatian mayoritas pakar sosiologi. Minat utamanya adalah pola-pola tindakan 
(reinforcement), jejak imbalan (reward) dan biaya (cost) menyebabkan orang 
melakukan hal-hal yang mereka kerjakan. Pada dasarnya Homans berpendapat 
seseorang mengerjakan sesuatu karena diakui menyediakan insentif di masa 
lampau. Akan tetapi, mereka menghindari mengerjakan sesuatu yang berbiaya 
tinggi di masa lampau. Jadi, esensi sosiologi semestinya belum ditujukan 
terhadap sesuatu yang sadar atau sosial yang distruktur dan dilembagakan, akan 
tetapi terhadap model pendorong berbuat. 
Teori ini tidak  hanya berurusan dengan perilaku individu namun juga 
dengan interaksi antar orang yang melibatkan pertukaran imbalan dan biaya. 
Sebagai premis ialah interaksi memiliki kecenderungan akan meneruskan 
sewaktu saling memberi imbalan. Akan tetapi, interaksi yang memberi beban 
dana maka kedua belah pihak akan menghentikan (Ritzer & Goodman, 2008: 
234). Bagi Homans (Johnson, 1990: 61), ada tiga konsep utama untuk 
menggambarkan kelompok kecil, yaitu; kegiatan, interaksi, dan perasaan. 
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Kegiatan ialah  tindakan nyata  yang diekspresikan dalam level yang 
amat konkrit. Sebagian dari gambaran mengenai kelompok apa saja harus 
meliputi catatan mengenai kegiatan-kegiatan para anggotanya saja. Individu-
individu dan kelompok-kelompok dapat dibandingkan menurut persamaan dan 
perbedaan dalam kegiatan-kegiatan mereka dan dalam tingkat penampilan dari 
pelbagai kegiatan itu. Berdasarkan dari asumsi teori Homans, maka interaksi 
antara individu-individu dalam suatu masyarakat dapat ditandai dengan 
komunikasi dan interaksi. Sebagai misal antara umat Islam dan umat beragama 
lain. Mereka melakukan interaksi dalam berbagai kesempatan dan kegiatan. 
Seperti kegiatan menghadiri undangan tetangga yang menikahkan anaknya, 
maka proses kehadirannya tidak sekedar ingin memenuhi undangan, melainkan 
di dalamnya terdapat perasaan yang bermacam-macam seperti merasakan kalau 
kehadirannya diketahui orang lain sehingga dipersepsikan positif.   
Interaksi adalah beberapa aktivitas yang memberi stimulus atau 
distimulus oleh aktivitas yang lain. Seseorang atau perkumpulan bisa 
dikomparasikan berdasarkan keseringan berinteraksi, berdasar siapa yang 
memulai interaksi dengan orang lain, berdasar jaringan-jaringan di mana 
interaksi itu berlangsung. Sebagaimana yang dilihat, tidak diartikan saja seperti 
kesan eksternal atau sifat perilaku dari segi subyektifitas (misal barangkali 
dinginkan sesuai logika), tetapi sebagai suatu tanda yang bersifat eksternal 
maupun tingkah laku yang mengindikasikan yang bersifat internal. Simbol-
simbol misalkan keadaan internal yang ditunjukkannya, dapat bermacam-
macam. Keadaan-keadaan fisiologis seperti kelaparan atau keletihan, reaksi 
44 
 
emosional yang positif atau negatif terhadap suatu peristiwa atau suatu 
stimulus, perasaan suka atau tidak suka terhadap seorang kawan anggota 
kelompok, jenis-jenis keadaan fisiologis internal psikologis, atau emosional ini, 
dan banyak lagi lainnya dimasukkan dalam suatu kelompok umum yakni 
perasaan, sepanjang keadaan internal ini dimanifestasikan dalam suatu tipe 
perilaku yang dapat diamati. 
Ketiga komponen tersebut menformat secara holistik secara teratur dan 
berkaitan dengan reciprocity. Jadi maknanya, aktivitas akan berkontribusi (dan 
disumbangkan oleh) gaya berinteraksi dan rasa; interaksi yang berkontribusi 
dan disumbangkan dari aktivitas dan rasa, sedang rasa akan berkaitan 
reciprocity bersama aktivitas dan interaksi. Jika salah satu bagian tersebut 
mengalami perubahan, dua yang lain barangkali akan mengalami perubahan 
pula.  
Aktivitas, berinteraksi, dan rasa diakui seperti sistem eksternal. Lain 
lagi, aktivitas, interaksi, rasa, dan aktivitas akrab lainnya yang ditambah seperti 
aktivitas dalam memelihara pos keamanan keliling untuk menjaga desa supaya 
aman secara bersama-sama. Kegiatan roda bersama merupakan salah satu 
kegiatan yang sejak dulu secara rutin terus dilakukan oleh masyarakat Tegal 
Asri. Dalam kegiatan ini dapat terjadi berbagai keeratan antara satu warga 
dengan warga lainnya, kerena dalam menjaga poskamling banyak waktu untuk 
saling cerita dan melakukan aktivitas minum kopi di saat tertentu. Hal demikian 
dikenal sistem internal. Dua komponen tersebut (internal dan eksternal) 
memiliki relasi recipocity, maka jika terdapat sistem yang mengalami 
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perubahan akan berkontribusi terhadap perubahan pada sistem yang lain. 
Misalnya, kalau tugas kerja dalam suatu lembaga pendidikan diubah 
sedemikian rupa sehingga para guru, dan staf administrasi sekolah secara lebih 
terpencar-pencar, maka kesempatan untuk interaksi yang lebih intens menjadi 
berkurang, dan perasaan satu sama lain mungkin juga berubah. 
Berdasarkan hasil pengamatan terhadap suatu kelompok dan dari 
beberapa konsep dasar itu, Homans membuat proposisi berikut ini. 1) Jika 
anggota saling berinteraksi dalam suatu perkumpulan seringkali dilakukan 
dalam sistem eksternal, maka akan berkembang rasa senang, dan rasa senang 
tersebut memunculkan interaksi selanjutnya, khususnya interaksi-interaksi di 
sistem eksternal; 2) Jika jumlah interaksi menurun pada sistem eksternal, maka 
jumlah interaksi akan menurun pada sistem internal (Molm, 1997: 63-64). 
Selain Homans, tokoh lainnya adalah Thibaut dan Kelley (Molm, 1997: 
72). Keduanya adalah psikoanalis yang berkonsentrasi pada bidang psikologi 
sosial khususnya interpersonal relationship atau hubungan antar personal. 
Pada tahun 1959 keduanya membuat buku yang berjudul the sosial psychology 
of groups. Buku ini consern menjelaskan tentang analisa hubungan yang 
bersifat dyad atau antar dua orang. Keduanya mengakui bahwa substansi 
dimensi dari relasi sosial adalah sebuah aktivitas dagang, di mana seseorang 
berkomunikasi dengan individu lainnya dikarenakan memenuhi keperluannya. 
Di tahap berikutnya, varian dalam teori pertukaran sosial menfokuskan 
bagaimana kuatnya relasi antar individu bisa mengolah suatu relasi interaksi 
dan mengolah sebuah upaya, guna meraih kesetaraan dalam relasi tersebut. 
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Varian riset budaya juga mengakomodasi teori pertukaran sosial ini, 
sikap dan perilaku dalam pendidikan, misalnya dalam konteks kepemimpinan 
kepala sekolah atau kegiatan lain yang bersifat antarpribadi, group dan 
perkumpulan. Jadi, teori pertukaran sosial tersebut, bukan hanya menerangkan 
tentang sikap untuk mengembangkan sebuah  perkumpulan, tetapi bisa pula 
menjabarkan tetang relasi berkomunikasi dalam sebuah perkumpulan. 
Kesimpulan Thibault dan Kelley tentang model pertukaran sosial seperti yang 
pendapatnya, “asumsi dasar yang mendasari seluruh analisis kami adalah setiap 
individu secara sukarela memasuki dan tinggal dalam hubungan sosial hanya 
selama hubungan tersebut cukup memuaskan ditinjau dari segi ganjaran dan 
biaya”. Empat elemen dalam teori ini yang digunakan dalam menganalisa suatu 
hubungan yaitu (1) rewards, (2) costs, (3) outcome, dan (4) comparison level.  
Rewards adalah setiap akibat yang dinilai positif yang diperoleh 
seseorang dalam suatu hubungan. Ganjaran berupa uang, penerimaan sosial 
atau dukungan terhadap nilai yang dipegangnya. Nilai suatu ganjaran berbeda-
beda antara seseorang dengan yang lain, dan berlainan antara waktu yang satu 
dengan waktu yang lain. Contohnya ialah tingkah laku yang positif seperti 
menghargai, mendengarkan, memuji dan lain-lain. Sedangkan costs ialah 
elemen negatif yang bisa jadi dapat meretakkan hubungan. Seperti halnya 
dalam teori ekonomi, cost merupakan biaya yang telah dikeluarkan untuk 
sesuatu, dan bisa disebut juga rugi. Contohnya ialah segala tingkah laku yang 
kurang menyenangkan seperti hal-hal yang memalukan, tidak menghargai, dan 
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lain-lain. Waktu dan usaha kita dalam menemui dan mendengarkan 
pasanganpun termasuk ke dalam cost. 
Outcome ialah penggabungan nilai antara rewards dan costs atau dengan 
kata lain, adalah ganjaran dikurangi biaya. Bila dalam suatu hubungan seorang 
individu merasa bahwa ia tidak memperoleh laba sama sekali, ia akan mencari 
hubungan lain yang mendatangkan laba. Misalnya nilai rewards lebih tinggi 
dari pada nilai costs (R > C), berarti outcome yang dihasilkan bagus. Itu artinya 
hubungan yang dijalankan cukup baik. Namun jika nilai rewards lebih rendah 
dari pada nilai costs (R < C), berarti outcome yang dihasilkan tidak begitu 
tinggi. Itu artinya hubungan yang dijalankan kurang bagus. 
Lalu, comparison level. Elemen ialah standar komparasi (parameter) 
hubungan yang tengah kita jalani dengan hubungan kita yang lain sebagai 
pembanding. Elemen ini terbagi lagi atas dua hal, yakni; comparison level (CL) 
dan comparison level for alternative (CLALT).  
Maksudnya ialah, CL digunakan untuk menganalisa seberapa tinggi 
kepuasan seseorang terhadap hubungannya saat ini. Yang digunakan sebagai 
pembanding ialah hubungan seseorang di masa sebelumnya. Sedang CL ALT 
ialah komparasi hubungan dengan hubungan yang dimiliki dyad lainnya. Ini 
bisa menjadi sebuah pertimbangan apakah hubungan tersebut masih bisa 
dipertahankan atau tidak.  Asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam teori ini 
(Zamroni, 1992: 66) adalah; 
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a. Manusia pada dasarnya tidak mencari keuntungan maksimum, tetapi ia 
senantiasa ingin mendapatkan keuntungan dari interaksinya dengan 
manusia lain. 
b. Manusia tidak berpikir rasional sepenuhnya, tetapi dalam berinteraksi 
dengan manusia lain senantiasa memikirkan untung rugi. 
c. Manusia tidak memiliki informasi yang cukup untuk mengembangkan 
alternatif interaksinya, tetapi mereka memilikinya sekalipun terbatas guna 
memperhitungkan untung rugi. 
d.  Manusia senantiasa berada pada serba keterbatasan, tetapi mereka tetap 
berkompetisi untuk mendapatkan keuntungan dalam berinteraksi dengan 
manusia lainnya. 
e. Meski manusia senantiasa berusaha mendapatkan keuntungan dari 
interaksinya dengan manusia lain itu, tetapi mereka dibatasi oleh sumber-
sumber yang tersedia. 
f. Manusia berusaha mendapatkan keuntungan meterial, tetapi pada sisi lain 
juga melibatkan keuntungan pada sisi non material.  
Pada prinsipnya teori pertukaran bertitik tolak pada pertimbangan untung 
rugi dalam berinteraksi sosial, “ virtually all excange theories assume that 
actors are self interested, seeking to increase outcomes they positively value 
and decrease those they negatively value “ (Ritzer.G and Smart.B (2001: 261).    
Selain Homans, Thibaut dan Kelley ada tokoh teori pertukaran sosial lain  
yaitu  Peter M. Blau. Namun, tidak seperti Homans yang membatasi 
analisisnya pada jenjang sosiologi mikro, Blau berupaya menjembatani pada 
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jenjang sosiologi makro dan mikro dari jenjang analisis sosiologi. Baik 
Homans maupun Blau menilai analisisnya pada proses interaksi, namun Blau 
melanjutkan analisisnya dengan membahas struktur yang lebih besar. Dalam 
hal ini, Blau menunjukkan bahwa dalam proses pertukaran dasar menghadirkan 
fenomena yang berupa struktur sosial yang lebih kompleks. Dalam teori 
pertukaran sosial menekankan adanya suatu konsekuensi dalam pertukaran 
baik yang berupa ganjaran materiil, misal yang berupa barang maupun spiritual 
yang berupa pujian. Singkatnya, kalau Homans adalah seorang reduksionis 
yang berusaha menjelaskan perilaku sosial menurut proses psikologi dasar, 
maka Blau  memperlihatkan proses pertukaran dasar yang melahirkan gejala 
yang muncul dalam bentuk struktur sosial yang lebih komplek (Molm, 1997: 
77).    
Kemudian, beberapa persyaratan tentang terjadinya pertukaran sosial di 
antaranya yaitu: (1) Perbuatan mestinya memiliki tujuan melalui interaksi 
dengan banyak orang; (2) Perbuatan mesti bermaksud memiliki sarana sebagai 
media perolehan tujuan yang diinginkan. Tujuan yang diinginkan bisa 
berbentuk reward atau punishment intrinsik yaitu memuji, mengasihi dan 
menyayangi, menghormati dan sebagainya atau apresiasi ekstrinsik yakni 
berbentuk barang-barang khusus, dana dan servis. 
Ekspektasi didapatkan  pada pertukaran sosial bagi Blau, yakni (a) 
reward atau punishment; (b) munculnya tirani yang berbeda; (c) tirani dalam 
group; dan (d) kelompok berkuasa yang legal. Lebih lengkap lagi diterangkan 
interaksi sosial dapat diklasifikasikan pada dua kelompok, yakni berbasis pada 
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reward atau punishment bermuara pada intrinsik dan ekstrinsik. Selanjutnya, 
Blau menegaskan (1) anggota dalam perkumpulan kecil (mikro) semuanya 
menghendaki apresiasi atau reward; (2) transaksi di masyarakat tidak 
selamanya simetris berbasis pertukaran sosial yang balance. 
Pertukaran sosial asimetris mengakibatkan pembedaan power sebab 
dalam kegiatan itu terdapat oknum yang menganggap dia paling berkuasa serta 
memiliki kelebihan untuk melakukan tekanan, tetapi pada kesempatan yang 
lain terdapat individu yang merasa dijajah dan merasa diintimidasi. Power, 
pendapat Blau ialah keahlian individu atau perkumpulan melakukan paksaan 
keinginannya kepada orang lain. Sedang strategi atau metode yang bisa dipakai 
guna memperoleh power kepada seseorang yakni menyerahkan kepada orang 
yang memerlukan, sebagai usaha membangun image bahwa dia lebih unggul 
dan memiliki kekuasaan, supaya mereka yang diberi merasa berutang jasa dan 
selalu tergantung dengannya. 
Teori pertukaran didasarkan pada model instrumentalis perilaku 
manusia. Fokusnya adalah manfaat yang orang peroleh dari dan berkontribusi 
pada interaksi sosial, dan biaya yang mereka bayarkan diaplikasikan dalam 
prosesnya. Asumsi tentang perilaku aktor berasal dari baik belajar atau teori 
pilihan rasional. Emerson memilih yang pertama karena memerlukan lebih 
sedikit asumsi tentang kognisi atau motivasi aktor. Molm (1997) menggunakan 
model pembelajaran, tetapi memperpanjang untuk menyertakan asumsi tentang 
tindakan strategis. Fokus teori pertukaran bukanlah pilihan yang membuat 
individu, namun, hubungan antara aktor dan pola interaksi sosial yang 
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berkembang. Ketiga, meskipun ada banyak aplikasi prinsip pertukaran dalam 
pengaturan alam seperti keluarga dan korporasi, penelitian dasar menggunakan 
metode eksperimental untuk menguji dan memperluas teori mendominasi 
lapangan. Eksperimen pada pertukaran sosial biasanya dilakukan pada 
pengaturan laboratorium standar yang membantu penumpukan hasil di seluruh 
eksperimen dan memfasilitasi pengembangan teori. Karya ini merupakan 
bagian dari tradisi itu dan memiliki tiga karakteristik. Analisa penulis tentang 
kekuasaan dan pertukaran adalah abstrak (meskipun Molm menggunakan 
banyak contoh pertukaran dalam pengaturan substantif untuk menggambarkan 
poin), ia menguji prediksi teoritis dalam eksperimen laboratorium, dan 
berasumsi bahwa aktor termotivasi oleh biaya dan manfaat dari tindakan 
maupun hubungan mereka. 
Secara faktual, fenomena dalam pertukaran sosial memberi indikasi 
terdapat kekuasaan dalam entitas perkumpulan. Di dalam group meniscayakan 
kompetisi antar perorangan, dan masing-masing perorangan berupaya 
menempatkan sesuatu persepsi yang memberikan diferensiasi antara satu 
terhadap lainnya. Supaya seseorang  tersebut dianggap mengemuka ketimbang 
yang lain, sebagai syarat bisa memberi kesan bagaimana orang menjadi 
terpesona. Pada kompetisi tersebut kemudian kelihatan terdapat seseorang 
menebar pesona kepada individu-individu dalam perkumpulan. Keutamaan 
seseorang yang berkaitan mampu mempesona yang lain barangkali disebabkan 
keahlian, jujur, sopan santun maupun bijaksana. Masing-masing group 
terdapat individu yang menonjol sehingga akan timbul salah seorang yang 
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diperhatikan dalam suatu perkumpulan itu sampai menimbulkan kekuasaan, 
bermakna terdapat leadership dan terdapat bawahan. Pada bagian tersebut, 
leader (yang berhasil menduduki jabatan pimpinan) akan mendapat reward 
dan apresiasi untuk konsekuensi pertanggungjawaban yang wajib ditunaikan. 
Dalam hal ini, bawahan akan memperoleh reward sebab loyalitasnya, 
disebabkan pekerjaan yang beres dan tunduk dan patuh pada rambu-rambu 
yang digariskan bersama. 
Homans mengajukan saran kepada mereka yang menginginkan 
perdekatan supaya  saling mengunjungi dan memiliki rasa persahabatan, hal ini 
akhirnya akan menghasilkan feedback yang mendorong dicapai dan 
dilangsungkannya kesesuaian. Seseorang yang tetap menginginkan 
persahabatan memiliki motivasi untuk penyesuaian norma, sebab persetujuan 
norma akan memperkuat tali persahabatan, untuk itu seyogyanya orang sedikit 
mengalah untuk memperkuat ikatan kelompoknya itu (Zamroni, 1992: 70).    
Teori  yang dikembangkan oleh George Homans meletakkan  asumsi 
dasar bahwa semua interaksi pada setiap individu berangkat dari skema 
memberi dan menerima  apa-apa yang sudah diserahkan dalam jumlah atau 
nilai yang setara. Secara umum, Homans membuat lima proposisi dari teorinya 
sebagai berikut; (1) Seseorang berulangkali melaksanakan perbuatan yang 
dianggapnya berguna atau  menguntungkan, maka berulang kali pula orang itu 
akan melaksanakan perbuatan serupa. (2) Bila di waktu lampau terdapat 
rangsangan dari perbuatan seseorang itu meraih reward, kemungkinan besar 
seseorang melakukan perbuatan yang sama. (3) jika tinggi penghargaan 
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dianugerahi atas suatu perbuatan seseorang, maka perbuatan tersebut akan 
dilakukan berulang-ulang. (4) individu yang beberapa kali meraih reward pada 
masa yang tidak lama, nilai reward tersebut rendah. (5) jika perbuatan individu 
belum meraih reward atau malahan menerima punishment, akan muncul 
persepsi emosi atau kekecewaan seseorang. Akan tetapi, jika individu 
memperoleh reward yang luar biasa melebihi harapannya, muncul kesenangan 
dan perbuatan tersebut akan dilakukan berulang-ulang. 
2. Teori Norma Sosial 
Norma sosial menggambarkan keteraturan perilaku yang terjadi dalam 
keseimbangan ketika orang menggunakan sinyal untuk menunjukkan bahwa 
mereka memiliki tipe yang baik. Norma sosial adalah endogen tidak 
menyebabkan perilaku, tetapi label yang kita tempelkan ke perilaku hasil dari 
faktor yang lain. Norma sosial harus dibedakan dari perilaku keteraturan yang 
muncul dalam hubungan cooperation hanya karena mereka memaksimalkan 
nilai. Sebagai contoh, dalam komunitas pedagang pertukaran hadiah pada hari 
libur mencerminkan norma sosial, sedangkan aturan bahwa penjual membayar 
asuransi barang mungkin tidak, tetapi hanya merefleksikan strategi 
meminimalkan biaya. 
Terdapat dua dimensi norma sosial yang mendorong individu 
melakukan perilaku membantu, yaitu norma timbal balik (the reciprocity norm) 
dan norma tanggung jawab sosial (the social responsibility norm).   
a. Norma timbal balik (the reciprocity norm) 
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Koding moralitas yang bersifat universal adalah norma timbal balik 
(reciprocity norm): bagi mereka yang telah menolong kita, kita harus 
membalas pertolongannya, bukan dengan kejahatan. 
Menurut Bierhoff, reciprocity dijelaskan: 
“…is characterized by mutual exchange. Therefore. It is closely linked to 
the norm of reciprocity. In solidarity movements members are willing to 
contribute something because they expect  to receive  something in return. 
Therefore, joint action on the basis of common interest  is egoistically 
motivated. This egoism is based on the insight that interdependence forces 
the individuals to work together. The expectation of reciprocity leads to a 
diffuse obligation of repayment. “what one party receives from other does 
require some return, so that giving and receiving are mutually contingent”. 
In correspondence with this proposition, prosocial occurs becase people 
help in return for having been  helped. The theory of reciprocal altruism 
goes beyond the description of reciprocity in social life by assuming  that 
altruism which follows the principle  of reciprocity is the result of natural 
evaluation.(2005: 293)  
…dicirikan oleh pertukaran timbal balik. Karenanya. Hal ini terkait erat 
dengan norma timbal balik. Dalam gerakan solidaritas anggota bersedia 
untuk menyumbangkan sesuatu karena mereka berharap untuk menerima 
sesuatu sebagai imbalan. Oleh karena itu, tindakan bersama atas dasar 
kepentingan umum didorong egoistik. Egoisme ini didasarkan pada 
wawasan bahwa saling ketergantungan memaksa individu untuk bekerja 
sama. Harapan timbal balik mengarah ke difusi kewajiban membayar 
kembali. "apa yang diterima satu pihak dari yang lain mengharuskan 
kembali, sehingga memberi dan menerima adalah saling tergantung". 
Dalam hubungan dengan proposisi ini, prososial terjadi karena orang 
membantu sebagai imbalan sebab telah dibantu. Teori altruisme timbal 
balik melampaui deskripsi timbal balik dalam kehidupan sosial dengan 
mengasumsikan bahwa altruisme yang mengikuti prinsip timbal balik 
adalah hasil dari evaluasi alam.  
 
b. Tanggung jawab sosial (social responsibility norm)  
Keyakinan bahwa seseorang harus menolong mereka yang 
membutuhkan pertolongan, tanpa memperdulikan adanya timbal-balik. 
Perbedaan antara dua dimensi tanggung jawab sosial didasarkan pada 
konseptual dan juga empiris. Secara konseptual, dua keprihatinan warga 
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negara yang bertanggung jawab secara sosial dibedakan: untuk 
mempromosikan kemanusiaan dalam masyarakat serta untuk mengikuti aturan 
dan peraturan sosial (misalnya mematuhi hukum) yang keduanya disebutkan 
oleh Piaget (1932) dalam tulisannya pada perkembangan moral anak. Secara 
empiris, pertanyaannya apakah kita tahu lebih banyak tentang realitas sosial 
jika kita membedakan antara pemenuhan harapan yang dibenarkan dari orang 
lain dan kepatuhan terhadap peraturan sosial daripada jika kita memperlakukan 
tanggung jawab sosial untuk membangun kesatuan. (Bierhoff, 2005: 171)  
Perilaku prososial dapat ditelusuri kembali ketiga kelas motif prososial 
yang luas: minat diri, norma dan prinsip internalisasi, dan empati. Sedangkan 
teori yang menekankan perilaku termotivasi secara altruis fokus secara 
eksklusif pada empati dan kontras dengan kepentingan diri (misalnya, 
penderitaan seseorang). 
D. Bantuan Hukum 
1. Batasan Bantuan Hukum 
Ada dua konsep terkait dengan bantuan hukum yaitu legal aid dan legal 
assistance. Istilah legal aid umumnya dipakai untuk menunjukkan pengertian 
bantuan hukum dalam arti sempit, yaitu pemberian jasa-jasa di bidang hukum 
kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma 
khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Adapun pengertian legal assistance 
dipergunakan untuk mengindikasikan makna bantuan hukum dalam arti luas, 
karena di samping bantuan hukum terhadap mereka yang tidak mampu, juga 
pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh para pengacara yang 
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mempergunakan honorarium atau mendapatkan pembayaran sejumlah uang 
dari klien. (Sukinta, 1997: 4) Jadi bantuan hukum yang sesuai dengan penelitian 
ini adalah bantuan hukum dalam arti yang sempit atau legal aid.  
Bagi Nasution, bantuan hukum atau (Legal aid), merupakan pemberian 
jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau 
perkara: 
a.  Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma,  
b. Bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikhususkan bagi yang tidak 
mampu dalam lapisan masyarakat miskin,  
c. Dengan demikian motivasi utama konsep legal aid adalah menegakkan 
hukum dengan jalan membela kepentingan hak asasi rakyat kecil yang tak 
punya dan buta hukum. (Nasution, 2015)  
2. Konsep Prodeo dan Probono 
Kata probono atau secara lengkap probono publico berasal dari Bahasa 
Latin yang artinya for the public good (untuk kepentingan masyarakat umum). 
Penjelasan ini ditemukan dalam laman Black's Law Dictionary Free Online 
Legal Dictionary. 
Deklarasi Internasional tentang probono yang digagas oleh 
International Bar Association pada 16 Oktober 2008 menyatakan hal 
serupa: "Probono is derived from the Latin phrase probono publico, which refers 
to work or actions carried out for the public good". 
Istilah probono publico memiliki makna sebagai sebuah penyediaan 
layanan yang cuma-cuma/gratis untuk kepentingan umum/publik. Kamus Besar 
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Bahasa Indonesia daring pun telah memuat tema probono publico dengan makna 
untuk kebaikan umum. 
Sementara itu, bantuan hukum sebagai tanggung jawab negara 
dianggap berasal dari konsep legal aid. Penjelasan soal itu ditemukan masih 
dalam laman Black's Law Dictionary Free Online Legal Dictionary, edisi 
kedua. "Free or inexpensive advice, assistance, or representation concerning the 
law. Given to those cannot afford it, based on jurisdictional criteria". 
Berbeda dari probono, pemberian bantuan hukum menekankan kriteria 
berdasarkan regulasi di masing-masing yurisdiksi. Itu sebabnya ada pendanaan 
dari pemerintah dalam pelaksanaan bantuan hukum. Sementara itu probono 
sebagai kewajiban profesi advokat cukup memperhatikan adanya kepentingan 
masyarakat umum untuk dibantu. 
Masih ada satu konsep lagi yang muncul dalam diskusi soal bantuan 
hukum secara gratis. Para peserta dari kalangan hakim membedakan konsep 
prodeo yang saat ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 
Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat 
Tidak Mampu di Pengadilan. 
 “Prodeo itu membebaskan biaya perkara untuk masyarakat tidak 
mampu, dengan surat keterangan tidak mampu dari pejabat berwenang.” 
(hukumonline).  Menurut Anderson : 
Prodeo representation is when is appoint  and pays for an advocate to 
appear on behalf of a person. This occurs in very serious criminal cases. 
Probono legal aid is provided by a legal practitioner at no cost  as a 
service to the community when he or she feels that the specific matter 
merits representation without compensation. Attorneys are required  by 
the provincial law societies to participate in pro bono work for a certain 
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minimum number of hours peryear….The legal aid board is a statutory 
body that provides legal aid to people if they earn less than a certain 
amount of money. (Anderson, 2019) 
Representasi prodeo adalah ketika menunjuk dan membayar untuk 
seorang advokat muncul atas nama seseorang. Hal ini terjadi dalam 
kasus pidana yang sangat serius. Bantuan hukum probono disediakan 
oleh seorang praktisi hukum tanpa biaya sebagai layanan kepada 
masyarakat ketika advokat merasa bahwa manfaat materi spesifik 
representasi tanpa kompensasi. Pengacara yang diperlukan oleh 
masyarakat hukum provinsi untuk berpartisipasi dalam pekerjaan pro 
bono untuk jumlah minimum tertentu per jam pertahun.... lembaga 
bantuan hukum adalah badan perundang-undangan yang menyediakan 
bantuan hukum kepada orang-orang jika mereka berpenghasilan sedikit 
dengan sejumlah uang tertentu. 
 
Pelaksanaan layanan bantuan hukum probono prodeo antara para 
advokat di kantor organisasi bantuan hukum (OBH) dengan advokat di Pos 
Bantuan Hukum (Posbakum) berbeda-beda, sebagai Advokat yang berada di 
kantor hukum hanya menerima maksimal 2 (dua) permintaan bantuan hukum per 
tahun, dan bahkan pemohon bantuan hukum secara independen langsung ke 
Kantor Advokat, misalnya pada kantor  hukum "Legal Service ", yang lebih 
sering menerima permintaan dari pelamar bantuan hukum yang segera datang ke 
kantornya, tanpa melalui Posbakum. 
Namun hal yang berbeda terlihat di kantor OBH seperti mereka sering 
mendapat pemohon bantuan hukum prodeo dari penunjukan posbakum 
pengadilan. Tentu saja hal ini perlu diatasi bahwa advokat yang datang dari 
Kantor Advokat juga memiliki tugas yang sama dan kewajiban dari advokat 
yang berasal dari OBH mengenai penyediaan bantuan hukum gratis kepada yang 
tidak mampu membayar keadilan, yaitu telah diubah oleh UU advokat dan 
bantuan hukum sehingga bahwa distribusi pemohon untuk bantuan hukum bagi 
masyarakat miskin dari Posbakum pengadilan harus lebih merata yang 
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didistribusikan di setiap kantor advokat, bertujuan untuk tugas dan kewajiban 
para advokat sesuai dengan dengan UU advokat. 
Selain Kantor Advokat dan Organisasi bantuan hukum (OBH) sebagai 
penyedia bantuan hukum, dengan tugas dan fungsi probono dan prodeo, adalah 
sama pentingnya bahwa sebuah Posbakum juga berperan penting dalam 
penunjukan dan distribusi penyediaan bantuan hukum kepada masyarakat 
miskin. Menurut Pasal 1 Perma No. 1 dari 2014, Posbakum Pengadilan adalah 
layanan yang dibentuk di setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan 
layanan dalam bentuk informasi, konsultasi, dan layanan legal (advis) serta 
pembuatan dokumen legal yang diperlukan untuk sesuai dengan hukum dan 
peraturan yang mengatur Kehakiman, peradilan umum, Pengadilan Agama, dan 
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A. Paradigma Penelitian 
Penelitian ini menggunakan paradigma definisi sosial yakni memahami 
pemahaman orang mengenai tindakan yang dilakukan berdasarkan wawancara 
mendalam dan observasi yang dilakukan. Oleh karena itu dalam paradigma definisi 
sosial ini disamping bertujuan untuk memahami tindakan prososial aktivis dalam 
kehidupannya yang selalu aktif berinteraksi dalam lingkungan kehidupan sosial 
masyarakatnya. Oleh karena itu dalam karya Weber (1970), lebih menyukai dan 
memusatkan pada suatu makna yang bersifat subyektif yang dilakukan oleh 
seseorang pada suatu tindakan sosial. 
Karena paradigma ini merupakan suatu prinsip dasar keyakinan dalam 
melakukan penelitian, maka jika menyebut kata paradigma dan bila diberikan suatu 
definisi maka paradigma itu tidaklah sederhana dan sesuatu yang tunggal akan 
tetapi dia memiliki beragam makna, sehingga paradigma banyak digunakan dalam 
kajian ilmiah dalam bidang ilmu-ilmu sosial dan merupakan sesuatu yang 
mendominasi alam pemikiran manusia. Jika mendefinisikan paradigma, tentu 
sangat berguna untuk melihat dan membedakan pada posisi manakah paradigma itu 
berada. Karena itu, berikut dikemukakan beberapa definisi paradigma menurut para 
ahli. 
Paradigm defines as the basic belief system or worldview that guides the 
investigator, not only in choices of method but in ontologically and 
epistemologically fundamental ways. (Paradigma didefinisikan sebagai sebuah 
sistem kepercayaan atau pandangan dunia yang memandu peneliti, tidak hanya 
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dalam pilihan metode tetapi juga dengan cara-cara fundamental yang secara 
ontologis dan epistemologis). (Lincoln dan Guba, 1994: 105). 
Walaupun demikian, kata paradigma disini adalah merupakan suatu 
pandangan mengenai  anggapan dasar dalam mengarahkan bagi seseorang peneliti 
untuk melakukan penelitian sosial, sehingga peneliti dapat menentukan mengenai 
paradigma penelitiannya, pendekatan, teori dan metode, dalam melakukan 
penelitian. Sehingga pengertian paradigma bila merujuk dalam pendapat karya asli 
yang dikemukakan Kuhn, bahwa: 
Paradigma adalah gambaran fundamental mengenai masalah pokok dalam 
ilmu tertentu. Paradigma membantu dalam menentukan apa yang mesti 
dikaji, pertanyaan apa yang semestinya diajukan, bagaimana cara 
mengajukannya, dan apa aturan yang harus diikuti dalam menafsirkan 
jawaban yang diperoleh. (Ritzer, 2014:642). 
 
Hannon (1970) dan Moleong, (2017: 49) mendefinisikan paradigma sebagai 
cara mendasar untuk mempersepsi, berpikir, menilai dan melakukan yang berkaitan 
dengan sesuatu secara khusus tentang visi realitas. Selain itu Ritzer menambahkan 
pula di samping rumusan yang dikemukakan di atas mengenai paradigma ini, 
adalah sebagai suatu pandangan mendasar dari suatu displin ilmu tentang apa yang 
menjadi pokok persoalan (subject matter) yang semestinya dipelajari (a 
fundamental image a dicipline based of its subject matter). (Ritzer, 2014: 26) 
Apabila melaksanakan penelitian pada disiplin ilmu-ilmu sosial terutama 
bidang sosiologi maka menurut Ritzer (2014), bahwa terdapat tiga masalah pokok 
utama dalam penelitian ilmu sosial yang terdiri dari paradigma fakta sosial, 
paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Ketiga paradigma ini 
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mempunyai pengaruh yang besar terhadap pendekatan, teori dan metode dalam 
melaksanakan penelitian.  
Berdasarkan uraian di atas, dapat diilustrasikan perbedaan masing-masing 
ketiga masalah paradigma ilmu-ilmu sosial tersebut, dengan merujuk pendapat 
Ishomuddin (2019) adalah: 
1. Paradigma fakta sosial adalah merupakan karya yang ditokohi oleh Emile 
Durkheim, dengan menggunakan teorinya fungsionalisme struktural, konflik, 
sistem, dan sosiologi makro. Adapun pendekatan yang digunakan dalam 
paradigma ini adalah lebih mengkhususkan pendekatannya pada kuantitatif, 
nomotetis dan generalisasi, dengan metode survey, kuesioner, observasi, 
dokumentasi. Sebagai contoh pada paradigma fakta sosial diambil dari karya 
Emile Durkheim khususnya suicide and the rule of sociological method. 
2. Paradigma definisi sosial yang di pelopori oleh Weber, di mana analisisnya 
mengenai tindakan sosial. Paradigma ini menfokuskan perhatiarmya pada 
definisi-definisi sosial dalam cara pelaku sosial yang mendefinisikan situasi-
situasi sosial mereka dan efek dari definisi-definisi itu. Teori yang digunakan 
dalam paradigma ini adalah teori aksi (action theory), interaksionisme simbolik, 
teori fenomenologi (phenomenology), sosiologi mikro, etnometodologi dan 
eksistensialisme dengan pendekatan kualitatif, ideogratis dan transferabilitas 
dengan metode interview, observasi, dan dokumentasi. Sebagai contoh bahwa 
pada paradigma ini adalah salah satu aspek yang sangat khusus dari karya Weber 
yakni dalam analisisnya tentang tindakan sosial (social action).  
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3. Paradigma perilaku sosial ini merupakan karya B.F. Skinner di mana paradigma 
ini yang mengarahkan pada imbalan-imbalan yang sifatnya mengundang 
perilaku yang disukai, dan hukuman yang menghambat perilaku yang tidak 
diinginkan. Teori yang digunakan pada paradigma ini adalah teori pertukaran 
(exchange theory) dan sosiologi perilaku (behavioral sociology) dengan 
pendekatan kuantitatif nomotetis dan generalisasi, serta untuk melaksanakan 
metode penelitian kuesioner, observasi, dan dokumentasi sebagai contoh bahwa 
pada paradigma ini adalah karya B.F. Skinner yang mengangkat dasar-dasar  
psikologi behavioristik ke dalam sosiologi. 
Ketiga paradigma sebagaimana diuraikan di atas, Walaupun terdapat 
perbedaan namun masing-masing posisi saling mendukung dan saling 
berkontribusi dari masing-masing paradigma, dan berdasarkan uraian ketiga 
paradigma dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan pada tabel berikut: 
                  Tabel 1 Perbedaan Paradigma-paradigma Penelitian Sosial  
Menurut Ishomuddin, (2019) 
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Diadopsi dari hand out Ishomuddin, (2019) 
 
Berkenaan dengan pelaksanaan penelitian ini karena pada dasarnya 
paradigma merupakan suatu sarana untuk menghubungkan di antara dunia 
empiris (nyata) dengan dunia abstrak (konseptual), maka dalam proses 
melaksanakan penelitian yang harus mengikuti prosedur aturan dalam 
paradigma definisi sosial, di mana dalam perilaku sosial yang mendefinisikan 
situasi sosial di masyarakat yang dimulai dari suatu anggapan dasar dan untuk 
menindaklanjuti masalah-masalah sosial yang ada dalam kehidupan 
masyarakat. 
Karena pada penelitian ini menggunakan paradigma definisi sosial 
dengan pendekatan kualitatif maka proses pelaksanaan penelitian khususnya 
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pada kajian mengenai makna tindakan prososial aktivis bantuan hukum yang 
berada di Kota Palangka Raya, diperlukan suatu sumber berupa data lapangan 
yang terpercaya baik itu dalam bentuk data kuantitatif ataukah data kualitatif 
yang didapat melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang 
didapat selanjutnya diolah dan dipakai untuk menguji kebenaran temuan data 
lapangan, yang selanjutnya untuk mengetahui kebenaran data didapat tersebut 
diperlukan suatu pembuktian melalui suatu prosedur dan metode yang tepat 
pula. 
Digunakan metode kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan tujuan 
agar dapat menjawab paradigma dari semua permasalahan mengenai masalah-
masalah sosial, khususnya perilaku prososial aktivis pemberi bantuan hukum 
sesuai dengan kondisi masyarakat kota Palangka Raya agar tepat sasaran, 
efektif dan efisien baik itu dari segi waktu, biaya dan dilakukan secara alami 
(natural) dan menyeluruh (holistic). 
Karena penelitian ini menggunakan paradigma definisi sosial, maka 
secara umum tindakan untuk mendapatkan data dilakukan wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Oleh karena itu dalam paradigma definisi sosial ini 
di samping bertujuan untuk memahami tindakan prososial aktivis dalam 
kehidupannya yang selalu aktif berinteraksi dalam lingkungan kehidupan sosial 
masyarakatnya. Oleh karena itu dalam karya Weber (1970), bahwa Weber lebih 
menyukai dan memusatkan pada suatu makna yang bersifat subyektif yang 
dilakukan oleh seseorang pada suatu tindakan sosial. 
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 Fenomenologi menjelaskan fenomena perilaku manusia yang dialami 
dalam kesadaran, dalam kognitif dan dalam tindakan-tindakan perseptual. 
Fenomenolog mencari pemahaman seseorang dalam membangun makna dan 
konsep kunci yang intersubyektif. Termasuk dalam tindakan prososial para 
aktivis organisasi bantuan hukum (OBH) dalam melakukan pendampingan 
hukum pada masyarakat miskin di Kota Palangka Raya. 
B. Pendekatan  Penelitian  
Sifat penelitian ini adalah eksploratoris dengan menghadirkan sedikit 
informan untuk mengungkap permasalahan dengan memilih pendekatan 
kualitatif. Penelitian eksploratoris menegaskan untuk diteliti dengan memilih 
tema tertentu yang menurut pengetahuan penulis belum banyak dikaji secara 
mendalam oleh peneliti lain. 
Bogdan dan Taylor (1992: 21-22) menulis bahwa penelitian kualitatif 
sebagai mekanisme memperoleh data deskriptif baik lisan maupun tercatat dan 
tingkah laku yang diobservasi. Dalam Pendekatan kualitatif memiliki capaian 
yang mendalam dari suatu ucapan, catatan dan hasil pengamatan dari perilaku 
baik perseorangan, group, komunitas, atau perkumpulan tertentu pada hal yang 
diatur, pengkajian yang dilakukan secara komprehensif, tidak parsial, dan 
holistik. istilah penelitian kualitatif kami maksudkan sebagai jenis penelitian 
yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk 
hitungan lainnya. (Strauss & Corbin,2017:4).  
Adapun alasan peneliti memilih pendekatan kualitatif ini adalah agar 
peneliti dapat dengan mudah untuk mendapatkan data mengenai gambaran 
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secara mendalam dan alami mengenai makna tindakan prososial aktivis dalam 
melakukan pendampingan hukum masyarakat miskin. Adapun alasan peneliti 
dengan pendekatan kualitatif ini karena l) peneliti merupakan peneliti kunci; 2) 
peneliti dapat berinteraksi langsung kepada para aktivis; 3) data yang peneliti 
dapatkan dapat dengan mudah dideskripsikan karena datanya berupa kata-kata; 
4) peneliti lebih mengutamakan pada saat prosés  pelaksanaan dari pada hasil 
penelitian; dan 5) peneliti lebih mengutamakan data secara induktif. 
Berdasarkan alasan di atas, peneliti dapat berkomunikasi secara 
langsung dengan subjek aktivis yang diteliti, mengenai tindakan prososial. Data 
dan fakta temuan lapangan itulah nantinya yang memberi makna dalam 
penelitian ini dan dldukung pula dengan teori-teori yang terkait dengan rumusan 
permasalahan yang diteliti. Pendekatan kualitatif dipandang tepat untuk 
melakukan kajian pada penelitian, karena masalah yang menjadi rumuan 
penelitian ini adalah terjadi pada aktivis OBH perkumpulan sahabat hukum di 
Kota Palangka Raya yang melakukan pendampingan hukum, dimana datanya 
nanti dideskripsikan dalam bentuk kata-kata pada latar individu aktivis secara 
mendalam dan utuh (holistik). 
Peneliti memilih pendekatan kualitatif ini karena pada hakikatnya 
mencoba mengamati para aktivis organisasi bantuan hukum, berinteraksi 
kepada mereka secara alami dan berusaha memahami serta mencari tafsiran 
tentang makna mengapa aktivis melakukan tindakan prososial dalam 
memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Adapun pertimbangan lain peneliti 
lakukan dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif adalah 
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untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang sedikit pun 
belum diketahui. (Strauss dan Corbin, 2017:5). 
Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui secara mendalam 
mengenai hubungan yang ada bagi aktivis organisasi bantuan hukum sebagai 
subjek penelitian yang akan diteliti. Atas dasar itulah, maka dalam upaya 
menemukan fakta dan data secara alamiah yang melandasi, peneliti menetapkan 
penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bagi para aktivis pemberi 
bantuan hukum cuma-cuma. 
Agar penelitian mendapatkan hasil yang baik, maka peneliti berusaha 
semaksimal mungkin dalam melakukan penelitian sesuai dengan karakteristik 
dan masalah penelitian sebagaimana diuraikan di atas, upaya yang peneliti 
lakukan adalah: 1) Mengambil data kepada aktivis dalam suasana yang wajar, 
tanpa memanipulasi (rekayasa) situasi; 2) Data diambil dan para aktivis sesuai 
dengan masalah kajian, dan menggali informasi sampai ketitik jenuh; 3) 
Laporan penelitian disusun secara deskriptif dengan mengutamakan proses dan 
hasil; 4) Analisa data dilakukan secara terus menerus untuk mencari makna 
yang bersifat kontektual atau sesuai dengan pendapat subjek yang diteliti; dan 
5) Menarik kesimpulan melalui proses verifikasi. 
Menggunakan pendekatan kualitatif maka data yang dikumpulkan 
dalam penelitian ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diangkat 
ke permukaan berupa data deskriptif tentang tindakan prososial aktivis yang 
memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Oleh kanena itu, dengan dipilihnya 
pendekatan kualitatif ini, maka bukan hanya sekedar teknik untuk memudahkan 
70 
 
pengumpulan datanya saja, akan tetapi juga sesuai dengan karakter 
masyarakatnya yang ada di Kota Palangka Raya. Menggunakan pendekatan 
kualitatif ini, di samping dapat memahami pemikiran secara holistik kondisi riil 
aktivis OBH, akan tetapi juga peneliti dapat mengembangkan pemahaman data 
yang didapatkan dari subjek penelitian dengan keyakinan bahwa semua data 
informasi yang didapat dan subjek dapat dipercaya sehingga selanjutnya dapat 
dideskripsikan dalam sebuah laporan penelitian. 
Karena penelitian ini datanya berupa data deskriptif yang lebih banyak 
menggunakan prosedur penelitian lapangan maka analisis datanya pun 
dilakukan bersifat induktif, dilakukan secara terus menerus sampai menemukan 
jawaban dari suatu permasalahan yang ada pada tindakan prososial aktivis, 
sehingga dengan pendekatan ini dalam rentang waktu yang cukup maka peneliti 
lebih banyak beradaptasi dan berinteraksi dengan aktivis OBH karena dalam 
melaksanakan penelitian ini lebih mengutamakan proses daripada hasil. 
Pemilihan pendekatan kualitatif ini juga memiliki kesesuaian dengan masalah 
penelitian karena pada hakikatnya bertujuan untuk mengamati para aktivis, 
berusaha memahami dan mencari makna serta tafsiran tentang makna tindakan 
prososial aktivis OBH dalam melakukan pendampingan hukum. Penelitian 
kualitatif merupakan penelitian interpretatif yang di dalamnya peneliti terlibat 
dalam pengalaman yang berkelanjutan dan terus-menerus dengan para 
partisipan. (Creswell, 2017:251). 
C. Jenis Penelitian 
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Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Alasan menggunakan studi kasus 
adalah mengungkap secara detail dan mendalam, dibalik fakta dasar penelitian 
ini untuk mencapai hasil yang substantif dan holistik.  Yin (1984: 27), 
menyatakan studi kasus adalah inquiri empirik yang menyelidiki fenomena 
dalam kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks 
tidak tampak dengan tegas, dan di mana multi sumber dapat dimanfaatkan. 
Penelitian studi kasus dipilih untuk mengkaji secara rinci dan mendalam tentang 
kasus makna tindakan prososial OBH di Palangka Raya. Penelitian studi kasus 
ini sesuai dengan sifatnya yang menekankan keutuhan dan kedalaman objek 
yang diteliti.  
Berdasarkan pada penjelasan tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti 
menjelaskan makna tindakan sebagaimana yang terdapat di lokasi penelitian, 
yakni di Kota Palangka Raya. Peneliti berusaha  memahami makna tindakan 
prososial yakni bagaimana subyek memandang kegiatan yang terkait dengan 
interaksi sosial masyarakat miskin yang  terkena kasus, karena itu pendekatan 
emic dalam penggalian data sangat diutamakan.   
D. Tempat Penelitian 
Penelitian dilakukan pada aktivis Organisasi Bantuan Hukum 
“Perkumpulan Sahabat Hukum” yang berlokasi di Jl. Morist Ismail No. 8 
Palangka Raya dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama dan 
Pengadilan Negeri di Kota Palangka Raya. Kota Palangka Raya terdiri dari 5 
(lima) Kecamatan dan 30 Kelurahan. Keadaan penduduk Kota Palangka Raya 
sebanyak 283.612 jiwa. Dengan kepadatan penduduk rata-rata 99 tiap km2 
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penyebaran jumlah penduduk menurut wilayah kecamatan tidak merata. 
Sebagian besar terkonsentrasi di wilayah Jekan Raya, yaitu sebanyak 147. 728 
jiwa (52.08%) dan Kecamatan Pahandut, yaitu sebanyak 99.566 jiwa (35.11%). 
Kecamatan Sebangau 18.449 (6.51%). Bukit Batu sebanyak 14.324 (5.05%). 
Rakumpit sebanyak 3.545 jiwa (1.25%), (Buku Statistik Kota Palangka Raya, 
2019: 55) 
E. Subyek dan Obyek Penelitian 
Semua pelaku tindakan prososial advokat dalam beriteraksi  pada 
setting penelitian itulah yang dalam penelitian ini sebagai subyek penelitian 
yakni aktivis organisasi bantuan hukum (OBH) Sahabat Hukum yaitu Fachri 
Ahyani (Ketua), Rajabuddin (Sekretaris), Panji Untung (Anggota) sedangkan 
informan adalah para advokat anggota OBH Sahabat Hukum yang berprofesi 
di Kota Palangka Raya dan kabupaten-kabupaten di Kalimantan Tengah, 
klien yang berperkara dan hakim atau pegawai pengadilan baik Pengadilan 
Agama maupun Pengadilan Negeri serta Kanwil Kementerian Hukum dan 
HAM Kalimantan Tengah. Sementara, obyek penelitiannya adalah  (1) 
Bagaimana tindakan prososial dilakukan oleh aktivis Organisasi Bantuan 
Hukum (OBH) di Kota Palangka Raya tersebut? (2) Bagaimana makna 
tindakan prososial aktivis Organisasi Bantuan Hukum  (OBH) dalam 
memberikan pendampingan hukum di Kota Palangka Raya? 
Yang menjadi satuan kajian data berdasarkan tujuan  dan jenis data 
yang himpun berupa makna tindakan prososial aktivis OBH Palangka Raya,  
maka  yang menjadi subyek penelitian adalah aktivis yang  dipilih secara 
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purposive.  Pemilihan subyek secara purposif itu dimulai dengan menentukan 
key people atau key informan terlebih dahulu. 
Pada langkah permulaan peneliti melakukan eksplorasi guna 
memperoleh gambaran secara umum,  sebagai acuan untuk membuat kerangka  
konteks  penelitian secara global. Dari langkah ini data dikumpulkan dari 
informan kunci (key informan). Selanjutnya dilakukan perluasan penjaringan 
data dengan melibatkan subyek biasa hingga menemukan titik jenuh informasi 
yang diperlukan sesuai fokus penelitian. Perluasan dilakukan secara bertahap, 
diawali dengan menjaring data dari kalangan terbatas yang dianggap sebagai 
subyek yang dapat memberikan data dan akhirnya jumlah subyek penelitian 
diperluas kepada subyek lainnya secara mendalam dan holistik.  
Langkah selanjutnya data yang telah terhimpun pada langkah eksplorasi 
dideskripsikan, sehingga diperoleh pemetaan kategorisasi bagi dasar melakukan 
identifikasi atau pengklasifikasian tema-tema atau problem yang berkaitan 
dengan fokus penelitian, sebagai pijakan dalam memilih subyek biasa lainnya 
yang disebut dapat memberikan data secara komprehensif. Pada langkah ini data 
reflektif yang berhasil dideskripsikan dilakukan konfirmasi kepada subyek 
lainnya guna memperoleh justifikasi.  
F. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data    
Langkah-langkah dalam proses pengumpulan data dilakukan yaitu; 
pertama, dengan cara wawancara kepada informan penelitian yang telah 
ditentuan kriterianya. Kedua mengadakan direct observation kepada obyek 
penelitian yakni. Dengan cara ini peneliti melihat secara langsung berbagai 
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aktivitas sosial aktivis OBH Palangka Raya. Terakhir, menentukan instrumen 
penelitian yakni dalam rangka menganalisis dan klasifikasi data, maka peneliti 
turut membantu dalam mengarahkan informan ketika tidak mampu memahami 
pertanyaan penelitian. Untuk lebih detailnya dijelaskan sebagai berikut: 
1. Wawancara Mendalam 
Proses pengumpulan data dengan wawancara dalam penelitian ini 
dirasakan tidak mampu langsung memenuhi data yang diinginkan. Beberapa 
informan masih kurang detail dalam menjelaskan jawaban  pertanyaan yang 
peneliti ajukan. Oleh karena itu peneliti beberapa kali melakukan probing. 
Ini adalah suatu teknik penggalian data lebih mendalam. Caranya adalah 
berusaha memberikan pertanyaan stimulus agar informan menjelaskan 
sebagaimana yang peneliti inginkan. Akan tetapi secara umum, dari informan 
kunci yang memberikan data melalui wawancara telah menjawab pertanyaan 
dengan jelas dan panjang. Secara umum, wawancara dilakukan dengan 
menggunakan dua bentuk wawancara sekaligus, pertama adalah wawancara 
terpimpin. Dalam wawancara ini peneliti telah menyediakan pertanyaan 
awal, sehingga sesuai dengan kebutuhan data yang dimaksud oleh peneliti. 
Kedua wawancara bebas. Dalam wawancara bebas ini, peneliti “mengalir” 
saja sesuai dengan topik yang telah ditentukan. Manfaat dalam wawancara 
bebas ini adalah peneliti semakin dekat dengan informan. Gaya wawancara 
bebas bukan berarti tanpa tujuan, melakuksn pertanyaan-pertanyaan yang 
diajukan peneliti sesuai dengan apa yang diinginkan saat wawancara. Tanpa 
melalui draft pertanyaan yang disediakan. 
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    2.  Observasi  
Observasi atau pengamatan secara langsung oleh peneliti kepada obyek 
yang diteliti adalah merupakan salah satu cara peneliti untuk mengumpulkan 
data, dan peneliti datang langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati 
subjek yang akan diteliti. Data-data yang diamati dan menjadi fokus 
pengamatan di sini adalah tentang makna tindakan prososial aktivis 
organisasi bantuan hukum. Dalam melaksanakan observasi ini, peneliti 
menyaksikan langsung secara utuh (holistik) suatu kejadian mengenai 
tindakan prososial aktivis  organisasi bantuan hukum terutama di Pos Bantuan 
Hukum (Mantra, 2004: 82). 
Melaksanakan observasi untuk memperoleh data informasi rinci dan 
lengkap ini sesuai dengan masalah yang diteliti, maka peneliti menggunakan 
teknik observasi, dalam penelitian ini adalah: 
Dalam pengamatan ini peneliti merekam/mencatat baik dengan cara 
terstruktur maupun semistruktur (misalnya dengan mengajukan 
sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti) 
aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian. (Creswell, 2017: 254) 
 
Terkadang teknik observasi ini diusahakan sebagai teknik follow up 
atau pengayaan, setelah dilakukan wawancara sehingga data yang diperoleh 
dari wawancara dibuktikan keabsahannya melalui pengamatan. Dari hasil 
observasi tersebut beberapa pertanyaan yang masih terdapat keraguan atau 
belum meyakinkan peneliti setelah wawancara dimungkinkan dapat dipenuhi 
dengan jawaban, dan gambaran serta penjelasan yang lebih baik dapat 
disusun. jadi, walaupun hanya bersifat komplementer teknik observasi sangat 
bermanfaat dalam memperoleh data yang tidak didapat pada teknik yang lain. 
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   3.  Dokumentasi 
Selama proses penelitian berlangsung, peneliti juga bisa 
mengumpulkan dokumen-dokumen (documents). (Creswell, 2017: 55). 
Dokumentasi dimaksudkan di sini untuk menelusuri dan melengkapi data  dari 
wawancara dan observasi. Peneliti mencari informasi dan dokumentasi secara 
administrasi yang berhubungan  dengan  masalah penelitian. Dokumen ini bisa 
berupa  dokumen publik (misalnya koran, makalah, laporan kantor ataupun 
dokumen privat (misalnya buku harian, diary, surat, email). (Creswell, 2017: 
255) 
Berkaitan dengan data dokumentasi ini peneliti untuk mendapatkan 
data secara tertulis yang peneliti   perlukan untuk melengkapi temuan dan 
informasi yang didapat dari hasil observasi dan wawancara, terutama untuk 
keperluan deskripsi tentang hasil penelitian.  
F.  Analisis data 
Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara terus menerus 
dari awal sampai akhir penelitian, baik peneliti masih berada di lapangan 
maupun di luar lapangan. Analisis data di lapangan meliputi pemberian kode 
dan penafsiran sementara terhadap berbagai informasi yang diperoleh pada 
setiap langkah kegiatan penelitian. Selain itu pula analisis data juga dilakukan 
di luar lapangan bagi aktivis OBH di Palangka Raya yang merupakan kelanjutan 
dan analisis data di lapangan, dilaksanakan secara lengkap terhadap seluruh data 
yang terkumpul, baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi. 
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Dalam melaksanakan proses analisis data dalam penelitian ini bagi aktivis 
OBH dilakukan secara terus menerus sejak dimulai sampai akhir penelitian. 
Adapun proses analisis data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini pada 
dasarnya mengacu pada prosedur penelitian kualitatif yang dikemukakan Miles, 
Huberman dan Saldana, (2014:8-10), dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
1. Data Kondensasi (Data Condensation)  
Pada tahap ini kegiatan peneliti adalah data yang sudah ada peneliti 
telaah selanjutnya dianalisis dan mempertajam kembali data yang sudah ada 
serta memilah-milah kembali seluruh data yang didapat dan catatan 
lapangan yang diperoleh dari aktivis OBH baik data didapat dari hasil 
observasi, wawancara dan dokumentasi dalam bentuk uraian atau laporan. 
Data informasi yang telah direkam dari para aktivis OBH  dalam 
bentuk catatan lapangan tersebut dipilah-pilah, direkap, dan dianalisis 
berdasarkan penggolongan konsep, kategori dan tema yang diteliti. 
Telaahan data peneliti lakukan dengan tujuan untuk menemukan hal-hal 
yang pokok yang peneliti anggap penting berkenaan dengan masalah 
penelitian.  
Selanjutnya apabila data yang didapat dianggap masih kurang maka 
peneliti kembali menemui informan untuk melengkapinya sampai data 
tersebut peneliti anggap sudah cukup. Kegiatan peneliti melakukan 
kondensasi data ini dengan menelaah kembali semua data yang didapat dari 
aktivis OBH berupa catatan, menganalisis, memilah-milah dan 
mempertajam kembali seluruh catatan lapangan yang diperoleh aktivis 
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OBH akan memudahkan peneliti untuk mengadakan analisis pada langkah-
langkah berikutnya.  
2. Penampilan data (data display) 
Pada tahap penampilan data atau data display ini merupakan 
kelanjutan dari kondensasi data, di mana tahap ini masalah pokok 
selanjutnya dirangkum dan disusun yang lebih sistematis, sehingga data 
yang didapat dari lapangan dapat dengan mudah digambarkan secara 
keseluruhan secara umum, maupun hanya untuk melihat bagian-bagian 
tertentu dalam data penelitian.  
Dengan melihat penyajian-penyajian kita akan dapat memahami apa 
yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh 
menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas 
pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. (Miles, 
Huberman, dan Saldana, 2014). 
 
Penampilan data dilakukan berdasarkan aspek demi aspek yang 
diteliti, dan sajian data yang didapat dari aktivis  OBH berbentuk tabulasi 
selanjutnya disajikan dalam bentuk deskripsi dan interpretasi sesuai dengan 
data yang diperoleh. Semuanya itu dirancang untuk menggabungkan 
informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang menyeluruh dan mudah 
untuk dilihat kembali, sehingga peneliti dapat menguasai data didapat. Cara 
ini dilakukan peneliti agar dapat menguasai dan memahami hasil penelitian 
dengan mudah. Penampilan data yang didapat dari aktivis OBH ini akan 
peneliti diskripsikan secara lengkap pada paparan data lapangan dan peneliti 
sajikan pada bab selanjutnya.  
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3. Menggambarkan dan memverifikasi kesimpulan (drawing and vefyying 
conclusions) 
Pada tahap ini yang dilakukan peneliti untuk menatik suatu 
kesimpulan dengan tujuan untuk menggambarkan secara utuh keadaan yang 
sebenarnya dan upaya peneliti untuk mencari makna dari hasil analisis data 
penelitian yang dilakukan sejak awal hingga akhir. Penarikan kesimpulan 
merupakan langkah lanjutan dari penyajian data (data display), dengan 
penekanan pada makna dari seluruh informasi yang peneliti temukan di 
lapangan baik itu hasil wawancara dari para aktivis OBH di Kota Palangka 
Raya, observasi ataupun dari hasil dokumentasi. 
Penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu 
yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah 
pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun 
wawancara umum yang disebut “analisis”. (Miles, Hubennan dan 
Saldana, 2014). 
 
Penarikan kesimpulan peneliti tidak begitu saja cepat mengambil 
kesimpulan suatu informasi, namun peneliti juga berupaya menggali 
informasi lebih dalam, untuk itu kesimpulan sementara yang dirumuskan 
masih terus diverifikasi berulang-ulang dan bertahap sehingga pada bagian 
penghujung dapat menghasilkan kesimpulan akhir. 
Secara keseluruhan alur pelaksanaan analisis data penelitian ini, 
peneliti laksanakan secara simultan/bersamaan dan mengikuti prosedur 
dalam penelitian kualitatif sebagaimana yang dikemukakan Miles, 
Huberman dan Saldana, (2014) mulai dari 1) data kondensasi; 2) tampilan 
data; dan 3) menggambarkan dan memverifikasi kesimpulan. Adapun 
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Gambar 3 : Komponen analisis data: Model interaktif 
G. Uji Keabsahan Data 
Data yang akurat dengan tingkat derajat keabsahan tinggi yang digali dan 
aktivis OBH di Kota Palangka Raya tentu sangat diperlukan dalam penelitian 
ini. Oleh karena itu, untuk menguji keabsahan data tersebut, maka Lincoln dan 
Guba, (1985 :289-331) memberikan petunjuk bahwa ada empat macam teknik 
yang dilakukan untuk menguji derajat kebenaran data penelitian. Keempat 
macam teknik tersebut adalah 1) Kredibilitas;                   2) Transferabilitas; 3) 
Dependabilitas; dan 4)  Konfirmabilitas. Adapun keempat macam teknik 
tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut: 
1. Kredibilitas. (credibility)   
Kredibelitas adalah merupakan standar untuk memperoleh tingkat 
kepercayaan data dari hasil penelitian, yang oleh peneliti dapatkan di 
lapangan dan dapat diakui kebenarannya oleh informan. Untuk 
mendapatkan hasil ini peneliti melakukan tujuh macam teknik yaitu terdiri 
ded 
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dari a) memperpanjang masa penelitian, b) melakukan pengamatan secara 
tekun dan rutin, c) melakukan triangulasi, d) mendiskusikan data dengan 
teman sejawat, e) analisis kasus negatif, f) kecukupan referensi, dan          g) 
melakukan member check. Namun dalam pelaksanaan penelitian ini dan 
untuk memperoleh tingkat kepercayaan data peneliti hanya menggunakan 
enam teknik, sebagai berikut:  
a. Memperpanjang masa penelitian 
Pengumpulan data yang didapat melalui observasi, wawancara 
dan Studi dokumentasi selama kegiatan penelitian dilaksanakan di Kota 
Palangka Raya, dalam jumlah waktu yang cukup maka peneliti dapat 
lebih banyak menggali informasi untuk mendapatkan data sebanyak-
banyaknya yang valid, sehingga data yang didapat bisa dipahami 
mengenai makna sesungguhnya. Untuk mendapatkan data tersebut, 
maka peneliti berusaha meningkatkan intensitas bertemu dengan para 
informan khususnya kepada para aktivis OBH atau kepada para tokoh 
peradilan yang sangat banyak mengetahui masalah seluk beluk dunia 
peradilan  khususnya mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin.  
Peneliti berupaya sebanyak mungkin mengumpulkan data 
mengenai perilaku prososial aktivis OBH yang selalu memberikan 
pelayanan di Posbakum sebanyak mungkin dengan cara melalui 
pengamatan secara tekun dan rutin serta terjadwal. Ini peneliti lakukan 
dengan harapan agar semua data aktivis OBH di Palangka Raya terus 
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digali mengenai tindakan prososial aktivis OBH terutama perkumpulan 
Sahabat Hukum di Palangka Raya, tidak ada yang terabaikan. 
b. Melakukan pengamatan secara tekun dan rutin. 
Berkenaan dengan pelaksanaan pengamatan secara tekun dan 
rutin ini peneliti melakukannya kepada informan mengenai berbagai hal 
yang diperlukan sesuai dengan yang berhubungan masalah-masalah 
yang dialami aktivis, baik yang dirasakan pada saat melakukan 
observasi, wawancara dan mencermati dokumentasi. Umpamanya saja 
peneliti mengamati aktivis pada saat memberikan pelayanan konsultasi 
serta ini peneliti lakukan secara rutin terus menerus. 
c. Triangulasi 
Agar data yang peneliti dapatkan dapat terpercaya maka peneliti 
melakukan triangulasi secara berulang-ulang, namun pada saat 
tringulasi ini peneliti berusaha melakukan untuk mendapatkan data yang 
tidak berbeda, peneliti menggunakan wawancara, observasi dan studi 
dokumen yang berbeda dan tempat satu ketempat lainnya, serta dari 
sumber informasi yang satu ke informan yang berbeda Umpamanya, 
triangulasi ini peneliti lakukan kepada aktivis OBH  baik itu antara yang 
satu ke aktivis lainnya, kepada para aktivis, kepada klien yang 
bermasalah maupun para tokoh formal di Kantor Wilayah 
Kemenkumham dan hakim di pengadilan dengan tujuan agar data yang 
didapatkan sangat akurat. 
d. Mendiskusikan data didapat dengan teman sejawat. 
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Data yang didapat dari hasil wawancara, observasi dan 
dokumentasi dari aktivis OBH, peneliti mendiskusikan data yang telah 
didapat tersebut dan mendiskusikannya kepada orang lain, termasuk 
juga teman-teman saya di Kanwil Kemenkumham  Kalteng, dan mereka 
yang menekuni pekerjaan sebagai aktivis OBH. Peneliti juga 
mengkonsultasikan data yang diperoleh kepada para aktivis OBH, para 
ahli, praktisi bidang hukum  khususnya aktivis OBH Perkumpulan 
Sahabat Hukum, atau kepada para ahli yang pernah melakukan 
penelitian bidang   ini, atau  peneliti mendiskusikan temuan data ini 
kepada teman sejawat sesama teman di Kantor Wilayah Kemenkumham 
Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH. 
e. Analisis Kasus Negatif 
Analisis kasus negatif ini yang peneliti lakukan adalah 
menganalisis dan untuk menilai data yang peneliti dapatkan Apakah 
data yang diperoleh telah memenuhi syarat sebagai data penelitian untuk 
dianalisis, apakah data atau kasus-kasus yang didapat dipercaya ataukah 
tidak, untuk itu peneliti berusaha mengadakan cek dan recek secara 
berulang-ulang baik itu kelengkapan, dan kebenaran data yang 
terkumpul kepada sumber data serta informan. Agar analisis kasus 
negatif ini lebih terpercaya maka peneliti melakukannya dengan banyak 
sumber untuk dipertimbangkan pada saat peneliti membuat laporan hasil 
penelitian. 
f. Member Check 
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Agar hasil penelitian ini mempunyai kualitas yang baik, maka 
peneliti berusaha memaparkan hasil-hasil temuan penelitian. Hasil 
temuan penelitian yang didapat dilakukan pengecekan ulang dan 
peneliti meminta kepada para pelaku prososial setempat, aktivis OBH 
dan pelaku lainnya. Peneliti meminta kepada para pelaku tersebut, untuk 
mengecek kebenaran data yang peneliti dapatkan mulai dari awal hingga 
berakhirnya penelitian apakah data yang didapat melalui wawancara, 
observasi dan data dokumentasi yang ada di Kota Palangka Raya 
terpercaya atau tidak. 
2. Transferabilitas. (transferability) 
Pada saat peneliti melakukan transferabilitas ini peneliti mencari 
objek kajian yang esensial, maka dengan mengkaji berbagai literatur dan 
pendapat para ahli bidang advokasi dan konsultasi serta pendampingan 
hukum serta hasil-hasil penelitian yang relevan. Untuk mencapai tujuan 
dalam penelitian masalah perilaku aktivis OBH dalam memberikan 
pendampingan hukum, apakah penelitian yang dilakukan ini dapat 
diterapkan pada konteks dan sitting serta situasi yang berbeda.  
3. Dependabilitas. (dependability) 
Dependabilitas adalah merupakan sesuatu yang berhubugan 
dengan penilaian atau pengecekan mengenai benar dan salahnya peneliti 
dalam melakukan serta mendeskripsikan apa yang ditelitinya. Untuk 
mencapai tingkat kebenaran yang tinggi, maka data yang sudah 
didapatkan dari subjek, peneliti melakukan audit ulang kebenaran-
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kebenaran data serta peneliti konsultasikan kepada Promotor dan co 
promotor untuk memeriksa dan mengarahkan peneliti agar hasil 
penelitian ini lebih bagus. 
4. Konfirmabilitas. (confirmability) 
Konfirmabilitas merupakan suatu kesesuaian data antara hasil 
penelitian yang diperoleh dengan perspektif informan penelitian. Untuk 
ini peneliti mempersilahkan kepada promotor dan co-promotor selaku 
pembimbing dan informan untuk membaca dan menilai kesesuaian hasil 
penelitian. Apakah data hasil penelitian yang didapat sesuai dengan 
perspektif informan, kalau dari hasil konfirmasi ini belum tuntas maka 
peneliti menggali ulang dan selalu meminta tambahan penjelasan 
kembali kepada informan sampai tuntas. 
Dilakukan upaya ini adalah dalam rangka untuk memperoleh 
tingkat validitas hasil penelitian yang tinggi, dengan cara meminta 
informasi secara berulang-ulang kepada para aktivis, walaupun untuk 
tahap ini dilakukan tidak kepada semua para aktivis OBH namun dengan 
cara demikian maka peneliti dapat menuntaskan masalah yang menjadi 
hambatan dalam pendeskripsikan penulisan laporan penelitian ke semua 
teknik yang penelitian lakukan dalam mengecek keabsahan data ini 
dengan maksud untuk memperoleh transparansi, kepercayaan dan 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Setting Kota Palangka Raya 
Tempat penelitian  adalah Organisasi Bantuan Hukum “Perkumpulan Sahabat 
Hukum” Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah  yang memiliki aktivitas di 
Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri 
Palangka Raya. Sehingga letak penelitian berkaitan dengan situasi dan kondisi sosial 
di Kota Palangka Raya.  
1. Karakteristik Umum  Masyarakat Kota Palangka Raya 
Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Palangka Raya, pada awalnya 
mayoritas adalah suku Dayak Ngaju, kemudian karena proses perkawinan antar 
suku Dayak Ngaju dengan suku Dayak lainnya maka sekarang  hampir seluruh 
suku-suku dayak lain  yang ada di Kalimantan Tengah hidup bersama-sama 
etnik lain  sebagai penghuni Kota Palangka Raya. Sebutan kata Dayak adalah 
sebuah umum di Kalimantan, di seluruh Indonesia setiap orang mendengar kata 
Dayak sudah tentu pandangannya tertuju pada salah satu suku-suku di Indonesia 
yang mendiami pulau Kalimantan. Istilah “Dayak”  secara kolektif menunjuk 
kepada orang-orang non muslim atau non melayu yang merupakan  penduduk 
asli Kalimantan pada umumnya. (King, 1993) Arti Dayak bagi  Rachmat dan 
R. Sunardi mengatakan bahwa kata Dayak adalah satu perkataan untuk 
menyatakan stam-stam yang tidak beragama Islam dan mendiami pedalaman 
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Kalimantan, dan istilah ini diberikan oleh orang Melayu di pesisir Kalimantan 
yang berarti orang Gunung. 
Selain itu, bagi Tjilik Riwut kata Dayak menurut jamak orang bermakna 
orang pegunungan, batasan kata Dayak tersebut diuraikan sebagai orang 
pegunungan yang tidak ada dijumpai dalam beberapa kamus. Barangkali Dayak 
secara terminologi dapat disebut sebagai orang pegunungan karena mayoritas 
masyarakat Dayak bertempat tinggal di pinggiran sungai yang daratannya 
terdapat bukit-bukit. Dengan begitu, tidak bisa kita katakan orang dayak adalah 
orang pegunungan.  
Karena suku Dayak Kalimantan tersebar di seluruh Kalimantan 
terpencar-pencar di mana-mana, di hulu-hulu sungai, di lembah, di kaki-kaki 
bukit, dan lain-lain, tetapi hanya sedikit yang diketahui dan ditulis dijadikan 
buku. Panggilan untuk orang-orang Dayak, misalnya mereka berasal dari 
Kapuas, disebut Oloh Kapuas, yang berasal dari Katingan, disebut Oloh 
Katingan, dan  yang berasal dari sungai Kahayan disebut Oloh Kahayan dan 
begitu seterusnya (Oloh berarti orang). 
Di kalangan orang Dayak sendiri ada yang keberatan memakai nama 
Dayak dan dikenal pula istilah Daya yang lebih popular di Kalimantan Barat 
dan Kalimantan Timur. Sebagai contoh ada istilah Daya Sahawung yang 
diabadikan sebagai nama kompleks pelajar di Kuala Kapuas. Juga kita kenal 
suatu organisasi orang-orang Dayak dengan nama Partai Daya. 
Sekarang, apa arti dan pengertian Daya dan kata Sahawung? (Sahawung 
juga disebut Tahawung). Dalam bahasa Dayak, kata Daya menunjukkan kata 
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sifat yang berarti menunjukkan suatu kekuatan. Demikian pula sahawung 
berarti suatu sifat kepahlawanan yang gagah perkasa pantang menyerah. Kalau 
kita hubungkan dengan semboyan hidup leluhur suku Dayak yaitu Menteng 
Ureh Mamut yang berarti gagah berani pantang menyerah. Dalam bahasa 
Dayak Sangen (bahasa Dayak Kuno) kata Dayak berarti bakena yang dalam 
bahasa Indonesia berarti cantik atau gagah perkasa. 
Zaman dahulu antara suku di kalangan suku Dayak sendiri saling 
berpegang untuk mencari kepala manusia, dan inilah Salah satu faktor yang 
menyebabkan suku Dayak tersebar di seluruh Kalimantan. Mereka mencari 
tempat-tempat yang aman dari serangan suku lain, mengisolasikan diri dari 
pergaulan suku-suku lain, sehingga karena perbedaan tempat serta faktor isolasi 
yang berpuluh-puluh tahun lamanya memungkinkan perbedaan dari suku 
Dayak satu dengan suku Dayak lainnya. Untuk melindungi serangan dari luar 
mereka membangun rumah besar, kuat, tinggi, yang dapat memuat 100-200 
orang didalamnya yang dinarnakan betang atau lamin.  
Suku-suku Dayak tersebar di Kalimantan, ada sebagian di Kalimantan 
Utara, dan sebagian di wilayah Republik Indonesia. Sebetulnya bagi orang 
Dayak tidak ada jarak pemisah yang secara tegas mengenai batas daerah ini 
(Riwut, 2007: 261-265). 
Gambaran mengenai kehidupan sosial dalam suatu masyarakat sangat 
sarat dicirikan dengan nilai budaya yang dianutnya. Karena Suku Dayak Ngaju 
sebagai penghuni mayoritas sudah barang tentu  nilai budayanya dapat 
mewarnai ciri khas kehidupan sosial budaya masyarakat Kota Palangka Raya. 
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Dalam perspektif sosio-community diakui istilah “Budaya Betang” 
secara substantif pada Budaya tersebut, adalah dalam bermasyarakat norma 
berdasarkan kesamaan, rasa berkeluarga, dan rasa bersama-sama dalam sistem 
komunitas terbuka, amat berkesesuaian dengan karakteristik masyarakat suku 
Dayak Ngaju. 
Menurut Cahyono, et.al., (2008: 46-47) kebanyakan suku yang 
mendiami wilayah Kalimantan Tengah baik Jawa, Banjar, Madura, maupun 
Tionghoa. Terdapat hampir sepuluh suku Dayak dalam empat bahasa utama 
Dayak mencakup dua ratus lima puluhan suku-suku pecahan yang masih ada di 
Kalimantan Tengah. Kalau komunitas Dayak Kalimantan Barat memberikan 
identifikasi dirinya adalah group suku identik dengan agama Kristen, untuk 
Dayak Kalimantan Tengah tidak bisa disamakan, sebab bukan saja menunjuk 
pada salah satu suku atau sub suku akan tetapi kepada group suku di Kalimantan 
Tengah secara holistik. Sebab inilah yang menjadi motivator bagi Kalimantan 
Tengah secara lebih mantap mengidentifikasi etnik sebab semua suku yang 
terdapat pada daerah ini melakukan asimilasi  dalam satu rumpun melakukan 
penerimaan Banjar selaku ‘group culture’ dalam melakukan interaksi di antara 
etnik tersebut.  
2. Letak dan Luas Daerah Kota Palangka Raya 
Kalimantan Tengah sebagai salah satu provinsi di Indonesia di mana 
Palangka Raya sebagai ibukotanya posisinya pada Lintang Utara 0°45’, Lintang 
Se1atan  3°30’ dan Bujur Timur 111°. Menempati posisi di tengah-tengah tiga 
provinsi lain  yakni bagian timur dengan daerah parsial Kalimantan Timur, di 
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Selat dengan laut Jawa dan bagian Barat dengan Provinsi Kalimantan Selatan, 
bagian utara  dengan daerah parsial berbatasan dengan Provinsi Kalimantan 
Barat.  
Lebar Kalimantan Tengah terekam 153.564 km2. Dalam pemekaran 
dibentuk delapan Kabupaten sebagai bentuk implementasi Undang-Undang  
Nomor  5 Tahun 2002, Provinsi Kalimantan Tengah mencakup tiga belas 
Kabupaten dan 1 Kota. Kabupaten Katingan dan Kabupaten Murung Raya 
adalah Kabupaten paling luas, tiap-tiapnya 23.700 km2  dan 17.800 km2  atau 
lebar dua  Kabupaten tersebut hampir 27% dari keseluruhan Kalimantan 
Tengah. 
Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan 
dataran rendah, ketinggiannya berkisar antara 0 s/d 150 meter dari permukaan 
air laut. Kecuali sebagian kecil wilayah utara merupakan daerah perbukitan 
dimana terbentang pegunungan Muller Schwanner dengan puncak tertingginya 
(bukit raya) mencapai 2.278 meter dari permukaan air laut. 
Dengan sebelas sungai besar dan tidak  kurang dari 33 sungai kecil atau 
anak sungai, keberadaannya menjadi salah satu ciri khas Kalimantan Tengah. 
Sungai Barito dengan panjang mencapai 900 km dengan rata-rata kedalaman 8 
m merupakan sungai terpanjang dan dapat dilayari hingga 700 km. 
Sebagai daerah yang beriklim tropis wilayah Provinsi Kalimantan 
Tengah rata-rata mendapat penyinaran matahari sekitar 60% per tahun. 
Udaranya relatif panas yaitu siang hari mencapai 33°C dan malam hari 23°C, 
sedangkan rata-rata curah hujan per tahunnya relatif  tinggi yaitu mencapai 200 
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mm. (Dokumen Kalimantau Tengah Dalam Angka Kalimantan Tengah In 
Figures Tahun 2009)  
Letak dan  luas daerah Kota Palangka Raya secara geografis terletak 
pada 113030 - 114004 Bujur Timur dan 1°30 sampai 2024 lintas selatan, dengan 
luas wilayah 2.67851 Km2 (267.85l Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar 
dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Selanjutnya secara 
administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan: 
- Sebelah Utara  : Dengan Kabupaten Gunung Mas 
- Sebelah Timur : Dengan Kabupaten Pulang Pisau 
- Sebelah Selatan : Dengan Kabupaten Pulang Pisau 
- Sebelah Barat  : Dengan Kabupaten Katingan 





















3. Wilayah Pemerintahan, Jumlah Penduduk, Garis Kemiskinan dan Perkara 
Pidana di Kota Palangka Raya 
Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 30 Kelurahan 
dengan tabel sebagai berikut: 
No. Kecamatan  Kelurahan 
1. Pahandut  1. Pahandut 
2. Panarung 
3. Langkai  
4. Tumbang Rungan 
5. Tanjung Pinang 
6. Pahandut Sebrang 
2. Jekan Raya 1. Menteng  
2. Palangka 
3. Bukit Tunggal 
4. Petak Ketimpun 
3. Sebangau 1. Kereng Bangkirai 
2. Sebangau  
3. Kelampangan 
4. Kameloh Batu 
5. Bereng Bengkel 
6. Danau Tundai 
4. Bukit Batu 1. Marang  
2. Tumbang Tahai 
3. Banturung 
4. Tangkiling 
5. Sei Gohong 
6. Kanarakan 
7. Hambaring Hurung 
5. Rakumpit 1. Petuk Bukit 
2. Pager 
3. Panjenang 
4. Gaung Baru 
5. Petk Berumbai 
6. Murung Baru 
7. Bukit Sua 
Tabel 2. Wilayah Pemerintahan Kota Palangka Raya  
Jumlah secara demografi Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) 
Kecamatan dan 30 Kelurahan. Keadaan penduduk Kota Palangka Raya 
sebanyak 283.612 orang yang terdiri dari 145.301 orang laki-laki dan 138.311 
orang perempuan. Penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Jekan Raya di 
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mana 52.08% penduduk Palangka Raya tinggal di kecamatan ini. Kecamatan 
terpadat di Kota Palangka Raya adalah Kecamatan Pahandut di mana terdapat 
834 orang setiap Km.  
Garis kemiskinan  Kota Palangka Raya tahun 2018 naik menjadi Rp. 
353.853,- per kapita perbulan dari sebelumnya Rp. 345.417,-  per kapita per 
bulan. Sebaliknya persentase penduduk miskin turun menjadi 3,47% atau 9,78 
ribu orang penduduk miskin (Buku Statistik Kota Palangka Raya, 2019: 55)  
 
No  Tahun  







1. 2018 353.853 3.47 9.78 
2. 2017 345.417 3.62 9.90 
3. 2016  324.082 3.75 9.96 
4. 2015 307.796 3.91 10.25 
5. 2014  299.328 3.81 9.68 
6. 2013 281.323 3.94 9.70 
Tabel 3. Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin 2013-2018 
Secara riil perkara pidana yang terjadi di kota Palangka Raya menurut 
data statistik untuk perkara biasa yang dilimpahkan ke pengadilan negeri 
sebanyak 220. Berikutnya adalah perkara Narkotik/Psikotropika sebanyak 67. 
Sehingga berjumlah 287 perkara, dibandingkan dengan tahun 2017 sebanyak 
276 perkara. (Buku Statistik Kota Palangka Raya, 2019) 
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Adapun perkara perdata di Pengadilan Agama Palangka Raya, yang 
banyak mendominasi adalah perkara perceraian. Peningakatan terjadi di awal 
tahun 2019 sejak maret hingga mei di atas 50 orang lebih yang mengajukan 
gugatan cerai di Pengadilan Agama (PA) Palangka Raya. Kalau dilihat data 
lima bulan terakhir sepanjang tahun 2019 setidaknya ada 300 orang yang 
mengajukan perkara perceraian dan gugatan lainnya dalam kehidupan 
perkawinan. (Dokumen PA Palangka Raya)  
4. Budaya dan Tradisi 
Upacara adat khas Kalimantan Tengah  merupakan bagian dari budaya 
Indonesia yang banyak mengandung nilai kearifan masyarakat lokal dan hidup 
bermasyarakat sampai sekarang. Tradisi daerah yang beribukotakan Palangka 
Raya ini sejatinya harus mendapat perhatian dari masyarakat setempat, lebih 
khususnya dari instansi pemerintahan yang sekarang ini lagi menjabat. 
Baik secara filosofis maupun dalam konteks tindakan prososial, 
misalnya tradisi Handep bagaimana upaya kerjasama atau gotong royong 
dilestarikan.  Adat istiadat Kalimantan Tengah mencakup berbagai sisi 
kehidupan, mulai dari tradisi yang berlaku untuk anak-anak sampai orang 
dewasa saat hendak melangsungkan pernikahan. Juga kebiasaan adat yang 
mengatur hal kematian bagi warga setempat, dengan demikian, seluruh 
kehidupan masyarakat terdapat adat yang mengaturnya. 
a. Tradisi Handep 
Semangat atau karakter Handep Dayak Ngaju bisa dijadikan salah satu 
alternatif. Karena Handep mengandung makna gotong royong yang kesemuanya 
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akan berkontribusi pada pembentukan kondisi masyarakat yang mempunyai 
karakter/jati diri dan beretos kerja tinggi untuk mempertahankan budayanya. 
Handep dalam bahasa Dayak Ngaju mengandung arti gotong royong dan dalam 
bahasa Indonesia dengan makna yang lebih luas. Dalam kata handep terkumpul 
sekumpulan nilai-nilai luhur yang berkembang dalam masyarakat Dayak Ngaju, 
yaitu “terima kasih dan handep”, yang memiliki makna seia sekata, seayun 
selangkah, sepengertian sepemahaman, senasib sepenanggungan, saling 
mendukung, saling menyayangi, saling membantu, bekerja sama, rasa 
persaudaraan yang sedemikian erat dan kebersamaan. (Hartati, 2018:1-7) 
Di Kalimantan Tengah realitas tradisi ‘handep’ bukan hanya terjadi 
dalam kegiatan keagamaan Kristen, tetapi juga terjadi di kegiatan keagamaan 
Muslim maupun kegiatan keagamaan Kaharingan. Ini dapat dilihat dari kegiatan 
perayaan hari besarnya. Tanggal 25 Desember merupakan perayaan Natal umum 
bagi orang Kristen disini ada kegiatan saling mengunjungi, dan yang datang 
mengunjungi bukan hanya sesama orang Kristen tetapi ada kerabat yang Muslim 
dan Kaharingan yang mengunjungi umat Kristen, demikian pula halnya bila tiba 
saatnya hari raya besar agama Muslim terjadi juga kegiatan saling mengunjungi. 
Atau dalam upacara keagamaan Kaharingan, kalau kita melihat realitas yang 
terjadi di masyarakat bahwa yang ikut berpartisipasi tidak hanya sesama 
Kaharingan, yang hadir juga ada agama Kristen dan agama Islam, meski 
mungkin hanya sekedar menghadiri saja, atau malah tidak segan-segan untuk 
ikut ambil bagian dalam kegiatan. Ini menunjukkan adanya realitas budaya 
‘handep’ yang diterapkan masyarakat dalam berbagai kegiatan keagamaan yang 
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mereka lakukan terutama masyarakat suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. 
(Hartati, 2018:1-7) 
b. Tradisi Manetek Kayu 
Kebiasaan adat Manetek Kayu di Kalimantan Tengah mempunyai nilai 
yang tinggi dalam kehidupan masyarakat suku Dayak. Tradisi ini 
mempertontonkan kekuatan pria dayak terkait dengan kemampuan, 
keterampilan, dan kekuatan dalam memakai Pahera untuk bisa bertahan hidup. 
Persamaan lain, hal ini sama nilainya dengan kemampuan menyumpit, 
memainkan mandau maupun tradisi lainnya. Upacara ini adalah ritual dalam 
penyambutan tamu khas Dayak Kalimantan Tengah, juga terkait dengan tradisi 
Pantan. Tamu yang datang bukanlah tamu sembarangan. Namun tamu yang 




Tradisi Tiwah adalah seremoni  ritual orang mati fase akhir untuk 
komunitas suku Dayak di Kalimantan Tengah (Kalteng), terutama Dayak di 
remote area pemeluk Kaharingan yang diakui merupakan agama nenek moyang 
komunitas Dayak. Seremonial tersebut adalah acara kematian pada jamaknya 
dipersembahkan untuk orang yang sudah mati dan dikubur sudah lama sampai 
yang tersisa disebutkan tinggal tulang. 
Tujuan dari upacara Tiwah guna memudahkan  jalan roh atau arwah 
yang berkaitan menuju Lewu Tatau (Surga-dalam Bahasa Sangiang) sampai 
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dapat damai dan tenteram di alam yang Kuasa berbasis kepercayaan komunitas 
lokal. 
d.Tradisi Pakanan Sahur Lewu Dayak 
 
Adat Pakanan Sahur Lewu suku Dayak di Kalteng adalah salah satu 
dari 5 jenis seremoni ritual yang akbar distingsi Suku Dayak di Palangka Raya. 
Makna dalam “Pakanan” adalah mempersembahkan dalam bentuk sesajen 
diperuntukkan kepada nenek moyang atau yang dalam kesucian. Adapun  
“Sahur” mempunyai makna sebagai nenek moyang atau dewa di mana diyakini 
memelihara keberlangsungan hidup seseorang, membuat sehat, selamat, 
kedamaian, kebaikan dan karunia untuk yang mengimani terhadap-Nya. Sedang 
arti “Lewu” adalah desa atau kampung wadah menetapnya  suatu penduduk pada 
suatu daerah. 
Lazimnya  seremoni Pakanan Sahur Lewu sebagai pengendali adalah 
pemuka Agama Kaharingan dalam ungkapan lokal dikenal sebagai Basir. Meski 
demikian kebiasaan adat tersebut biasanya dilaksanakan yang memeluk Agama 
Kaharingan, walaupun  memiliki tujuan juga terkait dengan hajat orang lain. 
Jadi, pada saat sekarang ini, acara Pakanan Sahur Lewu juga sering melibatkan 
tokoh dan kelompok agama diluar agama Kaharingan. 
Pakanan Sahur Lewu ditujukan pula sebagai tempat yang bermanfaat 
untuk membangun kebersamaan dan semangat gotong royong di antara warga 
dan suasana keagamaan di Kalimantan Tengah. 




Manyanggar merupakan akar dari kata “Sangga” yang memiliki 
pengertian batasan atau rambu-rambu. Seremoni  Manyanggar Suku Dayak 
kemudian dimaknai berupa ritual yang dilakukan orang dalam upaya membuat 
limitasi semua segi kehidupan dengan sesuatu yang gaib. 
Alasan kenapa Manyanggar tersebut dari komunitas Dayak sebab 
mereka yakin bahwa di kehidupan di dunia ini, ada manusia tapi terdapat pula 
kehidupan arwah halus (di luar manusia). Dengan terdapat rambu-rambu atau 
batasan dengan arwah halus itu diinginkan agar dua makhluk tersebut jangan 
sama-sama mengganggu keberadaan tiap-tiap mereka. Lebih daripada itu, 
sebagai pemberian keramat kepada limitasi kehidupan di alam sebelah. 
Mereka yang hendak membuat lahan baru pertanian, biasanya akan 
melakukan Ritual Manyanggar ini. Atau bisa juga bagi mereka yang sedang 
mendirikan bangunan rumah tinggal. 
f. Tradisi Ritual Nahunan 
 
Tradisi Ritual Nahunan adalah acara pemandian bayi dengan 
melakukan ritus berdasarkan umumnya suku Dayak Kalteng. Dasar tujuan dari 
implementasi setahun adalah seremoni memberi nama dan dilangsungkan 
pengukuhan menurut tradisi Kaharingan untuk bayi yang lahir. 
Asal kata dari Nahunan yaitu “Nahun” bermakna Tahun. Dapat 
disimpulkan, ritus tersebut biasanya dilaksanakan untuk bayi yang sudah 
berumur minimal 1 tahun. Perayaan tersebut dianggap sakral dan harus 






Tradisi Ngadatu yang ada di Kalimantan Tengah ialah upacara 
kematian yang dikhususkan bagi mereka yang meninggal dan terbunuh (tidak 
wajar) dalam peperangan atau bagi para pemimpin rakyat yang terkemuka. 
Waktu pelaksanaan ritual ini selama tujuh hari tujuh malam dengan melibatkan 
warga setempat. 
h. Tradisi Dayak Pakanan Batu 
 
Tradisi Dayak Pakanan Batu merupakan budaya yang mentradisi pasca 
panen pertanian. Tradisi ini memiliki maksud untuk menyatakan rasa syukur 
pada alat-alat pertanian yang dipakai di sawah dari pembersihan lahan sampai 
memanen. 
Batu sebagai benda yang dikeramatkan pada ritual ini. Keyakianan 
mereka menyatakan bahwa Benda ini dianggap sebagai sumber energi, yaitu 
menajamkan alat-alat yang digunakan untuk becocok tanam. Misalnya untuk 
mengasah parang, balayung, kapak, ani-ani atau benda dari besi lainnya. 
Selain menghasilkan kelancaran pekerjaan, bagi mereka para pemakai 
peralatan bercocok tanam dan berladang, batu dianggap pula telah memberikan 
perlindungan bagi si pengguna peralatan sehingga tidak luka atau mengalami 
musibah saat membuka lahan untuk becocok tanam. 
i. Mamapas Lewu 
 
Upacara adat Mampakanan Sahur dan Mamapas Lewu bertujuan 
meminta keselamatan warga di Kalimantan Tengah. Yang gemar melakukan 
kebiasaan adat ini adalah masyarakat Dayak Kotawaringin Timur, terutama 
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mereka yang memeluk kepercayaan Kaharingan. Upacara Mamapas Lewu 
merupakan manifestasi tatanan kehidupan dalam berinteraksi dengan komunitas 
sesama. 
Tujuan dari kebiasaan adat ini ialah untuk membersihkan alam dan 
lingkungan hidup (petak danum) beserta segala isinya dari berbagai sengketa, 
bahaya, sial, wabah penyakit, untuk menciptakan suasana panas menjadi dingin 
dan gerah menjadi sejuk. 
Tradisi ini juga bisa berkonotasi doa yang diutarakan kepada Yang 
Maha Kuasa supaya tercipta kehidupan yang abadi di muka bumi, terhindar dari 
segala musibah, pertikaian, iri, dan dengki, sehingga tercipta kerukunan dan 
keharmonisan hidup antarumat manusia dan alam lingkungan yang saling 
mengisi dan menghormati. 
5. Keadaan Masyarakat Kurang Mampu dan Perkumpulan Bantuan Hukum di Kota 
Palangka Raya 
Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, pada 
bulan Maret 2019, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per 
kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Kalimantan Tengah mencapai 
134.594 orang (4,98 persen), berkurang sebesar 1.852 orang dibandingkan 
dengan kondisi September 2018 yang sebesar 136.446 orang ( 5,10 persen). 
Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2018 sebesar 
4,56 persen turun menjadi 4,47 persen pada Maret 2019. Sementara persentase 
penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2018 sebesar 5,45 persen 
turun menjadi 5,33 persen pada Maret 2019. 
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Selama periode September 2018-Maret 2019, jumlah penduduk miskin 
di daerah perkotaan naik sebanyak 431 orang (dari 48.127 orang pada September 
2018 menjadi 48.558 orang pada Maret 2019), sementara di daerah pedesaan 
berkurang sebanyak 2.283 orang (dari 88.319 orang pada September 2018 
menjadi 86.036 orang pada Maret 2019). 
Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, 
khususnya warga miskin, merupakan salah satu wujud implementasi terhadap 
pemenuhan, pengakuan, perlindungan, serta jaminan hak asasi warga negara. 
Sejalan dengan hal tersebut, berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah untuk 
memberikan jaminan atas pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia, salah 
satunya melalui pembentukan regulasi mengenai pelaksanaan pemberian 
bantuan hukum sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2011. Sebanyak 6 (enam) Organisasi Bantuan Hukum (OBH) melakukan 
penandatanganan Kontrak Bantuan Hukum dengan Kepala Kantor Wilayah 
(Juliasman Purba). Acara penandatanganan yang dilaksanakan Bertempat di 
Aula Kantor Wilayah, dihadiri oleh instansi vertikal  yaitu Kejaksaan Tinggi 
Kalimantan Tengah, Pengadilan Negeri Palangka Raya, dan Polres Palangka 




























26 Kasus 3 Kgt 100 % 
5 DPC PERADI 
Palangka Raya 
26 Kasus 6 Kgt 99,84 % 
6 LBH Mustika 
Bangsa 
3 Kasus 6 Kgt 99,74 % 
Tabel 4. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Non 
Litigasi kepada orang miskin Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah 
Tahun 2019 
 
Enam OBH tersebut merupakan OBH yang telah lulus verifikasi dan 
mendapatkan akreditasi yang ada di Kalimantan Tengah, antara lain Dewan 
Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Palangka Raya, Perkumpulan Sahabat 
Hukum Palangka Raya, Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa Cabang 
Kapuas, Perkumpulan Eka Hapakat Sampit, Perkumpulan Konsultasi Bantuan 
Hukum STIH Habaring Hurung Sampit, dan Perkumpulan Lembaga Bantuan 
Hukum Barito Terbit Buntok. 
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Tabel 5. Perkumpulan atau Organisasi Bantuan Hukum  
Kalimantan Tengah 
 
Melalui wawancara, Juliasman memaparkan bahwa “berdasarkan 
evaluasi kinerja OBH Tahun 2018, penyerapan anggaran untuk bantuan hukum di 
Kalimantan Tengah adalah 100% untuk anggaran litigasi dan 89,75% untuk 
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anggaran non litigasi, sehingga dari total keseluruhan anggaran pelaksanaan 
bantuan hukum (litigasi dan non litigasi) yang telah dilaksanakan terserap 97,30%”. 
(W/21/1/2020) 
Terkait dengan perkumpulan hukum yang dapat memberikan hukum 
gratis bagi orang miskin atau kelompok orang miskin dan telah lulus verifikasi dan 
akreditasi di Kementerian Hukum dan HAM RI yang ada di Kota Palangka Raya 
adalah Perkumpulan Sahabat Hukum Palangka Raya. (Brosur Bantuan Hukum 
Kemenkumham Kanwil Kalteng,  2019) 
 
Gambar 5. Sosialisasi UU Bantuan Hukum di Kanwil Kemenkumham Kalimantan 
Tengah bersama seluruh aktivis OBH se Kalimantan Tengah. 
 
6. Deskripsi Organisasi  Bantuan Hukum “ Perkumpulan Sahabat Hukum” 
Perkumpulan ini bernama: Perkumpulan “SAHABAT HUKUM” untuk 
selanjutnya dalam anggaran dasar cukup disingkat dengan perkumpulan 
berkedudukan di kota Palangka Raya. Perkumpulan dapat membuka karir dalam 
satu karir pendidikan di tempat lain,  di Wilayah Republik Indonesia berdasarkan 
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keputusan Pengurus dengan persetujuan Rapat Pengurus, dengan persetujuan 
bersama. Perkumpulan berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.  
Perkumpulan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial. Untuk 
mencapai maklumat dan tujuan tersebnut di atas, perkumpulan menyelenggarakan 
kegiatan, sebagai berikut :  
- Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat luas yang tidak mampu 
tanpa membedakan agama, keturunan, suku, keyakinan politik, jenis 
kelamin maupun latar belakang sesuai dengan budaya;  
- Berperan aktif dalam menyelenggarakan Civic Education, memberantas 
korupsi,  demokrasi, pelestarian lingkungan dan aktif dalam penegakan 
hukum, proses pembentukan hukum dan pembaruan dan aktif dalam 
penegakan hukum, proses pembentukan hukum dan pembaruan hukum 
sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dari Deklarasi Umum Hak-Hak 
Asasi Manusia (Universal Danteration of Human Righ);  
- Membina dan memperbaharui hukum serta mengawasi pelaksanaannya.  
Perkumpulan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan 
lamanya Perkumpulan mempunyai kekayaan dasar yang berasal dari kekayaan 
Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang yang berjumlah sebesar Rp. 
5.000.000,- (Lima juta rupiah). Selain kekayaan sebagaimana dalam ayat (1) 
pasal ini, kekayaan Ikatan dapat juga diperoleh dari :  
a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;  
b. Iuran Anggota 
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c. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ikatan dan 
atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua kekayaan 
perkumpulan dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan ikatan.  
Persyaratan untuk diterima menjadi anggota perkumpulan adalah sebagai 
berikut :  
a. Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditetapkan oleh Ikatan.  
b. Menerima anggaran dana dan anggaran rumah tangga dari program umum 
dan peraturan-peraturan hukum.  
c. Menyatakan diri untuk menjadi anggota dengan mengisi format 
keanggotaan 
d. Ditetapkan dan disahkan oleh pengurus dengan keputusan yang berlaku 
melalui kartu tanda anggota 
e. Ketentuan mengenai persyaratan menjadi anggota diatur lebih lanjut dalam  
anggota rumah tangga perkumpulan.  
Hak-hak anggota adalah sebagai berikut:   
a. Setiap anggota berhak untuk memperoleh perlakuan yang sama.  
Setiap anggota berhak untuk mengeluarkan suara/pendapat, saran, baik 
secara lisan maupun tulisan.  
b. Setiap anggota berhak untuk memperoleh dana dipilih dalam pemilihan 
pembelaan sesuai peraturan yang berlaku  
c. Setiap Anggota berhak untuk mengikuti kegiatan peningkatan pengakuan 




Adapun kewajiban anggota bahwa setiap Anggota perkumpulan 
berkewajiban untuk.  
a. Membuat dan melakukan sepenuhnya semua ketentuan Anggaran Dasar dan 
Anggaran Rumah Tangga dan Ketentuan-ketentuan lain yang telah 
ditetapkan oleh pengurus. 
b. Menjaga dan menjunjung tinggi makna baik ikatan.  
c. Mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mengembangkan organisasi. 
d. Menghayati dan melaksanakan kode etik profesi.  
e. Mentaati keputusan-keputusan rapat. 
f. Mempartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Ikatan.  
Perkumpulan mempunyai  organisasi yang terdiri dari :  
a. Rapat Anggota  
b. Pengurus 
c. Pengawas  
No Nama Jabatan Aktivitas 
1 Fachri Ahyani Ketua Umum Advokat 
2 Rajabuddin Sekretaris Advokat 
3 Nota Utami Bendahara Staf Keuangan 
4 Parlin Bayu Hutabarat Bidang Litigasi Staf Administrasi 
5 H. Ruslan Abdul Gani Bidang Non Litigasi Staf Administrasi 
6 Amir Samad Pengawas Praktisi Hukum 
Tabel 6. Pengurus Perkumpulan Sahabat Hukum Palangka Raya 
Ketua Umum  :  Fachri Ahyani, Sarjana Hukum Warga Negara 
Indonesia, lahir di Palangka Raya, pada tanggal 10-
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10-1968 (sepuluh Oktober seribu sembilan ratus enam 
puluh delapan). Islam, Pengacara, bertempat tinggal 
di kota Palangkaraya, komplek Supra Nomor 85, 
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan 
Kereng Bangkirai. Kecamatan Sabangau, Pemegang 
Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah 
Kota Palangkaraya Nomor : 627104101080005, 
berlaku hingga tanggal 10-10-2017 (Sepuluh oktober 
dua ribu tujuh belas).   
Sekretaris  : Rajabuddin, Sarjana Hukum, Warga Negara 
Indonesia, lahir di Palangkaraya, pada tanggal 06-05-
1982 (Enam Mei seribu sembilan raus delapan puluh 
dua) Islam, Konsultan, bertempat tinggal di Kota 
Palangkaraya, Jalan RTA. Milono Kilomeneter 8,3 
Komplek Kertak Hanyar Nomor 21, Rukun Tetangga 
003, Rukun Warga 002, Kelurahan Kereng Bangkirai, 
Kecamatan Sebangau, Pemegang Kartu Tanda 
Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Kota 
Palangkaraya Nomor : 5271040605820001, berlaku 
hingga tanggal 05-05-2018 (Lima Mei dua ribu 
delapan belas).  
Bendahara : NOTA UTAMI, Warga Negara Indonesia lahir di 
Palangkaraya, pada tanggal 13-03-1989 (Tiga Maret 
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sembilan belas delapan puluh sembilan), Islam, 
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Palangkaraya,  
dalam Sundoro Nomor 049, Rukun Tetangga 004[, 
Rukun Warga 011, Kelurahan Palangka, Kecamatan 
Jekan Raya, Pemegang Kartu Tanda Penduduk 
Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangkaraya 
Nomor: 6271035303890002, berlaku hingga tanggal 
13-03-2017 (Tiga Maret dua ribu tujuh belas). 
Bidang 
Litigasi  
: Tuan PARLIN BAYU HUTABARAT, Warga Negara 
Indonesia, lahir di Pangkalanbun, pada tanggal 26-02-1985 
(Dua puluh enam Februari seribu sembilan ratus delapan 
puluh lima), Islam, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di 
Kota Banjarmasin, Komplek Ahmad Yani I Nomor 32, 
Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 005, Kelurahan 
Pembangunan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Pemegang 
Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kota 
Banjarmasin Nomor : 6371022602850002, berlaku hingga 
tanggal 25-02-2015 (Duapuluh enam Februari dua ribu 




: Haji RUSLAN ABDUL GANI, Warga Negara 
Indonesia, lahir di Teweh, pada tanggal 02-02-
1957 (dua  Februari seribu sembilan ratus lima 
puluh tujuh), Islam, Pegawai Negeri Sipil, 
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bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, Jalan 
RTA. Milono Km. 9 Perumahan Umum Supra 
Nomor 9,  Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 
992, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan 
Sabangau, Pemegang Kartu Tanda Penduduk 
Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangka 
Raya Nomor : 6271040202570001, berlaku 
hingga tanggal 02-02-2017 (Dua Februari dua 
ribu tujuh belas).  
a. Pengawas :  AMIR SAMAD, Sarjana Hukum, Master 
Hukum, Warga Negara Indonesia, lahir di Ujung 
Pandang, pada tanggal 16-05-1954 (Enam belas 
Agustus seribu sembilan ratus lima puluh 
empat), pensiunan, bertempat tinggal di Kota 
Palangkaraya, Jalan Rajawali VI, Nomor 29, 
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa/ 
Kelurahan Bukit Tunggal,Kecamatan Jekan 
Raya pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi 
Kalimantan Tengah Kota Palangkaraya Nomor : 
527103608540002, berlaku hingga tanggal 16-





B.  Hasil Penelitian 
1. Tindakan Prososial Aktivis Organisasi Bantuan Hukum (OBH) 
Fokus dari penelitian ini adalah menggambarkan bagaimana perilaku 
prososial Aktivis Pemberi Bantuan Hukum serta makna tindakan prososial 
tersebut. 
 
Dalam bagian ini, aspek-aspek perilaku prososial meliputi lima hal. 
Yaitu: menolong (helping), berbagi rasa (sharing), kerjasama (cooperation), 
berderma (donating), dan bertindak jujur (honesty).  
 
Dari hasil wawancara dengan menggunakan guidance yang disusun 
berdasarkan aspek-aspek tindakan prososial tersebut, peneliti telah 
mendapatkan beberapa temuan lapangan yang dimasukkan ke dalam beberapa 
tema yang setelahnya digambarkan. 
a. Menolong  (Helping) 
Sebuah perilaku  mempunyai sebab akibat menguntungkan atau 
mensejahterakan individu lainnnya. Membantu bisa berkategori Membantu  
biasa (Casual helping), bantuan yang diberikan kepada seseorang yang baru 
kenal. Bantuan khusus (Subtantial personal helping), bantuan yang dilakukan 
memberi keuntungan secara faktual. Bantuan emosi (Emotional helping), ada 
keterkaitan emosional antar pribadi dalam kaitan ini aktivis sebagai pendengar 
dari klien. Bantuan emergensi (Emergency helping), menolong seseorang yang 
asing baginya tetapi dalam kondisi darurat dan sangat sulit.  
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 Kesediaan untuk membantu orang lain yang sedang berada dalam 
kesulitan dapat difahami dari petikan hasil wawancara pada ketua OBH Sahabat 
Hukum sebagaimana berikut ini; 
“Ok jadi gini bu laila lah sebenarnya kalau orang sudah tetap di bidang 
bantuan hukum, kalau dia sudah di organisasi OBH ya memang perlu di 
lihat sisi profesionalnya dan seorang advokat harus ada jiwa menolong, 
jadi kalau orang sudah masuk di OBH kalau ada orang yang bermasalah 
hukum dari masyarakat miskin secara gratis yang harus ditangani. Ada 
dua jenis bantuan hukum ada yang prodeo dan ada yang probono kan,  
kalau prodeo kan mohon maaf masih ada dana, tapi  kalau sudah bicara 
probono kan gratis total, memiliki jiwa-jiwa mengabdi, jadi kita 
memberi bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu ya 
selaku seorang advokat, di undang-undang advokat memang diwajibkan 
membantu orang tidak mampu dalam Undang-Undang bantuan 
hukumkan sangat wajiblah karena di situlah apa fungsi seorang 
pengacara, penasehat hukum atau disebut juga advokat karena dasar 
lahirnya profesi ini kan awalnya itu bu, lalu diformalkan lah atau 
diresmikan dalam bentuk UU yang dari awal sebelum ada UU sudah 
tersebar di sana-sini kan cuma khusus diatur untuk yang berhubungan 
dengan bantuan hukum itu sih jadi tidak ada alasan sebenarnya tidak 
bisa membantu orang yang kena masalah hukum yang tidak mampu ya 
kalau masalahnya memang  kalau misalnya  orang dari di Sampit minta 
bantuan pengacara Palangka Raya dari kendalanya masalah operasional 
kan itu dulu tapi sekarang dengan walaupun kita mau membantu tapi 
kadang-kadang mohon maaf kita ini kan kesulitan juga kadang-kadang 
untuk transportasi, untungnya sekarang menyebar untuk OBH tidak 
masalah karena ada OBH di sana”. (W/12/09/2020) 
 
Dari wawancara tersebut secara substansi bahwa advokat dalam 
aktivitas memang memiliki jiwa untuk memberikan bantuan kepada orang lain, 
bantuan yang diberikan dari berbagai aktivitas advokat terutama berdasarkan 
kesadaran  kepada klien yang bermasalah sebagaimana wawancara yang 
dilakukan peneliti dengan Anggota OBH Sahabat Hukum “bekerja menangani 
perkara tanpa biaya dan melakukan atas dasar kesadaran kita, teman-teman  
OBH ini rata-rata dulunya korban, kemudian selesai masalahnya, bergabung 
dengan kita untuk menolong yang lain”.(W/07/12/2019) 
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Dalam hal memberikan pertolongan aktivis advokat tetap melakukan 
pendampingan secara profesional melalui Organisasi Bantuan Hukum (OBH) 
walaupun diberikan secara cuma-cuma, hal ini sebagaimana informasi yang 
diberikan oleh Sekretaris OBH Perkumpulan Sahabat Hukum: 
“Orientasinya yang pasti membantu orang yang tidak mampu, karena 
Negara kita masih banyak yang tidak mampu, jangankan bayar di 
persidangan. Apakah kena kasus pidana, orang kena sial tertabrak 
mobil, anaknya narkoba, Negara ini hadir dengan menggunakan 
anggaran prodeo. Motivasinya membantu masyarakat yang tidak 
mampu untuk orang miskin, jangankan untuk bayar perkara untuk 
makan saja susah, menghadapi perkara seperti itu  bagi mereka tidak 
mudah kalau orang kaya 10-20 juta mudah saja, bantuannya melalui 
OBH” (W/06/08/2019) 
 
Wawancara di atas menunjukkan bahwa sebagai advokat sudah ada jiwa 
menolong dalam memberikan bantuan hukum kepada orang dengan penuh 
kesadaran walaupun di bayar oleh Negara atau tidak di bayar oleh Negara 
advokat tetap melakukan pendampingan atau memberikan nasehat hukum 
melalui probono yaitu dengan keikhlasan memberikan bantuan hukum tanpa 
biaya. 
b. Berbagi (Sharing) 
Seseorang dapat merasakan apa yang orang lain rasakan dan dengan 
komponen kognitif seseorang mampu memahami apa yang orang lain rasakan 
beserta alasannya. 
 Hipotesis empati-altruisme 
Perhatian yang empatik yang dirasakan seseorang terhadap penderitaan 




 Model mengurangi perasaan negatif 
Orang menolong untuk mengurangi perasaan negatif akibat melihat 
penderitaan orang lain. Seseorang berada dalam suasana hati yang negatif 
sebelum melihat orang yang sedang kesusahan dan dengan menolong 
diharapkan ia dapat mengurangi perasaan negatifnya tersebut. 
 Hipotesis kesenangan empatik 
Seseorang akan menolong bila ia memperkirakan dapat ikut 
merasakan kebahagiaan orang yang akan ditolong atas pertolongan yang 
diberikannya. Seseorang menolong karena percaya bahwa pertolongannya 
akan memberikan hasil yang positif. 
Advokat sebagai pendamping meyakini bahwa komunikasi dan berbagi 
informasi itu sangat penting bersifat efektif dalam pengurusan kasus yang 
menimpa klien. Hal tersebut dapat dilihat pada petikan wawancara Ketua OBH 
Perkumpulan Sahabat Hukum berikut ini: 
“Gini, salah satu syarat bu lah untuk bisa menangani perkara itu dengan 
baik harus saling terbuka antara klien dengan yang pendamping, kalau 
dipidana kan selaku penasehat hukum tapi kalau diperdata kan selaku 
kuasa, jadi kalau kita berbicara bagaimana sharing ya memang harus 
apa masalah yang si penerima bantuan didengarkan baik-baik dan tidak 
bisa ditutup tutupi, karena kalau nanti tidak terus terang tidak sharing  
dengan baik salah nanti pendampingannya kalau di pidana. Ambil 
contoh seseorang yang dipidana minta bantuan dari pemberi bantuan 
hukum karena inya misalnya dituduh membunuh nah pembunuhan itu 
kan macam-macam ada pembunuhan  biasa, berencana, penganiayaan 
berat, yang mengakibatkan matinya orang lain, ternyata misalnya 
faktanya tidak membunuh dia karena ditempeleng  kena orang itu lalu 
kena penyakit jantung meninggal seketika di situ, nah kalau dalam 
proses penyidikan karena bisa diancam pasal pembunuhan. Nah  fungsi 
kitalah (advokat maksudnya) yang berperan di situ, bagaimana caranya 
nah kita menanya dengan klien kita sebenarnya kaya apa (bagaimana) 
kejadian waktu itu anu pa koq sampai meninggal orang tu, mungkin 
inya (dia) menjawab saya waktu itu cuma memukul menempeleng 
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begitu aja pak, saya gak tahu gak ada niat menghilangkan nyawa dia 
atau membunuh dia, nah di situ lah kalau misalnya inya (dia) kada 
(tidak) berterus terang menceritakan kejadian dari awal sampai akhir  
agak susah nah di situlah apa fungsi sharingnya, dari seorang klien ke 
pemberi bantuan hukum”. (W/07/01/2020) 
 
Secara psikologis, seorang advokat dapat merasakan apa yang dialami 
oleh kliennya dan bisa memberikan perasaan yang tidak panik dan mudah untuk 
menjelaskan problem yang ada, petikan wawancara dengan anggota OBH 
Perkumpulan Sahabat Hukum: 
“Selama ini klien itu datang dengan permasalahannya, kalau dalam 
prakteknya bu lah, kalau orang ini mengalami masalah itu saya 
gambarkan masalah ibu atau bapak taruh di meja saya, saya sekarang 
yang memegang masalah ibu atau bapak, seakan-akan ibu atau bapak  
tidak ada masalah, misalkan ketika dia dikejar-kejar orang bank 
misalkan tidak bisa bayar gitu, maka dia cukup menyebutkan masalah 
saya sudah saya serahkan dengan OBH silakan datang ke sana,  
sehingga orang ini akan merasa lebih tenang bu, bahagia dan dia bisa 
bekerja secara normal tanpa tekanan. Nah dari permasalahan yang 
dialami”. (W/07/12/2019) 
 
Dari wawancara di atas, permasalahan yang ada pada klien memang 
harus diinformasikan dengan objektif supaya memunculkan solusi yang benar-
benar adil dan dapat memberi ketenangan kepada klien. Advokat juga berusaha 
untuk bertanggung jawab dan memberikan argumentasi bahwa apapun yang ada 
pada klien siap untuk menghadapi dan memberikan jawaban apabila ada pihak 
ketiga yang mencoba untuk minta keterangan. 
c. Kerjasama (Cooperating) 
Cooperating merupakan aktivitas yang dilakukan minimal 2 orang 
yang bertukar bantuan  pada satuan aktivitas pekerjaan atau  meraih arah yang 
serupa. Bagi Stewart kerja sama bisa diterjemahkan seperti kolaborasi, sebab 
pada kegiatan sosialisasi kerjasama mempunyai kepentingan yang asasi.  Selain 
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itu inti dari dimensi sosial dan organisasi ialah konsensus. Adapun dari segi 
sosiologis, implementasi kerjasama di antara group dalam masyarakat terdapat 
3 dimensi yaitu: 
1) Tawar Menawar (bargaining) yaitu individu atau kelompok melakukan 
langkah-langkah kooperatif supaya meraih tujuan bersama dengan melalui 
perjanjian bertukar barang, jasa, kekuasaan maupun jabatan. 
2) Kooptasi (cooptation) yakni kerelaan untuk terbuka terhadap hal-hal baru 
dari orang lain dalam berorganisasi dengan maksud menjauhkan efek 
instability atau konflik dalam berorganisasi, 
3) Koalisi (coalition) yaitu kerjasama antara 2 buah perkumpulan atau lebih 
memiliki tujuan bersama. Di berbagai perkumpulan yang melakukan koalisi 
mempunyai limitasi pada perjanjian. Dengan begitu, visi dan misi tiap-tiap 
perkumpulan tetap eksis. 
Bentuk kerjasama antara advokat dengan klien sangat diperlukan 
dalam upaya memudahkan proses administrasi, beberapa kesulitan masyarakat 
dalam melakukan pendaftaran mengalami kendala terutama dalam hal 
administrasi seperti tidak memiliki KTP, surat keterangan tidak mampu. Aktivis 
langsung turun ke lapangan dengan mengerahkan anggota OBH untuk 
memberikan bantuan untuk melengkapi pengisian formulir dan data 
pendukung. Hal ini sebagaimana wawancara dengan Ketua OBH Perkumpulan 
Sahabat Hukum: 
“Kalau ada orang yang mengalami kesusahan, dalam prakteknya 
masalah biaya materai dan surat kuasa kami tidak memintanya, dan 
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kami pasti tidak meminta ke klien. Kita akan bantu untuk identitas 
sementara, misalnya mengurus KTP atau keterangan domisili, kenal 
nggak dengan RT, ibu tulis tangan saja domisili, nanti kalau klien 
tidak mampu mengurus KTP maka akan dikerahkan anak-anak untuk 
mengurus KTP” (W/12/01/2020) 
 
Dalam konteks kerjasama antara aktivis advokat bantuan hukum telah 
dilakukan terutama di Kalimantan Tengah terdapat 6 OBH, hal ini dapat 
diketahui dari hasil wawancara dengan Sekretaris OBH Perkumpulan Sahabat 
Hukum:  
“Aktivitas OBH ada kerjasama lembaga saya, ada 6 OBH  yang 
terakreditasi yang boleh me akses prodeo di Kementerian Hukum dan 
HAM, tapi kalau  prodeo di sini (Posbakum) saya sebagai petugas 
untuk memberikan konsultasi  layanan ke masyarakat jadi saya tidak 
bersidang di sini. Supaya tidak ada tabrakan bantuan. Saya membantu 
masyarakat yang tidak memahami hukum.” (W/06/12/2019) 
 
Dari wawancara di atas, bahwa kerjasama di antara advokat yang 
bernaung di bawah OBH sangat memerlukan kerjasama dengan OBH yang lain 
dalam geografis dan lingkungan tempat kerja di mana OBH tersebut berada hal 
ini sangat beralasan karena antara OBH memiliki kesamaan  tujuan dan sasaran  
untuk bisa mengakses program pemerintah dan dalam pelaporan memerlukan 
koordinasi horizontal. Eksistensi advokat juga tidak lepas perannya 
bekerjasama dengan klien dalam menuntaskan kasus klien di mana persoalan 




Gambar 6. Rapat dan musyawarah OBH se Kalimantan Tengah di 
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah. 
 
Kerjasama juga dilakukan oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota OBH 
Perkumpulan Sahabat Hukum dalam menangani kasus dengan pembiayaan dari 
Kementerian Hukum dan HAM, sebagaimana petikan wawancara dengan 
sekretaris OBH: 
“Proses administrasi, akses anggarannya ada, maka melalui akses 
anggaran di kemenkumham, kalau saya pengguna jasa. Sesuai dengan 
anggaran yang ada di kemenkumham, kami ada kontrak perjanjian 
kerjasama. Data yang ada di kita, pendampingan 10 perkara. Semua 
kasus prodeo itu saya sampaikan dokumennya ke kemenkumham, 
prosesnya macam-macam. KTP, surat keterangan miskin, surat 
kuasanya, surat permohonannya, kemudian gugatannya yang sudah 
tanda tangan. Putusan pengadilan”. (W/06/12/2019) 
 
Kerjasama OBH Perkumpulan Sahabat Hukum juga dilakukan dengan 
Mahkamah Agung di mana Posbakum menjadi bagian penting di setiap 
pengadilan baik pengadilan agama, pengadilan negeri maupun pengadilan tata 
usaha Negara. Untuk mekanisme penggunaan anggaran pada Pos Bantuan 
Hukum Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Palangka Raya, biaya 
penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum berasal dari anggaran bantuan hukum 
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yang digunakan untuk pengadaan advokat piket setelah anggaran dari APBN 
tersedia. Biaya pengadaan advokat piket tersebut adalah berdasarkan standar 
biaya khusus sesuai peraturan yang berlaku dan disalurkan melalui kerja sama 
kelembagaan yang bentuk dan tata caranya akan diatur lebih lanjut di dalam 
format pola hubungan kerja sama Pos Bantuan Hukum. Bendahara akan 
menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran sebagai bukti pertanggungjawaban 
keuangan. Bendahara juga akan mencatat semua biaya yang telah dikeluarkan 
untuk pembentukan dan pengadaan Pos Bantuan Hukum dalam buku kas umum 
dan buku bantu lainnya sesuai ketentuan. Namun yang perlu diingat adalah 
pendanaan untuk advokat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palangka 
Raya tersebut hanya terbatas pada pendanaan advokat piket, bukan pendanaan 
untuk biaya perkara.  
Adapun mengenai berapa honor yang diterima advokat di posbakum 
ini dijelaskan oleh Sekretaris Perkumpulan Sahabat Hukum dalam wawancara 
berikut: 
“Saya di posbakum sini dibayar perjam dan apabila melewati jam 
kerja berarti masuk hitungan probono, terkadang klien banyak  minta 
nasehat hukum melewati jam kerja, jam pelayanan yang berlaku senin 
sampai kamis pukul 08.00-12.00 WIB, istirahat sejam kemudian 
dilanjutkan dari pukul 13.00 sampai 16.00”. (W/06/12/2019) 
 
Untuk mekanisme penggunaan anggaran pada Pos Bantuan Hukum 
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Palangka Raya, biaya 
penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum berasal dari anggaran bantuan hukum 
yang digunakan untuk pengadaan advokat piket setelah anggaran dari APBN 
tersedia. Biaya pengadaan advokat piket tersebut adalah berdasarkan standar 
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biaya khusus sesuai peraturan yang berlaku dan disalurkan melalui kerja sama 
kelembagaan yang bentuk dan tata caranya akan diatur lebih lanjut di dalam 
format pola hubungan kerja sama Pos Bantuan Hukum. Bendahara akan 
menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran sebagai bukti pertanggungjawaban 
keuangan. Bendahara juga akan mencatat semua biaya yang telah dikeluarkan 
untuk pembentukan dan pengadaan Pos Bantuan Hukum dalam buku kas umum 
dan buku bantu lainnya sesuai ketentuan. Namun yang perlu diingat adalah 
pendanaan untuk advokat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palangka 
Raya tersebut hanya terbatas pada pendanaan advokat piket, bukan pendanaan 
untuk biaya perkara.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris OBH Perkumpulan 
Sahabat Hukum di Posbakum Pengadilan Agama Palangka Raya, “pada 
dasarnya honor akan dibayar sesuai jam kerja, tetapi terkadang klien 
memerlukan informasi yang detail pada saat konsultasi dan pelayanan yang lain 
maka akan melewati jam kerja. Maka ini salah satu tindakan prososial advokat 
untuk berderma (Donating) membantu kliennya atau apa yang disebut dengan 
probono”. (W/06/01/2020) 
Dari wawancara di atas diperkuat dengan dokumen Kementerian 
Hukum dan HAM yaitu “Sinergi Probono dan Bantuan Hukum” dikatakan 
bahwa Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya bisa 
membiayai penanganan 7500 perkara se Indonesia; probono diharapkan  dapat 
memenuhi  kebutuhan bantuan hukum yang tidak dapat dipenuhi APBN. 
Probono juga  juga dapat memenuhi kebutuhan bantuan hukum dari “Sandwich 
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People” (bukan golongan  masyarakat miskin namun juga tidak dapat membayar 
perkara; Kementerian hukum dan HAM tetap melakukan integrasi database 
pengacara yang melakukan probono dari masing-masing organisasi bantuan 
hukum (OBH) dengan sistem informasi database bantuan hukum; monitoring 
bersama mengenai kualitas pemberian bantuan hukum dan penempatan advokat 
magang di kabupaten yang tidak memiliki OBH. (Dokumen Kemenkumham, 
2019)  
Berdasarkan hasil observasi, di dalam Pos Bantuan Hukum, pelayanan 
yang diberikan berasal dari advokat piket yang dibawahi oleh organisasi bantuan 
hukum, paralegal (untuk non litigasi), baik yang langsung dibawahi oleh 
organisasi bantuan hukum maupun organisasi profesi advokat. Pada Pos Bantuan 
Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya terdapat 4 (empat) Organisasi 
Bantuan Hukum piket berdasarkan jadwal setiap harinya, yaitu : 
1) Untuk hari senin diisi oleh advokat piket dari Organisasi Bantuan Hukum 
Habaring Hurung; 
2) Untuk hari selasa diisi oleh advokat piket dari Dewan Pimpinan Cabang 
Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI); 
3) Untuk hari rabu diisi oleh advokat piket dari Kongres Advokat Indonesia 
(KAI); 
4) Untuk hari kamis diisi oleh advokat piket dari Perkumpulan Sahabat Hukum; 
dan 
5) Untuk hari jumat diisi oleh advokat dari ke-4 Organisasi Bantuan Hukum 
(OBH) tersebut. (Hasil wawancara dengan Bapak Fachri Ahyani, S.H., 
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selaku Ketua Organisasi Bantuan Hukum “Perkumpulan Sahabat Hukum” 
pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, Pada 20 
Februari 2017, Pukul 09.42 WIB, di Sekretariat Organisasi Bantuan Hukum 
“Perkumpulan Sahabat Hukum”.) Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama 
Palangka Raya  setiap hari kerja diisi oleh piket dari aktivis OBH 
Perkumpulan Sahabat Hukum. 
Apabila advokat piket di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri 
Palangka Raya membutuhkan rembesan dana pembiayaan perkara, advokat piket 
melalui Organisasi Bantuan Hukum yang membawahinya harus mengajukan 
permohonan pembiayaan perkara ke Kementerian Hukum dan HAM. Organisasi 
Bantuan Hukum tersebut juga harus melakukan verifikasi dan akreditasi untuk 
mendapatkan bantuan pembiayaan perkara dari Kementerian.  
 
 
Gambar 7. Depan Posbakum Pengadilan Agama  Palangka Raya 
Selain kerjasama OBH Perkumpulan Sahabat Hukum dengan 
Kementerian Hukum dan HAM, OBH Perkumpulan Sahabat Hukum juga 
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bekerjasama dengan Mahkamah Agung, lembaga kepolisian juga menjadi pihak 
yang penting dalam menangani kasus klien. kebanyakan dari dokumen-dokumen 
yang diperoleh sangat banyak membantu dan biayapun sudah ditanggung oleh 
negara. Beberapa dokumen  yang sudah berhasil dikumpulkan peneliti terlihat 
beberapa kasus hukum yang sedang ditangani oleh OBH Perkumpulan Sahabat 
Hukum dan beberapa OBH lain di Kalimantan Tengah yang bersidang di 
Pengadilan Agama Palangka Raya, adapun dokumen-dokumen tersebut dibuat 
deskripsi oleh peneliti sebagai berikut: 
(1) Perceraian (Litigasi) Nomor 60/PDT.G/2020/PA.PLK  
 
Seseorang membuat surat permohonan kepada Perkumpulan Sahabat 
Hukum untuk diberikan pendampingan di persidangan perkara cerai gugat di 
Pengadilan Agama Palangka Raya. Seseorang  melampirkan Kartu Indonesia 
Sehat (KIS) dan Kartu Tanda Penduduk.  Kemudian memberikan surat kuasa 
khusus untuk advokat FA, PU, dan R. untuk mendampingi atau mewakili 
menghadap, berbicara, meminta informasi atau keterangan, menandatangani 
surat-surat, mendaftarkan surat kuasa khusus, menghadiri setiap tahapan 
persidangan, mendampingi tahap mediasi, menyampaikan gugatan cerai gugat, 
mengajukan eksepsi/tangkisan, melakukan jawab menjawab (replik), mengajukan 
bukti-bukti surat, mengajukan saksi-saksi, mengajukan alat bukti tambahan, 
menyampaikan kesimpulan, menerima atau menolak putusan hakim, mengambil 
akta cerai atau putusan hakim pengadilan Agama Palangka Raya atau mengajukan 
Banding di Pengadilan Tinggi Agama atau mengajukan kasasi atau peninjauan 
kembali di Mahkamah Agung yang berhubungan dengan kepentingan hukum 
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perkara pemberi kuasa (Dokumen OBH Perkumpulan Sahabat Hukum, 2020) 
(2) Itsbat Nikah (Litigasi) Nomor 10/pdt.p/2020/PA Plk  
Seseorang  memohon kepada advokat untuk mendampingi perkara Itsbat 
Nikah di Pengadilan Agama Palangka Raya. Orang tersebut  melengkapi 
persyaratan menerima bantuan secara cuma-cuma dengan melampirkan KIS dan 
KTP serta dokumen penunjang lainnya. Kemudian dia membuat surat kuasa 
khusus untuk memberikan kekuasaan kepada advokat untuk melakukan tindakan. 
Diberikan kepada Advokat untuk mewakili atau mendampingi Kemudian 
memberikan surat kuasa khusus untuk advokat untuk mendampingi atau mewakili 
menghadap, berbicara, meminta informasi atau keterangan, menandatangani 
surat-surat, mendaftarkan surat kuasa khusus, menghadiri setiap tahapan 
persidangan, mendampingi tahap mediasi, menyampaikan permohonan Itsbat 
Nikah, mengajukan eksepsi/tangkisan, melakukan jawab menjawab (replik), 
mengajukan bukti-bukti surat, mengajukan saksi-saksi, mengajukan alat bukti 
tambahan, menyampaikan kesimpulan, menerima atau menolak putusan hakim, 
mengambil putusan hakim di  Pengadilan Agama Palangka Raya atau mengajukan 
Banding di Pengadilan Tinggi Agama atau mengajukan kasasi atau peninjauan 
kembali di Mahkamah Agung yang berhubungan dengan kepentingan hokum 
perkara pemberi kuasa. (Dokumen OBH Perkumpulan Sahabat Hukum, 2020) 
(3) Dispensasi Kawin (Litigasi) Nomor  18/Pdt.P/2020/PA Plk  
 
Seseorang  memohon untuk pendampingan perkara dispensasi nikah di 
Pengadilan Agama Palangka Raya. Orang tersebut melampirkan syarat-syarat 
berupa KTP dan KIS dan dokumen penunjang lain untuk mendapatkan bantuan 
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hukum cuma-cuma. Perkara dispensasi nikah untuk anak kandungnya. Dia 
membuat surat kuasa khusus untuk memberikan kekuasaan kepada advokat 
untuk melakukan tindakan. Diberikan kepada Advokat untuk mewakili atau 
mendampingi.  Kemudian memberikan surat kuasa khusus untuk advokat untuk 
mendampingi atau mewakili menghadap, berbicara, meminta informasi atau 
keterangan, menandatangani surat-surat, mendaftarkan surat kuasa khusus, 
menghadiri setiap tahapan persidangan, menyampaikan permohonan Dispensasi 
Nikah, mengajukan eksepsi/tangkisan, melakukan jawab menjawab (replik), 
mengajukan bukti-bukti surat, mengajukan saksi-saksi, mengajukan alat bukti 
tambahan, menyampaikan kesimpulan, menerima atau menolak putusan hakim, 
mengambil putusan hakim di  pengadilan Agama Palangka Raya atau 
mengajukan Banding di Pengadilan Timggi Agama atau mengajukan kasasi atau 
peninjauan kembali di Mahkamah Agung yang berhubungan dengan 
kepentingan hukum perkara pemberi kuasa. (Dokumen OBH Perkumpulan 
Sahabat Hukum, 2020) 
(4) Konsultasi Hukum (Non Litigasi) 
 
Seseorang memohon kepada advokat Perkumpulan Sahabat Hukum 
dengan mengisi formulir permohonan. Bahwa orang tersebut  berkonsultasi 
problem perkawinan yang tidak didaftar di Kantor  Urusan Agama Kecamatan 
Pahandut, sementara  orang tersebut memerlukan akta nikah untuk kepastian 
hukum dan kepentingan hukum lainnya. Adapun nasehat hukum dari advokat 
selaku konsultan OBH Perkumpulan Sahabat Hukum menyarankan “ agar orang 
itu mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (Itsbat Nikah) ke 
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Pengadilan Agama Palangka Raya”. Hasil akhir konsultasi akhirnya Anonim dan 
suaminya mengajukan permohonan Itsbat Nikah. Kesan dari konsultasi adalah 
klien sudah berumur tua tetapi tingkat kesadaran hukum cukup baik yaitu 
keinginan untuk mengesahkan perkawinannya. (Dokumen OBH Perkumpulan 














Gambar 8. Konsultasi Hukum. 
(5) Drafting Dokumen (Non Litigasi) 
 
Seseorang  mengajukan permohonan  bantuan kepada OBH Sahabat 
Hukum berupa  drafting dokumen perjanjian damai dengan isterinya,  agar mau 
mencabut gugatan cerai  di Pengadilan Agama Palangka Raya.  Tindakan 
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advokat selaku konsultan  akhirnya membuatkan drafting dokumen berupa 
perjanjian kedua belah pihak. Dalam perjanjian tersebut berisi nama kedua belah 
pihak yang bersengketa, pasal-pasal yang menjadi adanya perjanjian lebih tegas. 
Mulai dari ketentuan umum hingga addendum dan ditandatangani kedua belah 
pihak. (Dokumen OBH Perkumpulan Sahabat Hukum 2020) 
(6) Penyuluhan  Hukum (Non Litigasi) 
 
Tema penyuluhan hukum “Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, judul 
kegiatan bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu, tipe kegiatan 
ceramah.  Tanggal pelaksanaan  12 maret 2020  uraian singkat kegiatan dalam 
rangka melaksanakan amanat Pasal 10 huruf e Undang-Undang Nomor 16 tahun 
2011 tentang Bantuan Hukum, maka OBH Sahabat Hukum  melaksanakan 
penyuluhan hukum  pada hari kamis, tanggal 12 Maret 2020. Pertimbangan 
mengambil tema pembunuhan karena akhir-akhir ini permasalahan tersebut 
marak terjadi seperti membunuh manusia mudah sekali seperti membunuh 
binatang. (Dokumen OBH Perkumpulan Sahabat Hukum 2019) 
OBH Perkumpulan Sahabat Hukum siap membantu dan menawarkan diri 
bagi tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 A Palangka Raya yang divonis 
melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang hukumannya  berkisar 
seumur hidup atau 20 tahun dengan tuduhan yang tertuang dalam Pasal 340 
KUHP.  
Berikut adalah tabel daftar perkara pidana yang didampingi advokat dari 
Organisasi Bantuan Hukum Perkumpulan Sahabat Hukum pada Pos Bantuan 




No. No Permohonan Bantuan Hukum Tahapan 
1. 00005.62.01.pdt.bphn.2020 Layanan Bankum 
perkara  gugatan  
persidangan 
2. 00007.62.01.pdt.bphn.2020 Layanan bankum  
perkara gugatan 
Persidangan 
3. 00001.62.02.pdt.bphn.2020 Layanan bankum  
penyuluhan hukum 
Proposal 








6. 00002.62.01.pdt.bphn.2020 Layanan bankum  
perkara gugatan 
Persidangan 
7. 00009.62.01.pdt.bphn.2020 Layanan bankum  
perkara gugatan 
Persidangan 
8. 00008.62.01.pdt.bphn.2020 Layanan bankum  
perkara gugatan 
Persidangan 
9. 00004.62.01.pdt.bphn.2020 Layanan Bankum  
Perkara gugatan 
Persidangan 
10. 00003.62.01.pdt.bphn.2020 Layanan bankum  
perkara gugatan 
Persidangan. 
11 00001.62.01.pdt.bphn.2020 Layanan bankum  
perkara  
Penyidikan 
Tabel 7. Perkara perdata di Posbakum  Pengadilan Agama Palangka Raya, 
2020 
Beberapa dokumen  yang sudah berhasil dikumpulkan peneliti terlihat 
beberapa kasus hukum yang sedang ditangani oleh OBH Perkumpulan Sahabat 
Hukum dan beberapa OBH lain di Kalimantan Tengah yang bersidang di 
Pengadilan Negeri  Palangka Raya, adapun dokumen-dokumen tersebut dibuat 
deskripsi oleh peneliti sebagai berikut: 
(1) Minuman Beralkohol (penyidikan) 
Seseorang  sebagai pemohon bantuan hukum  bahwa  pada tanggal 21 
Oktober 2019, pemohon atas nama seseorang telah ditahan pihak berwajib  
karena telah melakukan tindak pidana barangsiapa menjual, menawarkan, 
menyerahkan atau membagikan barang yang diketahuinya membahayakan 
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nyawa kesehatan orang sedangkan  sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya 
berupa minuman beralkohol jenis tuak. 
Pihak kepolisian memberikan surat penunjukkan guna melindungi dan 
terpenuhinya hak-hak tersangka bersama ini kami tunjuk saudara advokat 
sebagai penasehat hukum/pengacara untuk mendampingi tersangka dari tingkat 
penyidikan  sampai selesai perkara tersebut. (Dokumen Posbakum, 2020)  
(2) Narkoba   
Seseorang sebagai pemohon bantuan hukum bahwa pada tanggal 12 
Desember pemohon ditahan pihak kepolisian karena telah melakukan tindak 
pidana secara tanpa hak atau melawan  hukum memiliki, menyimpan, 
menguasai, atau menyediakan atau membeli, menerima, menjual, menawarkan 
untuk dijual dalam jual beli narkotika golongan1 bukan tanaman jenis shabu, 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) atau pasal 114 ayat (2) UU RI 
No 35 Tahun 2009 tentang narkotika. 
Pihak kepolisian memberikan surat penunjukkan guna melindungi dan 
terpenuhinya hak-hak  tersangka bersama ini kami tunjuk sdr advokat sebagai 
penasehat hukum/pengacara untuk mendampingi tersangka dari tingkat 
penyidikan  sampai selesai perkara tersebut. (Dokumen Posbakum Pengadilan 
Negeri, 2020) 
(3) Pencurian 
Seseorang disidik atas  dugaan tindak  pidana pencurian yang dilakukan 
pada tanggal 27 Desember 2019 sekira jam 18.30 wib di rumah seseorang di  
Kabupaten Gunung  Mas. Maka dikeluarkan surat permohonan bantuan hukum 
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dengan menunjuk satu atau lebih penasehat hukum untuk mendampingi 
tersangka dalam pemeriksaan  dan persidangan nantinya secara cuma-cuma. 
(Dokumen Posbakum Pengadilan, 2020) 
(4) Lainnya (ITE) pasal 45 (2) Jo pasal 27 (2) UU 19/2016 
Seorang Anak diduga melakukan tindak pidana ITE pasal 45 ayat (2) 
Jo pasal 27 ayat (2) UU 19 2016 jo pasal 303 KUHP”. Bahwa penyidik 
ditreskrimsus sedang melakukan penyidikan tindak pidana  setiap orang dengan 
sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau 
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik  
yang memiliki muatan perjudian  sebagai dimaksud dalam pasal 45 (2) Jo pasal 
27 (2) UU nomor 19/2016 yang dilakukan oleh tersangka anak seseorang. 
Terkait dengan  hal tersebut guna kepentingan penyidikan diharapkan pihak 
pengadilan dapat menunjuk salah satu penasehat hukum dapat mendampingi 
tersangka anak dan berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara 
tersebut. (Dokumen Posbakum Pengadilan Negeri, 2020). 
No. Bantuan Hukum Tahapan 
1. Layanan Bankum perkara  minuman 
beralkohol  
penyidikan 
2. Layanan bankum  perkara Narkoba Penyidikan 
3. Layanan bankum  perkara Kurir Narkoba Penyidikan 
4. Layanan bankum  perkara pencurian Penyidikan 
5. Layanan bankum  perkara Narkoba Persidangan 
6. Layanan bankum  perkara Narkoba Persidangan 
7. Layanan bankum  perkara Kurir Narkoba Persidangan 
8. Layanan bankum  perkara Pengedar Narkoba Persidangan 
9. Layanan Bankum  Perkara Pengedar Narkoba Persidangan 
10. Layanan bankum  perkara Pemakai/Pengguna 
Narkoba 
Persidangan. 
11 Layanan bankum  perkara lainnya (ITE pasal 
45 (2) Jo Pasal 27 (2) UU 19 2016 
Penyidikan 
12. Layanan bankum  perkara Narkoba Penyidikan 
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13 Layanan bankum  perkara pidana di bidang  
informasi dan transaksi elektronik 
Persidangan 
Tabel 8.  Perkara Pidana di  Posbakum Pengadilan Negeri  
Dari dokumen tersebut bahwa sengketa hukum masyarakat tidak 
mampu sudah diakomodasi oleh pemerintah melalui berbagai lembaga atau 
badan, yang kemudian bekerjasama dengan OBH Perkumpulan Sahabat Hukum 




d. Berderma (Donating) 
 
Berlaku murah hati kepada orang lain. Ikut menyokong dengan tenaga 
dan pikiran, memberikan sesuatu kepada orang yang sedang tertimpa musibah 
(Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005). 
Filantropi sebagai upaya menolong sesama, kegiatan berderma, atau 
kebiasaan beramal dari seseorang yang dengan ikhlas menyisihkan sebagian dari 
harta atau sumberdaya yang mereka miliki untuk disumbangkan kepada orang 
lain yang memerlukan. Dengan kata lain filantropi dapat diartikan sebagai 
kebaikan hati yang diwujudkan dalam perbuatan baik dengan menolong dan 
memberikan sebagian harta, tenaga, pikiran secara sukarela untuk kepentingan 
orang lain 
Bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu memiliki dua layanan 
di Posbakum ada prodeo dan ada juga probono, dalam konteks berderma maka 
probono ini merupakan salah satu aktifitas advokat untuk menyumbangkan 
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tenaga dan biaya untuk memberikan layanan kepada masyarakat tidak mampu 
tanpa mengharap imbalan, sebagaimana petikan wawancara dengan Ketua OBH 
Perkumpulan Sahabat Hukum: 
“Ada dua jenis bantuan hukum ada yang prodeo dan ada yang probono 
kan,  kalau prodeo kan mohon maaf masih ada dana, tapi  kalau sudah 
bicara probono kan gratis total, memiliki jiwa-jiwa mengabdi, jadi kita 
memberi bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu ya 
selaku seorang advokat” (W/07/01/2020) 
 
Wawancara di atas juga diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh 
Sekretaris OBH Sahabat Hukum: 
“Probono itu, gini yang tidak diserap oleh Negara, yang tidak 
terbayarkan oleh Negara yang kami ikhlaskan namanya probono,  
banyak  Ada 10 perkara yang saya damping tidak ada anggaran, karena  
orang minta bantuan masa kita tolak dan kita anggap cukup, tapi saya 
lihat dulu kalau perkara waris tidak saya probonokan karena umumnya 
kasus orang kaya”. (W/07/01/2020) 
 
Walaupun probono bersifat gratis tetapi tetap dilakukan secara 
professional, karena menjadi advokat pada layanan bantuan hukum ditunjuk oleh 
pengadilan setempat sebagaimana petikan wawancara dengan anggota OBH 
Perkumpulan Sahabat Hukum: 
 
“Pada prinsipnya setiap orang dapat memberikan bantuan hukum 
bilamana ia mempunyai keahlian dalam bidang hukum, akan tetapi 
untuk tertibnya pelaksanaan bantuan hukum diberikan beberapa 
batasan dan persyaratan dalam berbagai peraturan. Pemberian bantuan 
hukum bagi masyarakat tidak mampu hanya dapat dilakukan oleh 
advokat yang sudah terdaftar pada Pengadilan Tinggi setempat” (W/ 
22/09/ 2019) 
 
Dari wawancara tersebut di atas, advokat sebagai penasehat maupun 
pendamping hukum klien yang tidak mampu,  memiliki semangat untuk 
menyumbangkan segala sumber daya yang dimiliki. Tidak hanya 
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mempertimbangkan anggaran yang dimiliki Negara (prodeo) tetapi lebih jauh 
lagi memberikan bantuan cuma-cuma secara probono dengan keikhlasan. 
e. Jujur (Honesty) 
 
Individu seringkali dihadapkan pada pilihan antara melakukan apa 
yang diketahui dengan mempertahankan perilaku moral atau melakukan cara 
penyelesaian yang mudah melalui berbohong, berbuat curang, atau mencuri. Hal 
tersebut sangat menggoda individu untuk melanggar aturan yang ada agar 
memperoleh keuntungan dengan segera. Meskipun ada sejumlah orang yang 
melakukan tindakan ilegal atau tidak bermoral namun masih banyak orang yang 
mampu menahan godaan tersebut. 
Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh aktivis advokat di antaranya 
penyuluhan dan sosialisasi untuk memberikan informasi akurat dengan 
pendekatan menyenangkan dan mengumpulkan data dan mengunjungi langsung 
ke kantong-kantong yang penduduknya miskin dan banyak masalah seperti di 
Pahandut seberang. Petikan wawancara dengan sekretaris OBH Sahabat Hukum 
dikatakan:  
“Non litigasi salah satunya yang kami sosialisasikan, Kami banyak 
menangani perkara itsbat nikah, nikah tidak tercatat, jadi saya 
sosialisasikan ke kelurahan, kantong2 sangat banyak terutama di 
daerah dekat bandara, pahandut seberang, kita lakukan pengkajian, 
kendala di lapangan perkara isbat nikah (nikah tidak tercatat) yang jadi 
penghulu Pak Haji H, ini masalah di lapangan jadi kami lakukan 
sosialisasi, bisa melalui penyuluhan hukum dan pemberdayaan 
masyarakat berapa dananya, berapa penyerapan yang kami lampirkan, 
pemerintah ada anggaran kami jalankan. Selain dibicarakan  saja tetap 
kami kontrol. Bapak ibu yang pernikahannya tidak dicatatkan di 
Negara bagi muslim di KUA, bagi non muslim di dukcapil,  bila 
mengurus apapun akan berurusan dengan administrasi, sederhana saja, 
handak (hendak) naik haji maka pian (kamu) susah ngurus di imigrasi. 
Bagaimana Pendekatan cara mediasi, negosiasi, pendekatan 
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menyeluruh, bikin pendekatan mereka itu  bahagia dulu. Biar mereka 
semangat, kami bongkar mereka itu supaya mau menjelaskan masalah 
mereka, kita menggali masalah mereka itu sulit, kita tidak bisa dapat 
langsung kecuali mereka datang, tapi kalau kita datang mereka mau 
menjelaskan  tapi kalau kita sudah mengarahkan lalu mereka 
menghubungi lalu berproseslah mereka di sini (posbakum), makanya 
harapan kita juga merencanakan melakukan penelitian untuk 
mengurangi dampak pernikahan dini, pernikahan tidak tercatat, kita 
mau satu tahun itu kita sudah mendapatkan data, kita identifikasi, kita 
akan ekspos di kecamatan ini tidak ada lagi yang tidak ada pasangan 
tidak punya surat nikah semuanya sudah terdaftar. Pahandut seberang 
yang banyak misalnya 30 orang, ayo mengurus, dan setelah ada 
putusan pengadilan dan dikeluarkan surat nikah dari KUA sebanyak 30 
orang yang sudah kita bantu, berkurang dari 100 yang belum tercatat. 




Gambar 9. Penyuluhan Hukum OBH Sahabat Hukum bekerjasama 
dengan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah bersama peneliti. 
 
Dalam wawancara tersebut ditanyakan juga bagaimana kriteria tidak 
mampu, Sekretaris OBH menjelaskan bahwa masyarakat miskin yang 
mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma adalah mereka yang tingkat 
pendidikannya maksimal SMA, kalau tingkat sarjana dianggap memiliki 
kemampuan apalagi kalau masyarakat tersebut adalah PNS atau ASN yang 
bekerja di pemerintahan maka pengajuannya ditolak. Sebenarnya subjek 
pemohon yang akan dinilai walaupun objek menunjukkan tingkat kemampuan 
namun dalam kondisi tertentu akan menentukan subjek mana yang akan diterima 
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dan ditolak tergantung sisi kelengkapan dan kevalidan data dan dokumen serta 
kenyataan di lapangan. Menurut hasil wawancara dengan advokat yang juga 
sebagai sekretaris OBH Sahabat Hukum diceritakan bahwa ; 
“Saya kalau sudah lengkap menerima berkas permohonan bantuan 
hukum cuma-cuma, saya langsung datang ke rumah klien untuk 
memastikan apakah klien benar-benar keluarga yang tidak mampu 
yang berhak menerima bantuan hukum cuma-cuma. Selanjutnya saya 
dan klien mengambil dokumentasi dengan memegang KTP dan KIS 
untuk menunjukkan ke masyarakat lain bahwa saya telah memastikan 
orang yang dibantu adalah benar-benar orang yang tidak mampu”. (W/ 
06/01/2020) 
 
Wawancara di atas menegaskan bahwa masyarakat sangat sulit berbagi 
informasi dan masalah yang dialaminya, sehingga  pengurus OBH membuat 
program langsung turun ke lapangan untuk mengetahui secara jelas sengketa 
hukum baik perdata maupun pidana, masalah  yang mengemuka adalah 
persoalan nikah tidak tercatat dan pernikahan dini. Tetapi sangat mustahil untuk 
masyarakat miskin datang langsung ke Posbakum di Pengadilan Agama maupun 
Pengadilan Negeri  yang sudah disediakan oleh pemerintah, tanpa pengurus 
OBH yang turun langsung menjemput. Hal ini juga dikuatkan oleh Ketua OBH 
Sahabat Hukum dengan jawaban singkat bahwa  “Berbagi informasi secara jujur  




Gambar 10. Saat mengunjungi warga miskin yang mendaftar bantuan Hukum 
cuma-cuma 
Kendala kecil yang bisa dialami oleh advokat Organisasi Bantuan 
Hukum “Perkumpulan Sahabat Hukum” di Pos Bantuan Hukum Pengadilan 
Negeri/Pengadilan Agama Palangka Raya adalah saat ini masih susah 
mengontrol terjadinya pemalsuan surat oleh masyarakat, misalnya seperti Surat 
Keterangan Tidak Mampu. Surat Keterangan Tidak Mampu tersebut terkadang 
disalahgunakan sehingga yang seharusnya bantuan hukum benar-benar 
diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu namun bisa saja terjadi 
penyimpangan karena pemalsuan tersebut sehingga bantuan hukum menjadi 
tidak tepat guna. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada sebagian masyarakat yang 
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menggunakan segala cara agar dapat memanfaatkan layanan publik terutama 
apabila pelayanan tersebut diberikan secara cuma-cuma.  
2. Makna Tindakan Prososial Aktivis Advokat Organisasi Bantuan Hukum 
dalam memberikan Pendampingan Hukum di Kota Palangka Raya 
 
Pada bagian makna tindakan prososial aktivis dalam melakukan 
pendampingan hukum yaitu nilai-nilai kemanusiaan (Humanitarianism Values), 
pemahaman (understanding), suka rela (Inventory Enhancement), relasi social 
(social relation), karir (career) dan protektif (protective). 
a. Nilai-Nilai Kemanusiaan (Humanitarianism Values) 
Advokat selaku Pemberi Bantuan Hukum dalam persidangan perkara 
pidana akan memberikan nasihat kepada terdakwa yang memberikan pengertian 
bahwa bukan berarti harus dibebaskan namun agar hak-hak terdakwa benar-
benar terlindungi dan diperhatikan, Pemberi Bantuan Hukum juga bisa 
memberikan pengarahan pembelaan untuk meminta keringanan hukuman 
kepada majelis hakim jika memang terdakwa menyadari kesalahannya dan 
kooperatif selama di persidangan.  
“Begini bu laila, Kehadiran saya dalam mendampingi  membantu 
mempercepat jalannya proses persidangan karena tentunya proses 
persidangan akan lebih terarah agar terciptanya proses peradilan yang 
cepat, sederhana, dan biaya ringan. Karena belum tentu terdakwa 
adalah seseorang yang mengerti hukum dan akan menimbulkan 
ketidakadilan apabila persidangan tetap dilakukan namun terdakwa 
tidak mengerti hukum dan prosedurnya. Belum lagi apabila tugas 
tersebut justru dilimpahkan kepada majelis hakim untuk memberikan 
pengertian mengenai hukum kepada terdakwa, tentunya akan 
menyebabkan munculnya persepsi yang tidak adil menurut penuntut 
umum. Peranan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palangka 
Raya melalui pendampingan dari Pemberi Bantuan Hukum ini sendiri 





Adanya pendampingan advokat juga melindungi terdakwa dari 
labeling untuk menjamin asas praduga tidak bersalah kepada terdakwa. Karena 
tidak bisa dipungkiri bahwa kesensitifan penilaian publik terhadap seseorang 
yang sudah diposisikan sebagai terdakwa memunculkan tindak diskriminasi dan 
intoleransi. Pendampingan advokat ini diharapkan agar terdakwa yang diperiksa 
pada sidang pengadilan perkara pidana wajib dianggap tidak bersalah sampai 
adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum menyatakan bahwa terdakwa 
terbukti bersalah. 
b. Pemahaman (Understanding) 
Dalam perkara pidana, Pemberi Bantuan Hukum juga memiliki peran 
dalam investigasi perkara pidana. Baik secara elektronik maupun non elektronik, 
Pemberi Bantuan Hukum juga diberi keleluasaan untuk membantu proses upaya 
pembuktian baik itu memanggil saksi juga ahli untuk meringankan terdakwa, 
maupun pencarian serta pengumpulan data, informasi dan temuan lainnya yang 
berkaitan dengan perkara pidana tersebut yang diharapkan dapat membantu 
meringankan terdakwa. Bahkan bagi Penerima Bantuan Hukum yang tidak bisa 
baca-tulis, Pemberi Bantuan Hukum dapat berperan secara aktif untuk 
menjelaskan dan membuat Penerima Bantuan Hukum mengerti tentang hak-hak, 
batasan-batasan maupun apa saja yang berguna bagi terdakwa untuk meminta 
pertimbangan keringanan kepada majelis hakim. Mengenai melatih skill advokat 
dalam aspek pemahaman  yaitu melakukan bimbingan dan pengarahan  ini 




“Sebenarnya selaku Pemberi Bantuan Hukum misalnya saya berperan 
melakukan pendampingan pada perkara pidana juga berhak untuk 
membantu mengajukan tuntutan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi 
bagi terdakwa, mengajukan keberatan apabila pengadilan tidak 
berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima, 
mengajukan pembelaan maupun upaya-upaya hukum lainnya seperti 
banding hingga kasasi. Proses persidangan perkara pidana yang relatif 
panjangpun dapat lebih terarah dan dan tidak berbelit-belit dikarenakan 
adanya Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui 
advokat untuk membimbing dan mengarahkan terdakwa untuk dapat 
mengerti dan mengikuti prosedur persidangan dengan baik. 
(W/12/01/2020) 
 
Memang dalam perannya pada perkara pidana, pendampingan Pos 
Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui advokat tentunya 
tidak mempengaruhi putusan hakim karena hakim harus obyektif dan melihat 
fakta-fakta yang terjadi di persidangan. Namun dengan adanya pendampingan 
Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui advokat tersebut 
diharapkan bahwa terdakwa dalam hal ini adalah masyarakat yang tidak mampu 
dapat memiliki suatu keberdayaan untuk mencari dan mendapatkan keadilan 
seadil-adilnya tanpa tercabutnya hak-hak terdakwa selaku warga negara karena 
hak untuk mendapat bantuan hukum merupakan hak yang tidak bisa dilanggar 
bahkan oleh majelis hakim sekalipun. (W/12/01/2020) 
Program Bantuan Hukum diharapkan dapat mendidik masyarakat untuk 
meningkatkan kadar kesadaran hukum, sehingga setiap anggota masyarakat 
menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan 
warga masyarakat. 
c. Suka Rela (Inventory Enhancement) 
Dalam bagian ini sudah disebutkan dengan jelas bahwa untuk 
meningkatkan dan mengembangkan psikologis pribadi, seorang aktivis yang 
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mendirikan OBH dan kemudian mendapat kehormatan ditunjuk sebagai OBH 
yang diamanahi oleh negara sebagai advokat atau pengacara, maka dia harus 
mengabdikan dirinya secara sukarela (altruistic). Petikan wawancara dengan 
Ketua OBH Perkumpulan Sahabat Hukum berikut ini: 
“Yang jelas kalau orang mau mendirikan OBH itu konsekuensinya inya 
(dia) sudah punya jiwa menolong, kada kawa inya baalasan (tidak bisa 
dia berargumen) kalau inya (dia) mendirikan OBH misalnya dengan 
dalih menjaring perkara itu kasihan dah (Kasihan sekali), karena orang 
sudah level OBH tu itu meski dalam pikiran orang itu kalau bicara 
OBH itu sudah pasti membantu secara gratis”. 
 
Dari wawancara di atas, kata kunci gratis atau cuma-cuma menjadi 
fokus dari program tersebut, Dalam hal ini beberapa kegiatan bantuan hukum 
didanai secara pribadi (probono). Memperkuat tindakan probono aktivis OBH, 
kutipan wawancara dengan informan yaitu ketua OBH Barito Terbit Buntok, 
yaitu: 
“Sebagai advokat dalam pelayanan hukum sesuai dengan kode etik 
advokat kami tidak boleh menolak orang yang minta/memerlukan 
bantuan hukum dengan alasan yang bersangkutan tidak mampu 
membayar honor advokat, dalam pelayanan kita tetap memberikan 
bantuan hukum dengan cara semaksimal mungkin tanpa membeda-
bedakan pelayanan, dengan kata lain kita tidak membeda-bedakan 
perkara yang mendapat honor atau tidak”. (W/15/1/2020) 
 
Dari hasil wawancara di atas, secara fakta aktivis OBH melakukan 
tindakan pro bono karena memang anggaran prodeo sangat terbatas. Perilaku ini 
dapat dilihat dalam praktek aktivis OBH di mana saja di Indonesia. 
d. Relasi Sosial (Social Relation) 
Contoh kendala kecil yang juga bisa dialami oleh advokat Organisasi 
Bantuan Hukum “Perkumpulan Sahabat Hukum” di Pos Bantuan Hukum 
Pengadilan Negeri Palangka Raya maupun juga organisasi bantuan hukum 
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lainnya adalah banyak masyarakat yang masih tidak tahu akan adanya Pos 
Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memberikan 
layanan bantuan hukum secara cuma-cuma atau dalam kata singkat masyarakat 
belum memiliki relasi secara sosial dengan OBH “Perkumpulan Sahabat 
Hukum”. Hal ini disampaikan anggota OBH Perkumpulan Sahabat Hukum:  
“Kayanya masyarakat dalam hal ini yang berperkara pidana memiliki 
rasa keragu-raguan untuk terbuka meminta bantuan hukum pada Pos 
Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya. Masyarakat sudah 
terdoktrin bahwa untuk meminta bantuan hukum pada advokat harus 
berbayar. Karena kondisi demikianlah masyarakat belum cukup 
kemauan dan keberaniannya untuk menggunakan hak-haknya melalui 
proses hukum, atau dengan pekataan lain masyarakat belum cukup 
berani untuk menggunakan layanan bantuan hukum. Padahal kehadiran 
Pos Bantuan Hukum inilah yang mempermudah masyarakat tidak 
mampu yang berperkara pidana di Pengadilan Negeri Palangka Raya 
untuk mendapatkan akses keadilan dan pemenuhan hak-haknya 
sebagai warga negara meskipun posisinya adalah terdakwa secara 
cuma-cuma”. (W/04/01/2020) 
 
Dalam beberapa kesempatan digunakan cara sosialisasi agar 
masyarakat memahami tindakan-tindakan prososial advokat dalam membantu 
masyarakat miskin melalui sosialisasi berupa penyuluhan hukum. Sebagaimana 
dijelaskan oleh sekretaris OBH Perkumpulan Sahabat Hukum “Litigasi itu 
pendampingan di pengadilan bukti konkretnya sampai mereka pada kepastian 
hukum, ada putusan hukum pendampingan yang kedua  adalah Non litigasi salah 
satunya adalah penyuluhan sebelumnya ada 9 item tuh ada konsultasi” 
(W/06/12/2019) 
e. Karir  (Career) 
Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau 
organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah 
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memenuhi ketentuan perundang-undangan. Pernyataan tersebut dijelaskan oleh 
Sekretaris OBH Perkumpulan Sahabat Hukum: 
“ Selain saya di sini juga sebagai dosen, saya juga sebagai konsultan 
tim ahli gubernur, kaitan dengan Hukum dan HAM, saya punya OBH 
namanya Perkumpulan Sahabat Hukum dan memiliki pekerjaan dalam 
pendampingan hukum namanya litigasi dan non litigasi,  kalau 
kebanyakan di Hukum dan HAM itu Litigasi saya langsung sidang, 
tidak ada kewenangan posbakum untuk sidang itu sudah ranahnya 
BPHN, kalau sidang itu prodeo. Jadi aktivitas OBH ada kerjasama 
lembaga saya, ada 6 OBH  yang terakreditasi yang boleh me akses 
prodeo di kementerian hukum dan HAM, tapi kalau  prodeo di sini 
(Posbakum) saya sebagai petugas untuk memberikan konsultasi  
layanan ke masyarakat jadi saya tidak bersidang di sini. Supaya tidak 
ada tabrakan bantuan. Saya membantu masyarakat yang tidak 
memahami hukum.” (W/07/12/2019) 
 
Sebagai sebuah organisasi karir, maka advokat dalam bertindak harus 
memiliki legalitas  dan sudah terakreditasi dan sudah melalui proses verifikasi, 
agar menjamin bahwa proses pendampingan benar-benar memenuhi amanat 
undang-undang, sebagaimana yang dijelaskan oleh sekretaris OBH 
Perkumpulan Sahabat Hukum : 
“Bagaimana prosesnya, pertama terdaftar dulu di BPHN 
Kemenkumham, harus terakreditasi, dokumen  berupa akte 
pendiriannya, legalitasnya lainnya di sahkan oleh BPHN, ada sertifikat 
badan hukumnya selanjutnya ada akreditasi 3 tahun prosesnya 
diperbaiki yang diberikan oleh Kemenkumham,  hukum dan HAM 
mengadakan. Berapa jumlah perkara, 30 B di bawah 30 C dan rentang 
antara 30-60 A.  
Persoalan akreditasi dan verifikasi juga dijelaskan oleh ketua OBH 
Perkumpulan Sahabat Hukum  “Hingga saat ini di Palangka Raya satu-satunya 
Organisasi Bantuan Hukum yang sudah melaksanakan verifikasi dan akreditasi 
untuk memperoleh bantuan biaya perkara dari Kementerian Hukum dan HAM 
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hanya Organisasi Bantuan Hukum “Perkumpulan Sahabat Hukum” Palangka 
Raya. (W/07/01/2020) 
f. Protektif (Protective) 
Sebagaimana disebutkan pada bagian terdahulu orang menolong untuk 
mengurangi perasaan negatif akibat melihat penderitaan orang lain. Seseorang 
berada dalam suasana hati yang negatif sebelum melihat orang yang sedang 
kesusahan dan dengan menolong diharapkan ia dapat mengurangi perasaan 
negatifnya tersebut. 
Untuk mengurangi perasaan negatif dari klien terhadap advokat, ada 
stigma yang diarahkan kepada para advokat dikira selalu berbayar pakai uang 
sendiri, terdapat beberapa tindakan-tindakan prososial dalam proses 
pendampingan hukum bisa melakukan kunjungan  langsung masyarakat melalui 
penyuluhan atau pengkajian dengan memberikan nasehat hukum dengan 
pendekatan yang lebih menyenangkan.  Hal ini disebutkan dalam wawancara 
dengan sekretaris OBH Perkumpulan Sahabat Hukum: 
“Soalnya kalau tidak turun ke lapangan sulit, tugas kami karena ada 
prodeo bersama tim sekitar 50 orang,  turun ke lapangan, saya yang ke 
lapangan (karena saya sekretaris) dan  mungkin masih muda. 
Bagaimana Pendekatan cara mediasi, negosiasi, pendekatan 
menyeluruh, bikin pendekatan mereka itu  bahagia dulu. Biar mereka 
semangat, kami bongkar mereka itu supaya mau menjelaskan masalah 
mereka, kita menggali masalah mereka itu sulit, kita tidak bisa dapat 
langsung kecuali mereka datang, tapi kalau kita datang mereka mau 
menjelaskan  tapi kalau kita sudah mengarahkan lalu mereka 
menghubungi lalu berproseslah mereka di sini (posbakum)”. 
(W/06/12/2019) 
 
Wawancara di atas secara konteks masyarakat miskin banyak 
menyimpan persoalan-persoalan hukum, baik yang perdata maupun pidana. 
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Advokat memberikan penjelasan bahwa apa yang mereka lakukan benar-benar 
berbasis professional walaupun ini program bantuan hukum cuma-cuma. Dalam 
kesempatan lain, bukan hanya dari desa ke desa mereka melakukan sosialisasi, 
tetapi juga mereka melakukan sosialisasi dalam artian menolong melalui jemput 
perkara di Rumah Tahanan. 
C.  Pembahasan  
1.  Tindakan Prososial Aktivis Advokat Pemberi Bantuan Hukum 
a. Menolong (Helping) 
Sebagai advokat sudah ada jiwa menolong dalam memberikan 
bantuan hukum kepada orang dengan penuh kesadaran walaupun di bayar oleh 
Negara atau tidak di bayar oleh Negara advokat tetap melakukan pendampingan 
atau memberikan nasehat hukum melalui probono yaitu dengan keikhlasan 
memberikan bantuan hukum tanpa biaya melalui wadah Posbakum.  
Pos Bantuan Hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (6)  Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 (PERMA No.1 Tahun 2014) tentang 
Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di 
Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan 
tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, 
konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang 
dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur 
tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan 
Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini, Pos Bantuan Hukum sebagai 
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Pemberi Bantuan Hukum harus memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma 
kepada masyarakat tidak mampu. 
Bantuan hukum menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh 
Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. 
Istilah bantuan hukum itu sendiri dipergunakan sebagai terjemahan dari dua 
istilah yang berbeda yaitu legal aid dan legal assistance. Istilah legal aid 
biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam 
arti sempit berupa pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seorang yang 
terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis khususnya bagi 
mereka yang kurang mampu. Sedangkan pengertian legal assistance 
dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum oleh para advokat 
yang mempergunakan honorarium. (Abdurrahman, 1983: 34) 
Pemberi Bantuan Hukum dalam hal ini bisa berupa lembaga bantuan 
hukum maupun organisasi kemasyarakatan yang memberi bantuan hukum. 
Namun tentunya ada perbedaan mendasar antara lembaga bantuan hukum dan 
pos bantuan hukum. Lembaga bantuan hukum adalah lembaga maupun yayasan 
yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa menerima 
pembayaran honorarium. (Hakim, 2020). 
Sedangkan pos bantuan hukum adalah layanan yang dibentuk oleh dan 
ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama yang juga tentunya memberikan 
bantuan hukum secara cuma-cuma. Jika lembaga bantuan hukum berbentuk 
yayasan yang sifatnya independen, maupun dibentuk oleh organisasi politik 
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atau organisasi massa, adapula yang dikaitkan dengan lembaga pendidikan, 
sedangkan pos bantuan hukum dibentuk hanya oleh negara pada pengadilan. 
Hak warga negara memperoleh bantuan hukum diakui secara 
konstitusional. Secara normatif dibuktikan dengan Pasal 54 Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana yaitu: ”Guna kepentingan pembelaan, tersangka 
atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih 
penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, 
menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”. 
Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang  berbunyi:  
(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa 
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau 
ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka 
yang tidak mampu yang diancam pidana dengan pidana lima 
tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, 
pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan 
dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi 
mereka. 
(2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan bantuannya 
secara cuma-cuma. 
 
Akan tetapi, hak-hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada tahap 
penyidikan masih dibatasi oleh ketentuan Pasal 115 Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana yaitu : 
(1) Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap 
tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan 
dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan. 
(2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasihat hukum 
dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar 
pemeriksaan terhadap tersangka. 
 
Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa peran dan kehadiran 
penasihat hukum dalam pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan adalah 
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pasif. Konsekuensi dari adanya 3 (tiga) pasal tersebut di dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana memerlukan tindakan konkrit dari negara untuk 
melaksanakan layanan bantuan hukum tersebut secara aktif melalui Pengadilan 
yang menyediakan Pos Bantuan Hukum yang melayani pemberian informasi, 
konsultasi, dan nasihat hukum atau membantu pembuatan dokumen hukum 
yang dibutuhkan serta memberikan referensi mengenai advokat yang akan 
mendampingi Penerima Bantuan Hukum di persidangan dengan persyaratan. 
Adanya interaksi sosial antara advokat yang memberikan pertolongan 
dengan klien yang ditolong, Berkowitz dalam Mercer dan Debbie (2011:98) 
mengatakan bahwa beberapa orang akan membantu orang yang membutuhkan 
serta tidak mengekspektasikan pujian atau rasa terima kasih dari orang lain. Ini 
dikatakan memiliki relasi dengan norma dari social responsibility yang 
dikatakan membantu orang lain merupakan hal yang harus kita lakukan, baik 
tidak tergantung pada imbalan di masa yang akan datang maupun orang tersebut 
pernah membantu kita. 
Temuan yang lain dalam diskusi menolong ini  adalah  bahwa bekerja 
menangani perkara tanpa biaya dan melakukan atas dasar kesadaran kita, 
teman-teman  OBH ini rata-rata dulunya korban, kemudian selesai masalahnya, 
bergabung dengan kita untuk menolong yang lain. Hal ini menurut Mussen 
adalah bagian dari Norma timbal balik dalam perilaku prososial, sebagaimana 
dijelaskan Mussen: 
For example, according to the norm of reciprocity, people should help 
those who have helped them; that is, a recipient of assistance should 
repay the benefactor. In contrast, the norm of social responsibility 
prescribes that we should assist others who depend on us and need help. 
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When this norm is internalized, giving becomes an end in itself, and we 
"act on behalf of others, not for material gain or social approval but for 
[our] own self-approval, for the self-administered rewards arising from 
doing what is 'right'" (Goranson & Berkowitz, 1966, p. 228). By the age 
of 8 or 9 years, children have learned the norm of responsibility, can 
explain the norm to other children, and judge others' behavior on the 
basis of its conformity to this norm. Yet this knowledge of the norms 
per se does not ordinarily instigate prosocial actions; elementary-school 
children's endorsement of the norm is not significantly related to 
generosity in donating to the needy (Bryan & Walbek, 1970; Eisenberg-
Berg & Geisheker, 1979, Mussen, 1989: 4). 
(Sebagai contoh, menurut norma timbal balik, orang harus membantu 
mereka yang telah membantu mereka; yaitu, seorang penerima bantuan 
harus membayar kembali para dermawan. Sebaliknya, norma tanggung 
jawab sosial merumuskan bahwa kita harus membantu orang lain yang 
bergantung pada kita dan membutuhkan bantuan. Ketika norma ini 
diinternalisasi, menjadi akhir dalam dirinya sendiri, dan kita  "bertindak 
atas nama orang lain, bukan untuk keuntungan materi atau penerimaan 
sosial tetapi untuk [kita] penerimaan sendiri, untuk Self diberikan 
imbalan yang timbul dari melakukan apa yang ' benar ' " (Goranson & 
Berkowitz, 1966, p. 228). Pada usia 8 atau 9 tahun, anak telah 
mempelajari norma tanggung jawab, dapat menjelaskan norma kepada 
anak lain, dan menilai perilaku orang lain atas dasar kesesuaian dengan 
norma ini. Namun pengetahuan ini tentang norma per se biasanya tidak 
mendorong tindakan prososial anak sekolah dasar, dukungan dari norma 
tidak secara signifikan berkaitan dengan kemurahan hati dalam 
menyumbang kepada yang membutuhkan (Bryan & Walbek, 1970; 
Eisenberg-Berg & Geisheker, 1979; mussen, 1989: 4148). 
 
Dari konsep di atas, norma timbal balik menjadi satu paradigma dalam 
memberi pertolongan kepada orang lain. Temuan ini menjelaskan di samping 
norma timbal balik, ada lagi norma tanggung jawab sosial untuk melakukan 
yang terbaik untuk menolong orang lain guna menyelesaikan kasus yang 
menimpanya. 
Sebelum adanya Pos Bantuan Hukum pada pengadilan negeri, bagi 
majelis hakim yang menangani perkara pidana dengan ancaman pidana mati 
atau ancaman pidana 15 (lima belas) tahun atau lebih atau bagi orang tidak 
mampu yang diancam pidana 5 (lima tahun) atau lebih yang tidak mempunyai 
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penasihat hukum sendiri, akan meminta kepada organisasi profesi advokat 
untuk melakukan pendampingan kepada terdakwa. Dulunya majelis hakim bisa 
meminta kepada IPHI (Ikatan Penasihat Hukum Indonesia) atau dikenal juga 
dengan DPD IPHI Kalteng (Dewan Pengurus Daerah Ikatan Penasihat Hukum 
Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah), maupun IKADIN (Ikatan Advokat 
Indonesia) dengan cara pengadilan melalui majelis hakim meminta baik secara 
lisan maupun tertulis untuk menunjuk advokat dari organisasi-organisasi 
tersebut untuk mendampingi terdakwa. Setelah hadirnya Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2003 yang diperjelas dalam Pasal 22 bahwa : “Advokat wajib 
memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang 
tidak mampu. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan 
hukum secara cuma-cuma, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.” 
Dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 
tentang Bantuan Hukum, maka pengadilan negeri menyediakan ruangan khusus 
untuk Pos Bantuan Hukum. Pos Bantuan Hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (6) 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan 
adalah tempat atau ruangan advokat (Pemberi Bantuan Hukum) piket yang 
memberikan layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat 
pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan 
advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, 
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Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara untuk Penerima Bantuan 
Hukum.  
b. Berbagi (Sharing)      
Dari hasil penelitian di sebutkan permasalahan yang ada pada klien 
memang harus diinformasikan dengan objektif supaya memunculkan solusi 
yang benar-benar adil dan dapat memberi ketenangan kepada klien. Advokat 
juga berusaha untuk bertanggung jawab dan memberikan argumentasi bahwa 
apapun yang ada pada klien siap untuk menghadapi dan memberikan jawaban 
apabila ada pihak ketiga yang mencoba untuk minta keterangan. 
Temuan di atas bila dibaca dengan beberapa konsep yang sangat 
berkaitan dengan perilaku prososial yaitu teori empati. Empati diartikan sebagai 
bersimpati dan memperhatikan seseorang, terutama sharing sesuatu yang 
dialami dan merasakan orang lain yang sedang dalam penderitaan (Sears, et. al, 
2003: 69). Hal senada diungkapkan oleh Hurlock (1999: 118) yang 
mengungkapkan bahwa empati adalah kemampuan seseorang untuk mengerti 
tentang perasaan dan emosi orang lain serta kemampuan untuk membayangkan 
diri sendiri di tempat orang lain. Kemampuan untuk empati ini mulai dapat 
dimiliki seseorang ketika menduduki masa akhir kanak-kanak awal (6 tahun) 
dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua individu memiliki dasar 
kemampuan untuk dapat berempati, hanya saja berbeda tingkat kedalaman dan 
cara mengaktualisasikannya. Empati seharusnya sudah dimiliki oleh remaja, 
karena kemampuan berempati sudah mulai muncul pada masa kanak-kanak 
awal (Hurlock, 1999: 118) Leiden, et.al. (1997: 317) menyatakan empati 
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sebagai kemampuan menempatkan diri pada posisi orang lain sehingga orang 
lain seakan-akan menjadi bagian dalam diri. Lebih lanjut dijelaskan oleh Baron 
dan Byrne (2005: 111) yang menyatakan bahwa empati merupakan kemampuan 
untuk merasakan keadaan emosional orang lain, merasa simpatik dan mencoba 
menyelesaikan masalah, dan mengambil perspektif orang lain. Arwani (2002: 
56) menyatakan empati terhadap pasien merupakan perasaan dan “pemahaman” 
dan “penerimaan” perawat terhadap pasien yang dialami pasien dan 
kemampuan merasakan “dunia pribadi pasien”.  
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa berbagi 
(sharing) dalam hal ini terdapat kecenderungan mendukung teori  empati yaitu 
kemampuan yang dimiliki individu untuk mengerti dan menghargai perasaan 
orang lain dengan cara memahami perasaan dan emosi orang lain serta 
memandang situasi dari sudut pandang orang lain. 
c. Kerjasama 
Dari hasil penelitian ditemukan kerjasama di antara advokat dan klien, 
Kooperatif dalam hal Advokat selaku Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka 
waktu 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan tersebut juga harus memberikan 
menerima atau menolak memberikan layanan bantuan hukum. Namun pada Pos 
Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak pernah ditemui Pos 
Bantuan Hukum melalui advokat menolak penetapan hakim untuk memberikan  
layanan bantuan hukum kepada terdakwa, hal ini merupakan wujud dari 
tanggung jawab advokat dalam kewajibannya melaksanakan Pasal 22 Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang mengharuskan advokat wajib memberikan 
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bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. 
Bentuk kooperatif lainnya Penerima Bantuan Hukum harus menyiapkan Kartu 
Tanda Penduduk, dan salah satu dari dokumen Surat Keterangan Tidak Mampu, 
Jamkesmas atau Kartu Raskin atau Kartu Program Keluarga Harapan atau 
Bantuan Langsung Tunai atau Kartu Perlindungan Sosial, maupun dokumen lain 
yang memberikan keterangan tidak mampu secara ekonomi bagi Penerima 
Bantuan Hukum dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh 
instansi yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu serta 
uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum. 
Syarat terpenting yang harus dipenuhi juga adalah terdakwa harus menyatakan 
bersedia untuk didampingi oleh Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri maupun 
agama Palangka Raya melalui advokat untuk membantu menyelesaikan perkara 
pidana atau perdata. Karena dalam program bantuan hukum secara cuma-cuma, 
yang menjadi titik fokusnya adalah keinginan terdakwa untuk didampingi 
advokat.  
Apabila terdakwa tidak ingin didampingi advokat maka terdakwa wajib 
memberikan pernyataan tertulis bahwa terdakwa menolak didampingi advokat 
dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya. Pengadilan Negeri 
Palangka Raya melalui majelis hakim tidak berhak untuk memaksa menetapkan 
perkara pidana terdakwa harus didampingi oleh advokat dari Pos Bantuan 
Hukum Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama Palangka Raya apabila 
terdakwa tidak ingin perkara pidana/perdatanya didampingi advokat.  
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Meskipun dalam perkara pidana tentunya sangat penting bagi terdakwa 
untuk didampingi advokat karena pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma 
ini merupakan bentuk pengabdian advokat dalam menjalankan profesinya 
sebagai salah satu unsur sistem peradilan untuk menegakkan supremasi hukum 
dan hak manusia untuk mewujudkan persamaan di mata hukum. Apabila syarat 
dokumen sudah terpenuhi dan terdakwa menyatakan mau untuk didampingi oleh 
advokat dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, barulah 
majelis hakim mengeluarkan penetapan untuk menunjuk advokat dari Pos 
Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya agar bisa mendampingi 
terdakwa dalam proses perkara pidananya. Selain itu bersifat akomodatif dalam 
hal advokat menerima permohonan bantuan hukum cuma-cuma, setelah 
menerima berkas permohonan, advokat kemudian mendatangi langsung rumah 
klien untuk memastikan apakah benar-benar keluarga yang tidak mampu yang 
berhak menerima bantuan hukum Cuma-Cuma. Kriteria tidak mampu yang 
mendapatkan bantuan hukum Cuma-Cuma adalah mereka yang tingkat 
pendidikannya maksimal SMA, kalau tingkat sarjana dianggap memiliki 
kemampuan apalagi kalau masyarakat tersebut adalah PNS atau ASN yang 
bekerja di pemerintahan maka pengajuannya ditolak. Sebenarnya subjek 
pemohon yang akan dinilai walaupun objek menunjukkan tingkat kemampuan 
namun dalam kondisi tertentu akan menentukan subjek mana yang akan diterima 
dan ditolak tergantung sisi kelengkapan dan kevalidan data dan dokumen serta 
kenyataan di lapangan. 
154 
 
Advokat yang bernaung di bawah OBH juga  melakukan kerjasama 
dengan OBH yang lain dalam geografis dan lingkungan tempat kerja di mana 
OBH tersebut berada. Hal ini sangat beralasan karena antara OBH memiliki 
kesamaan  tujuan dan sasaran  untuk bisa mengakses program pemerintah dan 
dalam pelaporan memerlukan koordinasi horizontal. Eksistensi advokat juga 
tidak lepas perannya bekerjasama dengan klien dalam menuntaskan kasus klien 
di mana persoalan yang berhubungan dengan persoalan administratif. 
Relasi 2 orang yang sama-sama saling tergantung mencapai tujuan 
bersama, kecenderungan akan mempengaruhi gerakan orang yang pertama dan 
akan menggerakkan orang kedua. 
Bentuk perilaku prososial bagi Soekanto yang dikutip oleh Robbik 
(2011), mengungkapkan: bekerjasama ialah aktivitas di mana akan terjadi saling 
membantu untuk meraih tujuan bersama yang diinginkan. Sedang pendapat 
Stewart bekerjasama bisa diterjemahkan seperti kolaborasi, karena pada saat 
sosialisasi kerja bersama-sama akan menempati posisi strategis sebagai inti 
sosialisasi dan berorganisasi dengan membangun konsensus. 
f. Berderma (Donating) 
Advokat sebagai penasehat maupun pendamping hukum klien yang 
tidak mampu,  memiliki semangat untuk menyumbangkan segala sumber daya 
yang dimiliki. Tidak hanya mempertimbangkan anggaran yang dimiliki Negara 





“Altruistic acts may take a variety of forms - generosity, expression of 
sympathy, sharing of possessions, donating to charity, and activities 
designed to better the welfare of the community by reducing social 
inequalities and injustices. What determines whether or not these and 
other prosocial actions are considered altruistic is the motive 
underlying the behavior. However, it is usually difficult (if not 
impossible) to assess the motives underlying prosocial actions. For this 
reason, we use the term "prosocial behavior" when discussing 
voluntary actions intended to benefit another. Only when egoistic 
motives are not involved can we assume that prosocial behaviors are 
altruistic. Unfortunately, such situations have been studied relatively 
infrequently”. (Mussen, 1989: 4) 
(tindakan-tindakan atruistik dapat mengambil berbagai bentuk-
kemurahan hati, ekspresi simpati, berbagi harta, menyumbangkan 
untuk amal, dan kegiatan yang dirancang untuk kesejahteraan 
masyarakat lebih baik dengan mengurangi ketimpangan sosial dan 
ketidakadilan. Apa yang menentukan apakah atau tidak ini dan 
tindakan prososial lainnya dianggap altruistik adalah motif yang 
mendasari perilaku. Namun, biasanya sulit (jika tidak mustahil) untuk 
menilai motif yang mendasari tindakan prososial. Untuk alasan ini, 
kami menggunakan istilah  "perilaku prososial" ketika mendiskusikan 
tindakan sukarela yang dimaksudkan untuk menguntungkan orang lain. 
Hanya ketika motif egoistik tidak terlibat kita bisa berasumsi bahwa 
perilaku prososial adalah altruistik). 
 
Dalam konteks perilaku sosial di atas, Teori ini tidak  hanya berurusan 
dengan perilaku individu namun juga dengan interaksi antar orang yang 
melibatkan pertukaran imbalan dan biaya. Sebagai premis ialah interaksi 
memiliki kecenderungan akan meneruskan sewaktu saling memberi imbalan. 
Akan tetapi, interaksi yang memberi beban dana maka kedua belah pihak akan 
menghentikan (Ritzer & Goodman, 2008: 234). Bagi Homans (Johnson, 1990: 
61), ada tiga konsep utama untuk menggambarkan kelompok kecil, yaitu; 
kegiatan, interaksi, dan perasaan.  
Peranan Pos Bantuan Hukum dalam membantu menyelesaikan perkara 
pidana di Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang harus diperhatikan adalah 
layanan bantuan hukum secara cuma-cuma tersebut ditujukan kepada 
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Penerima Bantuan Hukum yang tepat, dalam hal ini adalah orang yang tidak 
mampu secara materi. Hal ini dengan jelas dicantumkan dalam Pasal 5 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang 
berbunyi : 
(1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang 
tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. 
(2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas 
pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, 
pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. 
 
Adanya aturan ini diharapkan agar layanan bantuan hukum secara 
cuma-cuma ini benar-benar tepat guna diperuntukkan bagi masyarakat yang 
tidak mampu dan tidak ada penyalahgunaan oleh oknum-oknum maupun 
golongan masyarakat tertentu. Tidak hanya Penerima Bantuan Hukum yang 
syarat-syaratnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.  
Ketentuan yang termuat dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2003 dapat dimaknai sebagai sebuah sentuhan moral kepada advokat, 
agar dapat menjalankan profesinya harus tetap memperhatikan kepentingan 
orang-orang yang tidak mampu. (Supriadi, 2014: 69-70.)  Ditambah lagi 
berdasarkan Kode Etik Advokat Pasal 4 poin f, advokat dalam mengurus 
perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap 
perkara untuk mana ia menerima uang jasa dan Pasal 7 poin h dimana tertera 
bahwa advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum 
secara cuma-cuma (prodeo) bagi orang yang tidak mampu. Dengan demikian 
maka ini merupakan imbauan moral dan sekaligus mengasah kepekaan sosial 
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oleh karena itu profesi advokat tidak bisa dilepaskan dari kode etik yang 
memiliki nilai moral di dalamnya. (Putra, 2019) 
Jika seseorang terjerat dengan problem hukum, maka tiap orang 
tersebut memerlukan servis bantuan hukum, konsultasi dan nasehat hukum, 
pelayanan mediasi, representasi manakala beracara di pengadilan. Guna 
mendapatkan servis bantuan hukum membutuhkan informasi, akses fisik dan  
jaringan kerja bantuan hukum dan uang. Terutama uang persoalan yang 
menelisik bila dikaitkan dengan jargon kemiskinan. 
Penerima Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau 
kuasanya yang tidak termasuk Pemberi bantuan Hukum, atau keluarganya 
yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum. Miskin adalah kondisi di 
mana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan 
pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, 
perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, lingkungan yang baik dan sehat, 
rasa aman dan partisipasi. Bagi Ishomuddin ( 2018: 39) yang menyatakan 
akibat dari kemiskinan hebat yang ada pada bangsa kita adalah tidak 
berkualitasnya layanan publik. 
Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kota Palangka 
Raya dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga 
(KK) Kota Palangka Raya yang ditandai dengan Kartu Identitas Keluarga 
Miskin dan/atau memperoleh Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari 
pejabat Kelurahan setempat. Bantuan hukum diberikan kepada penerima 
bantuan hukum. Bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, 
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pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi. Bantuan 
hukum sebagaimana dimaksud meliputi menerima dan menjalankan kuasa, 
mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain 
untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Penerima Bantuan 
Hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat 
memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. (2) Hak dasar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, 
layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.  
g. Bertindak Jujur (Honesty) 
Hasil penelitian menyebutkan masyarakat sangat sulit berbagi 
informasi dan masalah yang dialaminya, sehingga  pengurus OBH membuat 
program langsung turun ke lapangan untuk mengetahui secara jelas sengketa 
hukum baik perdata maupun pidana, masalah  yang mengemuka adalah 
persoalan nikah tidak tercatat dan pernikahan dini. Tetapi sangat mustahil 
untuk masyarakat miskin datang langsung ke Posbakum di Pengadilan Agama 
maupun Pengadilan Negeri  yang sudah disediakan oleh pemerintah, tanpa 
pengurus OBH yang turun langsung menjemput. 
Kegiatan bantuan hukum harus dilakukan secara lebih terpadu dan 
transparan bersama kegiatan penyuluhan hukum. Hal ini perlu disadari karena 
program bantuan hukum berdasarkan Instruksi Menteri Kehakiman Republik 
Indonesia Nomor : M.03-UM.06.02 Tahun 1999 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Kurang 
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Mampu Melalui Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tata Usaha Negara dan 
Pengadilan Agama. 
Agar mendapat bantuan hukum dengan pembiayaan oleh negara 
tentunya harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi Penerima Bantuan 
Hukum. Penerima Bantuan Hukum harus menyiapkan Kartu Tanda 
Penduduk, dan salah satu dari dokumen Surat Keterangan Tidak Mampu, 
Jamkesmas atau Kartu Raskin atau Kartu Program Keluarga Harapan atau 
Bantuan Langsung Tunai atau Kartu Perlindungan Sosial, maupun dokumen 
lain yang memberikan keterangan tidak mampu secara ekonomi bagi 
Penerima Bantuan Hukum dalam basis data terpadu pemerintah atau yang 
dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan keterangan 
tidak mampu serta uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan 
bantuan hukum. Syarat terpenting yang harus dipenuhi juga adalah terdakwa 
harus menyatakan bersedia untuk didampingi oleh Pos Bantuan Hukum 
Pengadilan Negeri maupun agama Palangka Raya melalui advokat untuk 
membantu menyelesaikan perkara pidana atau perdata. Karena dalam 
program bantuan hukum secara cuma-cuma, yang menjadi titik fokusnya 
adalah keinginan terdakwa untuk didampingi advokat. Apabila terdakwa tidak 
ingin didampingi advokat maka terdakwa wajib memberikan pernyataan 
tertulis bahwa terdakwa menolak didampingi advokat dari Pos Bantuan 
Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya.  
Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui majelis hakim tidak berhak 
untuk memaksa menetapkan perkara pidana terdakwa harus didampingi oleh 
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advokat dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama 
Palangka Raya apabila terdakwa tidak ingin perkara pidana/perdatanya 
didampingi advokat. Meskipun dalam perkara pidana tentunya sangat penting 
bagi terdakwa untuk didampingi advokat karena pemberian bantuan hukum 
secara cuma-cuma ini merupakan bentuk pengabdian advokat dalam 
menjalankan profesinya sebagai salah satu unsur sistem peradilan untuk 
menegakkan supremasi hukum dan hak manusia untuk mewujudkan 
persamaan di mata hukum. Apabila syarat dokumen sudah terpenuhi dan 
terdakwa menyatakan mau untuk didampingi oleh advokat dari Pos Bantuan 
Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, barulah majelis hakim 
mengeluarkan penetapan untuk menunjuk advokat dari Pos Bantuan Hukum 
Pengadilan Negeri Palangka Raya agar bisa mendampingi terdakwa dalam 
proses perkara pidananya. Advokat selaku Pemberi Bantuan Hukum dalam 
jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan tersebut juga harus 
memberikan menerima atau menolak memberikan layanan bantuan hukum. 
Namun pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak 
pernah ditemui Pos Bantuan Hukum melalui advokat menolak penetapan 
hakim untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada terdakwa, hal ini 
merupakan wujud dari tanggung jawab advokat dalam kewajibannya 
melaksanakan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang 
mengharuskan advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma 
kepada pencari keadilan yang tidak mampu.  
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Dalam Raperda Bantuan hukum Kota Palangka Raya disebutkan hak 
dan kewajiban, penerima bantuan hukum berhak: a. mendapatkan Bantuan 
Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang 
bersangkutan tidak mencabut surat kuasa; b. mendapatkan bantuan hukum 
secara cuma-cuma; c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan 
dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan d. mendapatkan layanan 
yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik. Penerima bantuan 
hukum wajib: a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara 
secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan b. membantu kelancaran 
pemberian Bantuan Hukum. - d. melaporkan perkembangan tugasnya kepada 
Walikota pada akhir tahun anggaran, meliputi: 1) perkembangan penanganan 
perkara; 2) penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan; dan 3) 
penggunaan anggaran. e. memberikan perlakuan yang sama kepada penerima 
bantuan hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, 
dan pekerjaan serta latar belakang politik penerima bantuan hukum dan 
bersikap independen; dan f. Kewajiban pemberi bantuan hukum dapat tidak 
dilaksanakan dalam hal dicabutnya kuasa terhadap pemberi bantuan hukum. 
(Raperda Kota Palangka Raya 
2. Makna Tindakan Prososial Aktivis Organisasi Bantuan Hukum (OBH) 
dalam Memberikan Pendampingan Hukum di  Kota Palangka Raya  
 
Prosocial behaviour merupakan kategori yang luas dari helping  
behavior. Prosocial behavior didefinisikan oleh beberapa segmen yang 
signifikan dari masyarakat atau kelompok sosial yang secara umum 
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menguntungkan bagi orang lain. Penner et. al. dalam Mercer dan Debbie 
(2011: 93) membagi prosocial literature dalam tiga kategori, yaitu: 
Meso level, Tindakan menolong ditinjau dari segi tingkat 
interpersonal (contoh : spesifikasi dan situasi tindakan prososial di antara 
seseorang dengan lawannya). Faktor-faktor yang dikatakan dapat 
menghambat maupun meningkatkan perilaku prososial sebagai berikut; Who 
need help Kita akan lebih membantu teman dengan cepat dibandingkan 
membantu orang lain yang tidak dikenal. Similarity. Kita akan lebih 
senang membantu orang yang terlihat sama atau mirip dengan kita. (Contoh 
: ras, gender) Attribution of the cause of the distress. Kita akan 
kurang membantu orang yang sudah seharusnya bertanggung jawab atas 
insiden secara personal. (Contoh : Pemabuk yang terjatuh di jalanan) 
Alcohol, Alkohol dapat mengurangi ketegangan situasi yang diakibatkan 
oleh orang-orang di sekitarnya, sehingga pada saat orang minum, mereka 
menunjukkan tingkat kecenderungan ingin membantu dikarenakan mereka  
tidak terpengaruh oleh kepanikan yang terjadi di sekitarnya. Weighing up the 
costs and benefits Sebagai bagian dari decision-making process 
menyarankan bahwa agar para individu mempertimbangkan antara beban 
(waktu) yang dipakai jika membantu dengan beban (perasaan bersalah) jika 
tidak membantu. 
Micro level, Terdapat dua pendekatan asal usul kecenderungan 
prosocial behavior yaitu: evolutionary theory dan social norm. Pertama, 
pendekatan evolutionary theory ini berpendapat bahwa kita secara biologis 
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cenderung untuk membantu mereka yang berbagi gen yang sama dengan 
kita. Hal ini dikenal sebagai inclusive fitness (kemampuan inklusif) yang 
merupakan kemampuan langsung dari keturunan. Kedua, Gouldner dalam 
Mercer dan Debbie (2011:98) mengatakan bahwa norma timbal 
balik atau reciprocity merupakan bagian dari genetik bersama dan 
menyarankan bahwa norma timbal balik adalah norma budaya 
bersama. Nilai helping behavior dalam segi social psychology disebut 
sebagai social norm. Social norm adalah kepercayaan atau 
jenis perilaku yang dianggap normal dan dapat diterima 
dalam kelompok tertentu atau masyarakat. Melalui proses sosialisasi, 
menjadi keyakinan normatif yang secara internal diadakan yang dapat 
memiliki efek yang kuat terhadap cara kita berperilaku. 
Berkowitz dalam Mercer dan Debbie (2011:98) juga mengatakan 
bahwa beberapa orang akan membantu orang yang membutuhkan serta tidak 
mengekspetasikan pujian atau rasa terima kasih dari orang lain. Ini dikatakan 
memiliki relasi dengan norma dari social responsibility yang 
dikatakan membantu orang lain merupakan hal yang harus kita lakukan, baik 
tidak tergantung pada imbalan di masa yang akan datang maupun orang 
tersebut pernah membantu kita. 
Macro level Volunteering merupakan tipe yang beda dari helping 
behavior karena direncanakan, biasanya berjangka panjang, dan dianggap 
kurang karena lebih cenderung merupakan rasa kewajiban pribadi. Clary et 
al dalam Mercer dan Debbie (2011:101) mengembangkan volunteering 
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functions inventory (VFI) dalam enam dimensi, sebagai berikut; Nilai-nilai 
(Values) Untuk mengekspresikan atau bertindak dalam nilai yang penting 
(Contoh : paham kemanusiaan atau humanitarianism). Pemahaman 
(Understanding) Untuk belajar lebih mengenai dunia atau melatih skill yang 
sering tidak dipakai. Inventory enhancement Untuk meningkatkan dan 
mengembangkan psikologis pribadi (Contoh : terlibat dalam kegiatan 
sukarela). Social Untuk memperkuat relasi sosial. Career Untuk 
mendapatkan pengalaman yang berkaitan dengan karir. Protective Untuk 
mengurangi perasaan negatif (Contoh: rasa bersalah, kesepian) atau untuk 
mengatasi masalah pribadi. 
Dari konsep di atas,  dalam konteks makna tindakan prososial 
aktivis dalam melakukan pendampingan hukum digunakan Macro level 
Volunteering di antaranya adalah nilai-nilai kemanusiaan, pemahaman, suka 
rela (social inventory), relasi sosial, karir dan protektif. 
Schutz  sebagaimana yang dikutip Denzin and Lincoln menegaskan 
perhatian  ilmu sosial diindikasikan terhadap  dunia eksperiansal, yaitu suatu 
pengalaman yang diterima, dialami dan diciptakan  begitu saja oleh setiap 
anggota masyarakat dalam kehidupan bersama. Perspektif subyektif tersebut 
merupakan satu-satunya jaminan yang perlu dipertahankan agar realitas sosial 
tidak akan pernah digantikan dengan dunia fiktif yang sering diciptakan oleh 
para peneliti. Dalam hal ini pendekatan fenomenologi bertujuan untuk 
merumuskan ilmu sosial yang mampu menafsirkan dan menjelaskan tindakan 
dan pemikiran manusia dengan cara menggambarkan struktur dasar realitas 
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yang tampak “nyata” di mata setiap individu yang diterima secara alamiah. 
Sebagai suatu pendekatan interpretatif, fenomenologi memusatkan 
perhatiannya pada makna dan pengalaman subyektif sehari-hari, yang 
bertujuan untuk menjelaskan bagaimana obyek dan pengalaman terciptakan 
secara penuh makna dan dikomunikasikan dalam kehidupan sehari-hari 
(Denzin dan Lincoln, 2009: 335-337). 
a.  Nilai-nilai  Kemanusiaan (humanity Values) 
Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak 
mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama 
dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang 
ditentukan dalam undang-undang ini. Hal demikian dipertegas lagi dengan 
Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi : 
(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa 
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau 
ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka 
yang tidak mampu yang diancam pidana dengan pidana lima 
tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, 
pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan 
dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi 
mereka. 
(2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya 
secara cuma-cuma.   Semangat kenormatifan inilah yang harus 
ditindaklanjuti dalam bentuk yang nyata agar konsep-konsep 
tersebut tidak hanya akan menjadi huruf mati yang tidak 
mempunyai efektifitas tapi juga diperlukan tindakan langsung 
secara empirik. Karena tentunya apabila hak tersangka atau 
terdakwa untuk mendapat bantuan hukum dalam pasal tersebut 
dipinggirkan maka akan menyebabkan terpinggirkannya juga hak 
tersangka atau terdakwa tersebut untuk mendapatkan haknya 
sebagai subyek hukum, kesulitan untuk menyampaikan aspirasi 
maupun pemanggilan saksi yang meringankan, sampai kepada 
ketidakmampuan tersangka atau terdakwa untuk menguraikan 
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fakta hukum karena keterbatasannya dalam mengkritisi produk 
hukum  
 
Pada dasarnya Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri dan 
Pengadilan Agama Palangka Raya bukan semata-mata wadah atau ruangan 
yang memberikan fasilitas bantuan hukum secara cuma-cuma kepada 
masyarakat yang tidak mampu dan tidak mengerti hukum, melainkan juga 
menjalankan fungsi sosial lainnya yang mengacu pada tegaknya nilai-nilai 
negara hukum yang demokratis dan dihormatinya hak-hak asasi manusia. 
Program bantuan hukum bagi rakyat kecil yang tidak mampu dan relatif buta 
hukum dalam perkara pidana tentunya dapat mempermudah pencapaian 
pemerataan keadilan karena kian dipermudah upaya-upaya semisal terbinanya 
sistem peradilan yang lebih berakar dalam perasaan hukum rakyat karena rakyat 
didampingi untuk dibuat menjadi tahu hukum dan mengerti hukum sehingga 
dapat mengkritisi produk hukum yang ada.  
Bantuan hukum berupa pendampingan advokat (Pemberi Bantuan 
Hukum) pada pengadilan yang bersifat aktif ini tentu menjamin hak-hak 
terdakwa dalam hal ini adalah masyarakat yang kurang mampu agar mengerti 
akan hak-haknya sebagai subyek hukum. Seperti menjamin bahwa terdakwa 
bisa memberikan keterangan dengan bebas, terdakwa berhak untuk mendapat 
perawatan kesehatan apabila terdakwa dalam kondisi sakit, terdakwa juga 
berhak bertemu keluarga pada saat jam besuk. Hal ini diharapkan agar 
terciptanya pemerataan keadilan bagi siapa saja. 
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Sering juga ditemui bahwa masyarakat selama ini salah kaprah tentang 
pendampingan advokat dari Pos Bantuan Hukum. Masyarakat menganggap 
dengan adanya pendampingan advokat dari Pos Bantuan Hukum, akan 
sangatlah mungkin dapat membebaskan terdakwa dari tuduhan dalam perkara 
pidana. Padahal bukanlah hal tersebut yang ingin ditonjolkan dalam peran Pos 
Bantuan Hukum. Dengan adanya Pos Bantuan Hukum ini justru menonjolkan 
sisi sentuhan moral dan kemanusiaan yang ditujukan untuk terdakwa agar 
terdakwa dijadikan subyek pemeriksaan, bukanlah obyek pemeriksaan. 
Tujuannya agar tidak terjadi kriminalisasi masyarakat maupun dipinggirkannya 
hak-hak asasi manusia terutama bagi masyarakat tidak mampu yang rentan akan 
posisi tersebut karena ketidakberdayaannya untuk mengkritisi produk hukum. 
Jaminan akan hak asasi manusia bagi terdakwa diharapkan agar terdakwa 
terhindar dari segala bentuk tekanan maupun paksaan karena terdakwa selaku 
subyek hukum juga berhak diperlakukan dengan baik. 
Adanya pendampingan advokat juga melindungi terdakwa dari 
labeling untuk menjamin asas praduga tidak bersalah kepada terdakwa. Karena 
tidak bisa dipungkiri bahwa kesensitifan penilaian publik terhadap seseorang 
yang sudah diposisikan sebagai terdakwa memunculkan tindak diskriminasi dan 
intoleransi. Pendampingan advokat ini diharapkan agar terdakwa yang 
diperiksa pada sidang pengadilan perkara pidana wajib dianggap tidak bersalah 
sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum menyatakan bahwa 
terdakwa terbukti bersalah. Dan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 
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Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga dijelaskan bahwa tujuan pemberian 
bantuan hukum adalah untuk : 
1) Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk 
mendapatkan akses keadilan; 
2) Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip 
persamaan kedudukan di dalam hukum; 
3) Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara 
merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan 
4) Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 
 
Program Bantuan Hukum diberikan dalam rangka meringankan beban 
hidup golongan masyarakat yang kurang mampu, sehingga mereka juga dapat 
menikmati kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum. 
Seluruh aspek kehidupan manusia diatur dalam tatanan hukum, 
sehingga hukum yang berlaku sangatlah banyak. Karena itu, sangat tidak 
mungkin setiap warga negara mengetahui maupun memahami semua aturan 
hukum tersebut. Pembicaraan tentang bantuan hukum, hak asasi manusia dan 
atau negara hukum dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum menjadi 
penting artinya manakala kita mengingat dalam membangun negara hukum 
melekat ciri-ciri yang mendasar yaitu : 
1) Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia yang mengandung 
persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, kultural, dan pendidikan; 
2) Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh sesuatu 
kekuasaan lain apapun; 
3) Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya 
Oleh karena itu, suatu negara tidak dapat dikatakan sebagai negara 
hukum apabila negara yang bersangkutan tidak memberikan penghargaan dan 
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jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Negara Indonesia selaku 
negara hukum tentunya memberlakukan aturan hukum bagi semua orang. Tidak 
ada alasan, atau tidak dapat dibenarkan jika seseorang dapat atau melanggar 
hukum karena ia belum mengerti hukum. Karena itu diperlukan orang yang 
secara khusus mendalami aturan hukum dan dapat memberi pemahaman 
tentang  hukum tersebut bagi masyarakat, terutama masyarakat yang tidak 
mampu.  
Hak untuk mendapat jaminan hak atas bantuan hukum bagi fakir miskin 
maupun masyarakat marginal tersirat dalam konstitusi. Jaminan ini 
memerlukan tindakan konkrit dari negara yang menitikberatkan pada kewajiban 
dan tanggung jawab negara melalui Kementerian Hukum dan HAM, namun 
dalam teknis pelaksanaannya diserahkan pada Lembaga Bantuan Hukum 
maupun Pos Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat-syarat dalam 
undang-undang atau peraturan-peraturan di bawahnya. Oleh karenanya setiap 
orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum 
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa 
membedakan status sosial, budaya, ekonomi, maupun agama. Hak mendapat 
bantuan hukum ini sejatinya merupakan hak asasi manusia dan tegas dijamin 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 
D ayat 1 yang menyatakan, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 
depan hukum”. Hal senada juga dinyatakan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-
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Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi 
“Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”. 
Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang 
Bantuan Hukum juga secara jelas dicantumkan bahwa layanan hukum bagi 
masyarakat tidak mampu berasaskan pada : 
1) Keadilan; 
2) Persamaan kedudukan di dalam hukum; 
3) Keterbukaan; 
4) Efisiensi; 
5) Efektivitas; dan 
6) Akuntabilitas. 
 
Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk: a) mewujudkan hak 
konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam 
hukum. b) menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk 
memperoleh keadilan; c) menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan 
secara merata oleh seluruh masyarakat; dan d) terpenuhinya perlindungan 
terhadap hak asasi manusia. 
b. Pemahaman (Understanding) 
Dari hasil penelitian ditemukan Pemberi Bantuan Hukum dapat 
berperan secara aktif untuk menjelaskan dan membuat Penerima Bantuan 
Hukum mengerti tentang hak-hak, batasan-batasan maupun apa saja yang 
berguna bagi klien untuk meminta pertimbangan keringanan kepada majelis 
hakim. Mengenai melatih skill advokat dalam aspek pemahaman  yaitu 
melakukan bimbingan dan pengarahan. 
Untuk memudahkan  pemahaman dalam menangani kasus maka 
advokat  dalam Proses pendampingan hukum diklasifikasikan kaitannya dengan 
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persoalan yang dihadapi oleh pemohon bantuan hukum kedudukannya apakah  
sebagai saksi, korban, maupun tersangka baik  dalam proses litigasi maupun 
non litigasi. 
1) Pendampingan Hukum Terhadap Saksi 
Undang-undang  No 31 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 
No 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban “saksi adalah orang 
yang dapat  memeberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, 
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu 
tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. 
Dalam pasal 10 Undang-undang No 31 Tahun 2014 “saksi tidak dapat 
dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang 
akan dan sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atas laporan 
tersebut diberikan tidak dengan I’tikad baik. Konsekwensi dengan tidak i’tikad 
baik pidana memberikan keterangan palsu (Pasal 242 ayat 1) dengan sengaja 
memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik secara lisan atau tulisan, 
baik secara pribadi maupun oleh kuasanya, diancam dengan pidana paling lama 
7 tahun. 
2) Pendampingan Hukum Terhadap Korban 
Definisi korban terdapat dalam berbagai peraturan di antaranya: UU 
No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; UU 
No 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi; UU No. 31 
tahun 2014 perubahan atas UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi  
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dan Korban; PP No. 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap 
Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM Berat. 
Bentuk pendampingan: mendampingi korban untuk melaporkan  tindak 
pidana yang dialami kepada pihak kepolisian; mendampingi korban untuk 
dilakukan pemeriksaan  fisik atau visum; bekerjasama  dengan pihak-pihak 
terkait untuk dapat memberikan tempat yang aman bagi korban; mengupayakan 
pelayanan konseling terhadap korban yang mengalami trauma kepada psikolog 
di bawah naungan lembaga terkait. 
3) Pendampingan Hukum terhadap Tersangka 
Pasal Pasal 54 KUHAP” Guna kepentingan pembelian, tersangka atau 
terdakwa berhak mendapat bantuan  hukum dari seseorang  atau lebih penasehat  
hukum selama  dalam waktu dan pada setiap  tingkat pemeriksaan, menurut tata 
cara yang ditentukan dalam UU ini”; UU No. 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (pasal 23); UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan 
pidana anak – mengutamakan restoratif dan diversi. 



















                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Dasar hukum: 
Pasal 54, 55, dan 56 KUHAP 
Pasal 1 ayat 1,2,3, Pasal 4, 5,6 ayat 1, Pasal 12 UU No 16 Tahun     
2011Pasal 1 ayat 9, Pasal 22 ayat 1 UU No. 18 Tahun 2003. 
Gambar 11. Skema Bantuan Hukum Gratis 
 
c. Suka Rela (Inventory Enhancement) 
 Temuan penelitian pada bagian ini dapat dilihat bahwa pendirian OBH 
memiliki konsekuensi dengan labeling “gratis”. Paa substansinya ketika 
mendirikan OBH maka  di situ sudah ada niat dan nantinya akan 
diimplementasikan dalam tindakan nyata aktivis dalam membantu klien atas 
dasar kerelaan atau meminjam istilah bantuan hukum disebut probono. Aktivis 
tidak melakukan deskriminasi perlakuan dibayar  honor atau tidak oleh Negara 
atau klien. 
Dalam kaitan dengan probono, kutipan dari pernyataan Menteri 
Hukum dan HAM menegaskan: 
“Kalau kita memberikan kepada orang-orang tidak berpunya itu, 
upahnya yang besar itu di surga, lebih hebat itu daripada yang ada di 
dunia ini. Upah yang lebih besar itu ada di surga,” kata Menteri 
Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly dalam kata 
sambutannya di acara Hukumonline Award 2018. Oleh karena itu, ia 
sangat mengapresiasi para advokat yang telah menunjukkan 
kontribusi untuk membantu kalangan marjinal mencari keadilan. 
Komitmen menjalankan probono di tengah tantangan profesi advokat 
disebutnya sebagai perbuatan mulia yang menjadi investasi di surga. 
Sayangnya, berdasarkan catatannya, ia mengatakan hanya dua persen 
advokat di seluruh Indonesia yang terdaftar di Organisasi Bantuan 
Hukum yang telah didukung dana Pemerintah. Padahal sebaran 
Organisasi Bantuan Hukum (OBH) juga sangat tidak merata. Saat ini 
hanya 31% atau 157 kabupaten yang memiliki OBH dari total 
Kabupaten/Kota sebanyak 516. Adanya blank spot ini diharapkan 
Pemeriksaan di 
Mahkamah Agung RI 
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dapat ditutup dengan layanan probono. Keberadaan puluhan ribu 
advokat tersebut diharapkan dapat ‘mengobati’ dan mempermudah 
masyarakat tidak mampu dalam hal akses keadilan. Menurutnya, 
membantu akses keadilan (access to justice) adalah bagian dari 
kontribusi terhadap pembangunan bangsa. Terlebih lagi hal ini juga 
telah dituangkan dalam program internasional Pembangunan 
Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, tepatnya butir 16 
yakni Akses Keadilan. (Hukum Online.com, 2019) 
 
Dari pendapat Yasonna di atas, sangat tepat dikatakan bahwa ketika 
anggaran Negara tidak tersedia bagi aktivis OBH maka tindakan prososial akan 
kelihatan dalam perilaku advokat, di mana aktivis akan membantu mengakses 
keadilan dengan mengabaikan anggaran atau dengan kata lain menggunakan 
jalur probono. Secara singkat juga temuan dalam penelitian ini disampaikan 
probono sebagai sebuah kesyukuran karena sudah berhasil menyelesaikan tugas 
yang memang dibayar honornya (prodeo). 
d. Relasi Sosial 
Temuan di lapangan terungkap bahwa lemahnya access group 
komunitas miskin dan pinggiran dengan tata cara menyelesaikan konsekuensi 
sengketa menyebabkan rendahnya proses penyelia pada problem solving, baik 
yang diselesaikan melalui mekanisme hukum formal maupun non formal. 
Masyarakat memerlukan akses sebagai penerima bantuan hukum, karena itu 
masyarakat memerlukan pengetahuan tentang jenis-jenis layanan bantuan 
hukum.  
Diekman, (2001: 1) studinya mengeksplorasi efek gabungan dari tiga 
bentuk jarak pada persepsi keadilan dan sikap dan perilaku konsekuen.   Temuan 
menunjukkan bahwa jarak fisik, jarak psikologis (yaitu, demografi relasional ke 
anggota kelompok kerja utama), dan jarak sosial (yaitu, kurangnya sentralitas 
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jaringan) sangat terkait dan memiliki efek langsung dan dimediasi pada persepsi 
distributif, prosedural, dan interaksional keadilan.   
Johnson mengutip Thibaut dan Kelley (1990: 72) menjelaskan  bahwa 
substansi dimensi dari relasi sosial adalah sebuah aktivitas dagang, di mana 
seseorang berkomunikasi dengan individu lainnya dikarenakan memenuhi 
keperluannya. Di tahap berikutnya, varian dalam teori pertukaran sosial 
menfokuskan bagaimana kuatnya relasi antar individu bisa mengolah suatu 
relasi interaksi dan mengolah sebuah upaya, guna meraih kesetaraan dalam 
relasi tersebut. 
Pendampingan advokat dalam hal perkara pidana juga memberikan 
layanan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang ingin 
melakukan konsultasi hukum maupun membutuhkan bantuan dalam layanan 
salah satunya penyusunan drafting hukum. Pos Bantuan Hukum Pengadilan 
Negeri Palangka Raya tidak hanya terfokus pada pemberian layanan bantuan 
hukum secara cuma-cuma untuk jalur litigasi saja, tetapi juga memberikan 
layanan bantuan hukum non litigasi. Karena pada prinsipnya, Pos Bantuan 
Hukum harus berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran, ketaatan, dan 
kepatuhan masyarakat akan hukum sehingga tercipta sumber daya manusia yang 
lebih baik. Sehingga tujuan kemanusiaan dan tujuan peningkatan kesadaran 
hukum dari kegiatan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma yang 
diamanatkan oleh Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 
M.03-UM.06.02 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan 
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Hukum Bagi Golongan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri 
dan Pengadilan Tata Usaha dapat berhasilguna dengan baik.  
Hal ini diharapkan agar layanan bantuan hukum secara cuma-cuma 
yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya 
tersebut bermanfaat bagi masyarakat, bukan hanya bagi terdakwa yang 
membutuhkan pendampingan di persidangan saja tapi juga dapat dirasakan oleh 
masyarakat luas yang dalam hal ini berperkara pidana. Karena yang memerlukan 
layanan bantuan hukum secara cuma-cuma dalam perkara pidana belum tentu 
hanya terdakwa saja. 
Pada dasarnya, Jenis Layanan Bantuan Hukum meliputi: 
1) Bantuan Hukum Litigasi yakni bantuan hukum pada proses peradilan, baik 
di tingkat Kepolisian, Kejaksaan maupun Persidangan yang meliputi semua 
kasus baik Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara. 
Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh advokat yang didanai oleh 
Kemenkumham adalah: 
a) Pemeriksaan dan Upaya Hukum Biasa (Tahap 
Penyidikan/Gugatan/Pemeriksaan Pendahuluan). 
b)  Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan kembali. 
-  
2) Bantuan Hukum Non Litigasi, berupa 9 jenis kegiatan: 
a) Penyuluhan hukum, adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi 
dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap norma hukum dan 
peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mewujudkan dan 
mengembangkan kesadaran hukum pada masyarakat maupun pemerintah 
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sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh 
terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan; 
Kegiatannya didanai oleh kemenkumham berupa:  
(1) Penyebarluasan informasi dan penanganan perkara di luar 
pengadilan.  
(2) Penyuluhan hukum langsung 
b) Konsultasi hukum, adalah suatu bentuk hubungan tolong menolong yang 
dilakukan oleh seorang profesional (dalam hal ini adalah advokat) 
kepada seseorang dalam hubungannya menyelesaikan masalah hukum; 
Kegiatan yang didanai oleh Kemenkumham adalah Konseling dan 
Pembuatan Dokumen Hukum. 
c) Investigasi perkara baik secara elektronik maupun nonelektronik, adalah 
proses upaya pembuktian, pencarian dan pengumpulan data, informasi 
dan temuan lainnya; 
d) Penelitian hukum, adalah suatu penelitian dengan hukum sebagai 
obyeknya yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran 
tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu dengan 
menganalisis agar dapat diusahakan pemecahannya; 
e) Mediasi, adalah upaya untuk menyelesaikan konflik. Dalam hal ini, Pos 
Bantuan hukum merupakan pihak ketiga yang netral yang tidak punya 
kewenangan untuk mengambil keputusan. Pos Bantuan Hukum hanya 
membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian 
yang tentunya diterima oleh kedua belah pihak; 
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f) Negosiasi, adalah bentuk interaksi atau bentuk persetujuan dengan mana 
pihak yang bersengketa menyerahkan, menjaminkan atau menjanjikan 
suatu barang yang tujuannya adalah untuk mengakhiri perkara atau 
mencegah timbulnya perkara dengan Pos Bantuan Hukum sebagai 
penengah; 
g) Pemberdayaan masyarakat, adalah proses pembangunan sumber daya 
manusia atau masyarakat dalam bentuk penggalian kemampuan pribadi, 
kreatifitas, kompetensi dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari 
sebelumnya. Dalam hal ini, Pos Bantuan Hukum berperan dalam 
meningkatkan kesadaran, ketaatan dan kepatuhan masyarakat akan 
hukum sehingga tercipta sumber daya manusia yang lebih baik; 
h) Pendampingan di luar pengadilan; dan/atau 
i) Drafting dokumen hukum, adalah membuat dan menyusun dokumen 
hukum. 
Dalam konteks di atas, maka relasi sosial menegaskan kemudahan dan 
masyarakat memiliki akses pelayanan yang setara dan hubungan yang seimbang 
bagi masyarakat miskin yang ingin mengakses keadilan (access for justice), baik 
dalam bentuk litigasi maupun non litigasi. 
d. Karir (Career) 
Kode etik adalah tatanan moral yang dibuat sendiri oleh kelompok 
profesi tertentu khusus bagi anggotanya. Tatanan tersebut mengikat intern 
anggotanya. Di dalamnya ada larangan-larangan moral profesi. Pelanggaran 
atasnya, akan dikenai sanksi organisasi profesi tersebut setelah melalui 
179 
 
persidangan yang diadakan khusus untuk itu. (H. Abdul Wahid dan H. Moh. 
Muhibbin, 2009, Etika Profesi Hukum Rekonstruksi Citra Peradilan Di Indonesia, 
Bayumedia Publishing, Malang), Dalam hal ini adalah profesi advokat. Kode etik 
advokat ini ditujukan sebagai acuan kontrol moral atau semacam pengawasan 
perilaku yang sanksinya lebih dikonsentrasikan secara psikologis dan 
kelembagaan. Pelaku profesi yang melanggar, selain dapat 
dipertanggungjawabkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku 
(kalau ada indikasi yang dapat menunjukkan jenis dan modus pelanggarannya), 
juga dapat dipertanggungjawabkan secara moral berdasarkan kode etik 
profesinya. 
Dalam konteks ini menurut Hedstrom (2009: 127) menegaskan: 
“The professions thus raise intriguing analytic questions. One need 
understand not only the self-interest of professionals and their 
organizations, but also how professions often have norms and codes of 
conduct to restrict self-interest and hence to protect the public interest, 
and may be explicit about these norms through their professional 
associations, and sometimes create incentives for proper professional 
conduct. The public good then gets guarded both by the professional 
association and the state. Professions may thus engage in both 
opportunity hoarding through restricting the opportunities of 
competing professional groups and exclusion of unlicensed 
practitioners, and at the same time restricting own choices and 
opportunities, in the sense of self-binding through professional codes. 
It may be that the very practice of restricting the choice and 
opportunities of others also compels the professions to put restrictions 
on own choices and opportunities. This is an arena where opportunities 
are not taken as given by any party, but are actively sought modified by 
the competing professions, the state, and sometimes clients.” 
“Dengan demikian profesi meningkatkan pertanyaan analitis menarik. 
Satu perlu memahami tidak hanya kepentingan profesi diri dan 
organisasi mereka, tetapi juga bagaimana profesi memiliki norma dan 
kode etik untuk membatasi kepentingan diri sendiri dan karenanya 
untuk melindungi kepentingan publik, dan secara eksplisit tentang 
norma ini melalui asosiasi profesional mereka, dan terkadang membuat 
insentif untuk perilaku profesional yang tepat. Kebaikan masyarakat 
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kemudian akan dijaga baik oleh asosiasi profesional dan negara. 
Dengan demikian, Profesi dapat terlibat dalam dua peluang melalui 
pembatasan kesempatan persaingan kelompok profesional dan 
pengecualian praktisi tidak berlisensi, dan pada saat yang sama 
membatasi pilihan sendiri dan kesempatan, dalam arti diri diikat 
melalui kode profesional. Ini mungkin bahwa praktek yang sangat 
membatasi pilihan dan kesempatan orang lain juga memaksa profesi 
untuk menempatkan pembatasan pada pilihan sendiri dan kesempatan. 
Ini adalah medan di mana peluang tidak diambil seperti yang diberikan 
oleh pihak mana pun, tetapi secara aktif dicari lalu dimodifikasi oleh 
profesi yang bersaing, negara, dan terkadang klien”. 
 
Karena itu, sehubungan dengan nilai-nilai dan kepentingan yang 
terlibat di dalamnya, maka pengemban profesi advokat membutuhkan kawalan. 
Langkah yang diperlukan untuk pengawasan profesi advokat adalah dibentuknya 
Dewan Etika Profesi Advokat Nasional yang bertujuan untuk melakukan 
pengawasan perilaku dan penegakan kode etik profesi advokat secara efektif, 
serta penindakan terhadap advokat yang berasal dari organisasi manapun yang 
melanggar kode etik profesi advokat. (Sinaga, 2019) 
Pemberi Bantuan Hukum selaku pemberi jasa layanan bantuan hukum 
secara cuma-cuma di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya 
pun juga memiliki syarat yang ditetapkan dalam undang-undang yang ada 
tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang 
Bantuan Hukum, yaitu : 
(1) Pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang 
telah memenuhi syarat berdasarkan undang-undang ini. 
(2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi: 
a. Berbadan hukum; 
b. Terakreditasi berdasarkan undang-undang ini; 
c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; 
d. Memiliki pengurus; dan 




Dalam hal ini, syarat-syarat tersebut wajib menjadi acuan untuk 
menentukan masyarakat yang mana yang bisa mendapat bantuan hukum dan 
Pemberi Bantuan Hukum yang mana yang bisa memberikan layanan bantuan 
hukum secara cuma-cuma di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palangka 
Raya.   
Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun 
pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan Bantuan Hukum kepada 
Penerima Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan 
dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar 
Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kode 
Etik Advokat. 
Pemberi bantuan hukum berhak: a. melakukan rekrutmen terhadap 
advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum; b. melakukan 
pelayanan Bantuan Hukum; menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi 
hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan 
Bantuan Hukum; menerima anggaran dari Daerah untuk melaksanakan Bantuan 
Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini; mengeluarkan pendapat atau 
pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam 
sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; 
mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi 
lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan g. mendapatkan jaminan 
perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan 
pemberian Bantuan Hukum. Pemberi bantuan hukum wajib: memberikan 
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bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum hingga permasalahannya 
selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap 
perkaranya; merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang 
diperolehnya dari penerima bantuan hukum, kecuali ditentukan lain oleh 
Peraturan Perundang-Undangan; c. melayani penerima bantuan hukum sesuai 
dengan prinsip-prinsip pelayanan public (Raperda Bankum Kota Palangka Raya) 
Hukum dan HAM. Pembiayaan perkara tesebut juga tentunya tidak semua 
perkara yang akan dibiayai. Untuk tahapan verifikasi dan akreditasi dilakukan 
dengan cara : 
1) Pengumuman pendaftaran; 
2) Permohonan; 
3) Pemeriksaan administrasi; 
4) Pemeriksaan faktual; 
5) Pengklasifikasian Pemberi Bantuan Hukum; dan 
6) Penetapan Pemberi Bantuan Hukum. 
Verifikasi dan akreditasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 
4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal pengumuman pendaftaran. Permohonan 
verifikasi dan akreditasi ini bisa dilakukan dengan cara elektronik maupun non 
elektronik. Untuk permohonan dengan cara elektronik bisa melalui website 
resmi Kementerian Hukum dan HAM melalui https://sidbankum.bphn.go.id. 
Sedangkan untuk permohonan dengan cara non elektronik dilakukan dengan 
pengisian formulir yang ditujukan kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum 
Nasional dengan melampirkan : 
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1) Fotokopi salinan akta pendirian lembaga bantuan hukum atau organisasi; 
2) Fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; 
3) Fotokopi akta pengurus lembaga bantuan hukum atau organisasi; 
4) Fotokopi surat penunjukan sebagai advokat pada lembaga bantuan hukum 
atau organisasi; 
5) Fotokopi surat izin beracara sebagai advokat yang masih berlaku; 
6) Fotokopi dokumen mengenai status kantor lembaga bantuan hukum atau 
organisasi; 
7) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga bantuan hukum atau 
organisasi; 
8) Laporan pengelolaan keuangan; dan 
9) Rencana program bantuan hukum. 
Jika berbicara mengenai peran, tentunya harus berbicara juga mengenai 
hambatan-hambatannya. Secara garis besarnya pada Organisasi Bantuan Hukum 
“Perkumpulan Sahabat Hukum” di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri 
Palangka Raya, jarang sekali ditemui hambatan. Karena pada kenyataannya, 
Organisasi Bantuan Hukum “Perkumpulan Sahabat Hukum” di Pos Bantuan 
Hukum Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Palangka Raya merupakan 
satu-satunya organisasi bantuan hukum di Palangka Raya yang terakreditasi di 
bawah Kementerian Hukum dan HAM sehingga sebisa mungkin Organisasi 
Bantuan Hukum “Perkumpulan Sahabat Hukum” di Pos Bantuan Hukum 
Pengadilan Negeri Palangka Raya melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai 
prosedur dan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. 
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Memang ada sedikit kendala-kendala kecil yang dapat ditemui di lapangan, 
namun tidak benar-benar mampu mengurangi kinerja dan dorongan nurani dari 
Organisasi Bantuan Hukum “Perkumpulan Sahabat Hukum” di Pos Bantuan 
Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mendampingi Penerima 
Bantuan Hukum hingga perkaranya selesai. Kendala kecil tersebut yaitu 
terdakwa tidak mampu melengkapi syarat maupun dokumen. 
Sering sekali ditemui bahwa terdakwa yang perkara pidananya ditetapkan 
majelis hakim untuk didampingi oleh advokat dari Organisasi Bantuan Hukum 
“Perkumpulan Sahabat Hukum” di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri 
Palangka Raya. Namun terdakwa tersebut tidak mampu melengkapi surat-surat 
syarat untuk mendapat bantuan hukum sehingga akan mempengaruhi proses 
pelaporan pada saat memasukan data online untuk Kementerian Hukum dan 
HAM. Hal tersebut tentunya akan mempengaruhi kelengkapan data yang 
diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM dan juga akan mempengaruhi 
rembesan dana untuk biaya perkara pidana itu sendiri. Namun advokat 
Organisasi Bantuan Hukum “Perkumpulan Sahabat Hukum” di Pos Bantuan 
Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya menganggap hal itu bukanlah 
hambatan yang mengurangi dorongan moral dan kewajiban untuk melayani 
masyarakat sepenuh hati karena advokat Organisasi Bantuan Hukum 
“Perkumpulan Sahabat Hukum” di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri 
Palangka Raya akan tetap membantu Penerima Bantuan Hukum dan 
mendampingi Penerima Bantuan Hukum hingga proses perkara pidananya 
selesai, karena advokat Organisasi Bantuan Hukum “Perkumpulan Sahabat 
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Hukum” di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya menganggap 
hal tersebut merupakan sentuhan moral, kewajiban serta tanggung jawab bagi 
Pemberi Bantuan Hukum untuk mendampingi Penerima Bantuan Hukum. 
Tata cara pemberian bantuan hukum. Syarat Pemberian Bantuan Hukum. 
Untuk mendapatkan bantuan hukum, pemohon mengajukan permohonan 
bantuan hukum secara tertulis atau lisan kepada pemberi bantuan hukum. 
Permohonan bantuan hukum paling sedikit memuat: a. identitas Pemohon 
Bantuan Hukum; b. permohonan bantuan hukum secara lisan kepada pemberi 
bantuan hukum dimuat dalam bentuk tertulis yang dituangkan oleh pemberi 
bantuan hukum; dan c. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang 
dimintakan Bantuan Hukum. Permohonan harus dilampirkan: a. surat 
keterangan miskin atau surat keterangan miskin dari Lurah dimana pemohon 
bantuan hukum berdomisili; dan b. alat bukti yang berkenaan dengan perkara. 
Identitas pemohon bantuan hukum dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk 
dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dalam 
hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum 
boleh membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan 
alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai 
domisili Pemberi Bantuan Hukum. Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak 
memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud Pemohon Bantuan 
Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan 
Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin atau dokumen lain sebagai pengganti surat 
keterangan miskin. Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki 
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persyaratan pemberi bantuan hukum boleh membantu pemohon bantuan hukum 
dalam memperoleh syarat tersebut.  
Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh pemohon bantuan hukum 
belum lengkap, pemberi bantuan hukum dapat meminta kepada pemohon 
bantuan hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan. Dalam jangka 
waktu paling lama 5 hari kerja, pemohon bantuan hukum wajib melengkapi dan 
menyampaikan persyaratan Apabila pemohon bantuan hukum tidak dapat 
melengkapi dan menyampaikan persyaratan maka permohonan tersebut dapat 
ditolak. Dalam hal permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap, dalam 
jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja pemberi bantuan hukum wajib 
menyampaikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum 
kepada pemohon. Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, pemberi 
bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus 
dari penerima bantuan hukum. (3) Dalam hal permohonan bantuan hukum 
ditolak, pemberi bantuan hukum memberikan alasan penolakan. Dalam jangka 
waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban permohonan bantuan 
hukum pemberi bantuan wajib melakukan koordinasi dengan penerima bantuan 
hukum mengenai rencana kerja pelaksanaan pemberian bantuan hukum. 
Rencana kerja dibuat dalam bentuk perjanjian kerja sama. Dalam hal Pemberi 
bantuan telah selesai memberikan hukum wajib menyampaikan laporkan 
pelaksanaan tugasnya pada Walikota dengan tembusan kepada DPRD. 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan diatur lebih lanjut dengan 
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Peraturan Walikota. (Raperda Bantuan Hukum Daerah Kota Palangka Raya, 
2019) 
e. Protektif (Protective) 
Temuan  hasil penelitian salah satu hal dialami oleh advokat Organisasi 
Bantuan Hukum “Perkumpulan Sahabat Hukum” di Pos Bantuan Hukum 
Pengadilan Negeri Palangka Raya maupun juga organisasi bantuan hukum 
lainnya adalah banyak masyarakat yang masih tidak tahu akan adanya Pos 
Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memberikan 
layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Sehingga masyarakat dalam hal ini 
yang berperkara pidana memiliki rasa keragu-raguan untuk terbuka meminta 
bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya. 
Masyarakat sudah terdoktrin bahwa untuk meminta bantuan hukum pada 
advokat harus berbayar. Karena kondisi demikianlah masyarakat belum cukup 
kemauan dan keberaniannya untuk menggunakan hak-haknya melalui proses 
hukum, atau dengan pekataan lain masyarakat belum cukup berani untuk 
menggunakan layanan bantuan hukum. Padahal kehadiran Pos Bantuan Hukum 
inilah yang mempermudah masyarakat tidak mampu yang berperkara pidana di 
Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mendapatkan akses keadilan dan 
pemenuhan hak-haknya sebagai warga negara meskipun posisinya adalah 
terdakwa secara cuma-cuma.  
Untuk mengurangi perasaan bersalah disebabkan tidak maksimalnya 
untuk meyakinkan masyarakat miskin mengakses bantuan hukum cuma-cuma, 
dalam lapangan psikologi sosial disebutkan:   
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The helper avoids feelings of guilt for not helping by acting prosocially 
(negative self evaluation). The helper anticipates a negative social 
evaluation by the stranger and wants to avoid such a negative social 
sanction (social rejection). (Bierhoff, 2005: 192) 
Penolong menghindari perasaan bersalah karena tidak membantu 
dengan bertindak prososial (evaluasi diri negatif). Penolong 
mengantisipasi evaluasi sosial negatif oleh orang yang tak dikenal dan 
ingin menghindari sanksi sosial negatif (penolakan sosial). 
 
Reformasi institusi yang tidak mempertimbangkan segi perubahan di 
tingkat lokal. Rasionalisasi institusi di lapangan hukum formal dalam tahun-
tahun belakangan tantangan yang masih tersisa. Khususnya terkait peningkatan 
trust dan access komunitas pada servis yang diadakan bagi negara lewat institusi 
supremasi hukum yang resmi. 
Dalam Pasal 54 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
sudah jelas bahwa apabila tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa 
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman 
pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang 
diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat 
hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan 
dalam proses peradilan “wajib” menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Dalam 
pasal tersebut, tertera kata wajib. Namun faktanya belum tentu seindah aturan 
normatifnya. Karena bisa saja ditemui bahwa ternyata terdakwa saat masih 
menjadi tersangka dalam proses pemeriksaan atau penyidikan ternyata tidak 
didampingi penasihat hukum, kalaupun didampingi oleh penasihat hukum pun 
masih dibatasi oleh Pasal 115 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang 
menyebutkan bahwa penasihat hukum hanya bersifat pasif, sebatas melihat dan 
mendengar. Hal ini disebabkan karena Pasal 54 dan 56 Kitab Undang-Undang 
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Hukum Acara Pidana hanya merumuskan kewajibannya namun tidak 
menyertakan sanksi apabila hal yang diatur tersebut dilanggar.  
Namun dalam temuan advokat Organisasi Bantuan Hukum 
“Perkumpulan Sahabat Hukum” di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri 
Palangka Raya, hal tersebut tidak akan mengurangi dan mempengaruhi kinerja 
dan nurani advokat sebagai Pemberi Bantuan Hukum untuk mendampingi proses 
perkara pidana Penerima Bantuan Hukum, karena diyakini bahwa fakta yang 
sebenar-benarnya terjadi adalah fakta yang digali di persidangan, bukan hanya 
terbatas pada Berita Acara Pemeriksaan pada saat proses pemeriksaan 
penyidikan saja. Karena apabila Berita Acara Pemeriksaan dianggap merupakan 
kebenaran, maka proses persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri 
Palangka Raya dianggap tidak perlu dilakukan lagi. Selain itu sebenarnya 
advokat sebagai Pemberi Bantuan Hukum bisa saja meminta majelis hakim 
untuk membatalkan dakwaan karena pada saat proses penyidikan terdakwa tidak 
didampingi penasihat hukum. Namun kembali lagi kepada pertimbangan majelis 
hakim bahwa majelis hakim berhak untuk memilih melanjutkan perkara atau 
membatalkan dakwaan demi hukum.  
Sifat hukum yang pasif dan perkembangan masyarakat yang dinamis 
justru membuat Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama 
Palangka Raya melalui pendampingan advokat sangat diperlukan dalam 
membantu menyelesaikan perkara-perkara yang semakin beragam karena sifat 
bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum adalah aktif. Berbeda dengan bantuan 
hukum yang didapat saat terdakwa masih menjadi tersangka. Karena bantuan 
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hukum dengan pendampingan advokat saat proses penyidikan masih dibatasi 
oleh Pasal 115 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi : 
(1) Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap 
tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan 
dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan. 
(2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasihat hukum 
dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar 
pemeriksaan terhadap tersangka. 
 
Dari aturan tersebut di atas jelas bahwa peranan bantuan hukum pada 
saat proses pemeriksaan dan penyidikan masih sebatas pasif. Peranan Pos 
Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam membantu 
menyelesaikan perkara pidana di Pengadilan Negeri Palangka Raya yang bersifat 
aktif tentunya dapat berpengaruh secara luar biasa dalam proses persidangan 
perkara pidana karena Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya 
melalui advokat diberikan keleluasaan untuk membela hak-hak terdakwa dan 
mengeluarkan pendapat maupun pernyataan di muka persidangan yang berguna 
dalam pemenuhan hak-hak terdakwa sebagai subyek hukum. 
D. Proposisi 
Berdasarkan uraian pembahasan dari hasil penelitian  sebagaimana 
dikemukakan terdahulu, maka dapat dibangun proposisi sebagai berikut: 
1. Tindakan Prososial aktivis advokat bantuan hukum di Kota Palangka Raya 
yang selalu memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang 
mampu lebih dipengaruhi oleh kesadaran dengan jiwa sosial dan tanggung 
jawab sosial.  Kesadaran dalam memberikan bantuan hukum di bayar oleh 
Negara atau tidak di bayar oleh Negara advokat tetap melakukan 
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pendampingan atau memberikan nasehat hukum melalui probono yaitu 
dengan keikhlasan. Tanggung jawab sosial Advokat juga berusaha untuk 
bertanggung jawab dan memberikan argumentasi bahwa apapun yang ada 
pada klien siap untuk menghadapi dan memberikan jawaban apabila ada 
pihak ketiga yang mencoba untuk minta keterangan. Oleh karena itu dapat 
dibangun proposisi adalah “Jiwa sosial dan tanggung jawab sosial aktivis 
pemberi bantuan hukum  yang dilakukan dengan penuh kesadaran yang 
diyakini dan dilakukan dengan keikhlasan, membuat advokat memaknai 
tindakannya untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada 
masyarakat kurang mampu” 
2. Pada dasarnya makna tindakan  untuk memberikan bantuan hukum secara 
cuma-cuma  kepada masyarakat kurang mampu dipengaruhi oleh nilai-nilai 
keadilan dan kesejahteraan sosial. Walaupun tawaran untuk menerima 
bayaran dari profesi advokat dalam melakukan pendampingan hukum 
professional, namun kalau sudah menjadi anggota Organisasi Bantuan  
Hukum, berarti sudah ada jiwa sosial dan tanggung jawab sosial untuk 
memberi bantuan kepada masyarakat kurang mampu secara cuma-cuma. 
Atas  dasar itu, maka proposisi dapat dibangun “nilai-nilai keadilan sosial 
dan kesejahteraan sosial advokat memberi makna terhadap tindakan 



























Pada bagian akhir laporan penelitian disertasi ini dipaparkan 
mengenai simpulan umum yang ditarik berdasarkan pembahasan hasil 
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penelitian. Simpulan yang berkaitan langsung dengan penelitian  ini yang 
dijadikan  dasar untuk menjawab masalah yang berhubungan  langsung dengan 
studi  makna tindakan prososial aktivis OBH dalam kaitannya dengan 
pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu, maka dapatlah ditarik 
suatu simpulan sebagai berikut: 
1. Tindakan prososial aktivis organisasi  bantuan hukum di Kota Palangka 
Raya dilihat dari segi: 
Menolong (helping), sebagai advokat sudah ada jiwa menolong 
dalam memberikan bantuan hukum kepada orang dengan penuh kesadaran 
walaupun di bayar oleh Negara atau tidak di bayar oleh Negara advokat 
tetap melakukan pendampingan atau memberikan nasehat hukum melalui 
probono yaitu dengan keikhlasan memberikan cve7bantuan hukum tanpa 
biaya melalui wadah Posbakum. bekerja menangani perkara tanpa biaya 
dan melakukan atas dasar kesadaran, teman-teman  OBH ini rata-rata 
dulunya korban, kemudian selesai masalahnya, bergabung dengan OBH 
untuk menolong yang lain. 
Berbagi (Sharing), permasalahan yang ada pada klien memang 
harus diinformasikan dengan objektif supaya memunculkan solusi yang 
benar-benar adil dan dapat memberi ketenangan kepada klien. Advokat 
juga berusaha untuk bertanggung jawab dan memberikan argumentasi 
bahwa apapun yang ada pada klien siap untuk menghadapi dan 




Kerjasama (cooperative),   Advokat yang bernaung di bawah 
OBH juga  melakukan kerjasama dengan OBH yang lain dalam geografis 
dan lingkungan tempat kerja di mana OBH tersebut berada. Hal ini sangat 
beralasan karena antara OBH memiliki kesamaan  tujuan dan sasaran  
untuk bisa mengakses program pemerintah dan dalam pelaporan 
memerlukan koordinasi horizontal. Eksistensi advokat juga tidak lepas 
perannya bekerjasama dengan klien dalam menuntaskan kasus klien di 
mana persoalan yang berhubungan dengan persoalan administratif. 
Berderma (donating) Advokat sebagai penasehat maupun 
pendamping hukum klien yang tidak mampu,  memiliki semangat untuk 
menyumbangkan segala sumber daya yang dimiliki. Tidak hanya 
mempertimbangkan anggaran yang dimiliki Negara (prodeo) tetapi lebih 
jauh lagi memberikan bantuan cuma-cuma secara probono dengan 
keikhlasan. 
Jujur (honesty), masyarakat sangat sulit berbagi informasi dan 
masalah yang dialaminya, sehingga  aktivis OBH membuat program 
langsung turun ke lapangan untuk mengetahui secara jelas sengketa hukum 
baik perdata maupun pidana, kemudian masalah  yang mengemuka adalah 
persoalan nikah tidak tercatat dan pernikahan dini. Tetapi sangat mustahil 
untuk masyarakat miskin datang langsung ke Posbakum di Pengadilan 
Agama maupun Pengadilan Negeri  yang sudah disediakan oleh 
pemerintah, tanpa pengurus OBH yang turun langsung menjemput. 
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2. Makna tindakan prososial aktivis organisasi bantuan hukum dalam 
memberikan pendampingan hukum di Kota Palangka Raya. 
Nilai-nilai kemanusiaan (Humanity Values), Pada dasarnya Pos 
Bantuan Hukum Pengadilan bukan semata-mata wadah atau ruangan bagi 
aktivis OBH memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada 
masyarakat yang tidak mampu dan tidak mengerti hukum, melainkan juga 
menjalankan fungsi sosial lainnya yang mengacu pada tegaknya nilai-nilai 
negara hukum yang demokratis dan dihormatinya HAM. Bantuan hukum 
ountuk masyarakat miskin dan tidak mengenal hukum dalam perkara 
pidana tentunya dapat mempermudah mencapai keadilan sebab semakin 
memudahkan usaha-usaha seperti dipertahankan sistem peradilan yang 
berbasis masyarakat akar rumput karena rakyat didampingi untuk dibuat 
menjadi tahu hukum dan mengerti hukum sehingga dapat mengkritisi 
produk hukum yang ada.  
Pemahaman (Understanding), Pemberi Bantuan Hukum dapat 
berperan secara aktif untuk menjelaskan dan membuat Penerima Bantuan 
Hukum mengerti tentang hak-hak, batasan-batasan maupun apa saja yang 
berguna bagi klien untuk meminta pertimbangan keringanan kepada 
majelis hakim. Melatih skill advokat dalam aspek pemahaman  yaitu 
melakukan bimbingan dan pengarahan. 
Suka rela (Inventory Enhancement) Temuan penelitian pada bagian 
ini dapat dilihat bahwa pendirian OBH memiliki konsekuensi dengan 
labeling “gratis”. Pada substansinya ketika mendirikan OBH maka  di situ 
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sudah ada niat dan nantinya akan diimplementasikan dalam tindakan nyata 
aktivis dalam membantu klien atas dasar kerelaan atau meminjam istilah 
bantuan hukum disebut probono. Aktivis tidak melakukan deskriminasi 
perlakuan dibayar  honor atau tidak oleh negara atau klien. 
Relasi sosial (Social Relation), rendahnya akses kelompok 
masyarakat miskin dan terpinggirkan terhadap mekanisme penyelesaian 
akibat sengketa berakibat pada lemahnya pengawasan terhadap jalannya 
proses penyelesaian masalah/sengketa hukum, baik yang diselesaikan 
melalui mekanisme hukum formal maupun non formal. Masyarakat 
memerlukan akses (Access for justice) sebagai penerima bantuan hukum, 
karena itu masyarakat memerlukan pengetahuan tentang jenis-jenis 
layanan bantuan hukum. Pendampingan advokat dalam hal perkara pidana 
juga memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi 
masyarakat yang ingin melakukan konsultasi hukum maupun 
membutuhkan bantuan dalam penyusunan drafting hukum. Pos Bantuan 
Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak hanya terfokus pada 
pemberian layanan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk jalur litigasi 
saja, tetapi juga memberikan layanan bantuan hukum non litigasi. Karena 
pada prinsipnya, Pos Bantuan Hukum harus berperan aktif dalam 
meningkatkan kesadaran, ketaatan, dan kepatuhan masyarakat akan hukum 
sehingga tercipta sumber daya manusia yang lebih baik. 
Karir (Career), Kode etik merupakan moral design dibentuk dari 
asosiasi yang mengikat bagi anggota. Pada kode etik terdapat rambu-rambu 
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profesi secara moral. Kalau melanggar, akan dibuatkan hukuman 
perkumpulan profesi pasca disidangkan secara spesial. Dalam hal ini 
adalah profesi advokat. Kode etik advokat dimaksudkan untuk 
mengendalikan moral atau sejenis pengendalian tingkah laku yang 
memiliki sanksi lebih difokuskan baik kejiwaan maupun institusi. 
Tindakan pelanggaran pekerjaan, bukan hanya bisa dituntut undang-
undang yang ada (jika terdapat macam dan model penyimpangan), pula 
bisa dituntut dari segi moral berbasis kode etik. ditujukan sebagai acuan 
kontrol moral atau semacam pengawasan perilaku yang sanksinya lebih 
dikonsentrasikan secara psikologis dan kelembagaan. Pelaku profesi yang 
melanggar, selain dapat dipertanggungjawabkan oleh ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku (kalau ada indikasi yang dapat 
menunjukkan jenis dan modus pelanggarannya), juga dapat 
dipertanggungjawabkan secara moral berdasarkan kode etik profesinya. 
Protektif (Protective), salah satu hal dialami oleh advokat 
Organisasi Bantuan Hukum adalah banyak masyarakat yang masih tidak 
tahu akan adanya Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan yang memberikan 
layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Sehingga masyarakat dalam 
hal ini yang berperkara pidana memiliki rasa keragu-raguan untuk terbuka 
meminta bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan. 
Masyarakat sudah terdoktrin bahwa untuk meminta bantuan hukum pada 
advokat harus berbayar. Karena kondisi demikianlah masyarakat tidak 
memadai kemauan juga keberaniannya dalam memakai apa yang menjadi 
198 
 
hak lewat jalur hukum, lain kata tidak ada keberanian memakai jasa 
bankum. Padahal kehadiran Pos Bantuan Hukum inilah yang 
mempermudah masyarakat tidak mampu yang berperkara pidana di 
Pengadilan untuk mendapatkan akses keadilan dan pemenuhan hak-haknya 
sebagai warga negara meskipun posisinya adalah terdakwa secara cuma-
cuma.  
B. Implikasi 
 Setelah menganalisis temuan dan simpulan hasil penelitian 
sebagaimana  apa yang dikemukakan pada uraian terdahulu, secara akademik 
untuk pengembangan ilmu sosial khususnya pada studi kasus atau makna 
tindakan prososial aktivis OBH maka ada dua masalah pokok dalam implikasi 
ini, yang peneliti dapat kemukakan adalah implikasi yang ada hubungannya 
dengan teori social norms,  dan implikasi praktis yang berhubungan dengan 
temuan penelitian di lapangan. Kedua implikasi tersebut dapat diuraikan sebagai 
berikut: 
1. Implikasi teori social norm dalam makna tindakan aktivis OBH. 
Temuan penelitian  yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya ini walaupun 
terjadi perbedaan teori yang sudah ada, namun setidaknya mendukung 
terhadap sebagian teori-teori yang sudah ada yang berhubungan dengan 
makna tindakan aktivis OBH, terutama sekali mengenai teori  volunteering 
functions inventory  yang dikemukakan oleh Clary et.al. dalam Mercer dan 
Debbie (2011:101) mengembangkan volunteering functions inventory (VFI) 
dalam enam dimensi, sebagai berikut; Nilai-nilai (Values) Untuk 
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mengekspresikan atau bertindak dalam nilai yang penting (Contoh : paham 
kemanusiaan atau humanitarianism). Pemahaman (Understanding) 
Untuk belajar lebih mengenai dunia atau melatih skill yang sering tidak 
dipakai. Inventory enhancement Untuk meningkatkan dan mengembangkan 
psikologis pribadi (Contoh : terlibat dalam kegiatan sukarela). Social Untuk 
memperkuat relasi sosial. Career Untuk mendapatkan pengalaman yang 
berkaitan dengan karir. Protective Untuk mengurangi perasaan negatif 
(Contoh : rasa bersalah, kesepian) atau untuk mengatasi masalah pribadi.  
Dari hasil penelitian ini dapat dibangun suatu teori pada dasarnya bahwa 
“nilai-nilai kemanusiaan berupa nilai keadilan dan kesejahteraan sosial, 
pemahaman, kode etik, dan menghindari hal-hal negatif adalah makna dari 
tindakan prososial aktivis OBH dalam melakukan pendampingan hukum 
terhadap masyarakat kurang mampu” 
Jadi dengan volunteering functions inventory  aktivis OBH dalam 
memberikan pendampingan hukum terhadap masyarakat kurang mampu 
dilakukan tetap dengan standar profesional. 
2. Implikasi Praktis berhubungan dengan temuan penelitian 
Pada implikasi yang bersifat praktis yang berkaitan dengan temuan 
penelitian ini dapat pula dikemukakan bahwa pada dasarnya aktivis OBH di 
kota Palangka Raya, di mana posisi keberadaan pada kondisi yang penuh 
kesadaran  yang dibentuk dari jiwa sosial dan tanggung jawab social di mana 
mereka punya pola pemikiran bahwa bila seseorang membentuk OBH berarti 
orang tersebut harus melakukan pemberian hukum Cuma-Cuma  kepada 
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masyarakat yang tidak mampu bukan saja berorientasi untuk menjaring kasus 
hukum sebanyak-banyaknya. 
Pandangan yang dimiliki dan sudah tertanam dalam pikiran para 
aktivis OBH, maka kalau ada pikiran klien dari kalangan tidak mampu harus 
membayar itu bukan aktivis OBH. Salah satu hal yang sangat penting di sini 
adalah bagaimana seorang klien merasa mendapatkan hak-hak kemanusiaan 
dan mendapatkan pemahaman dari aktivis OBH dan menganggap positif apa-
apa tindakan dari aktivis OBH. 
C. Keterbatasan Penelitian 
Dalam melaksanakan penelitian ini sangat banyak sekali terdapat 
keterbatasan dari berbagai aspek yang peneliti rasakan sehingga banyak sekali 
yang tidak dapat peneliti selesaikan. Adapun keterbatasan tersebut adalah 
sebagai berikut: 
1. Dilihat dari sudut pandang penggunaan teori yang sangat terbatas dalam 
pelaksanaan penelitian ini, sehingga tujuan pokok yang ingin dicapai dari 
hasil penelitian yaitu untuk membangun suatu teori belum maksimal, 
walaupun data yang didapat dari informan penelitian sudah dianalisis 
menggunakan analisis interaktif dengan mengikuti alur yang dianjurkan  
Miles, Huberman and Saldana (2014) yaitu mulai dari data kondensasi, 
tampilan data dan menggambarkan dan menverifikasi kesimpulan. 
2. Sesuatu permasalahan  yang berhubungan dengan  kuatnya stigma terhadap 
aktivis OBH yang dianggap akan mendampingi secara professional kalau 
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dibayar ini sulit untuk digambarkan berapa kasus di kota palangka raya yang 
mereka bersedia untuk didampingi. 
3. Sasaran yang dijadikan informan utama untuk meminta data informasi 
penelitian ini sangat sibuk dalam beracara di persidangan serta kondisi alam 
yang tidak memungkinkan  dan tidak memungkinkannya peneliti masuk ke 
proses persidangan, sehingga kesulitan bagi peneliti untuk mendapatkan 
data yang lebih banyak. 
D. Rekomendasi 
1. Kepada Advokat agar melakukan pendampingan hukum tetap 
mengedepankan asas-asas profesionalisme dan efektifitas walaupun tanpa 
pembiayaan dari Negara (probono). 
2.   Kepada masyarakat kurang mampu agar memanfaatkan fasilitas bantuan 
hukum cuma-cuma dan memahami prosedur serta mekanisme ketika mau 
diberikan bantuan. 
3.  Kepada Kementerian Hukum dan HAM agar selalu hadir dalam 
permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat melalui para advokat dan 
meningkatkan pelayanan baik terkait dengan pendanaan maupun dalam hal 
memberikan penilaian akreditasi kepada Organisasi Bantuan Hukum. 
4.   Kepada Perkumpulan Sahabat Hukum agar bersedia menyelesaikan 
sejumlah perkara baik di Kantor OBH maupun di Posbakum sehingga perlu 
menambah jumlah anggota advokat dan meningkatkan nilai akreditasi yang 
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Bertolong-tolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan (QS. Al-
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Maidah ayat 2) 
Ingatlah ketika kamu memerlukan uluran tangan, ketika kamu 
memerlukan bantuan tangan, maka kamu akan menjumpai seseorang pada ujung 
bahumu...pada saat kamu tumbuh dewasa kamu akan menemukan bahwa kamu 
memiliki dua tangan. Satu tangan untuk menolong dirimu, sedang tangan yang 
satunya untuk menolong orang lain. (Audrey Hepburn)         
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